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iRANGKAP iJABATAN iDEWAN iKOMISARIS iBADAN iUSAHA iMILIK 

NEGARA i(BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM  

(Analisis iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-

Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara) 

ABSTRAK  

TRIAS ADI PRAYOGA 

NIM. 2017303086 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Penelitian ini berangkat dari fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN 

yang disoroti oleh sejumlah lembaga diantaranya Ombudsman, Indonesia Corruption 

Watch, dan iKomisi iPengawas iPersaingan iUsaha. Fenomena rangkap jabatan ini banyak 

menimbulkan pro-kontra di masyarakat baik terkait regulasi maupun proses 

implementasinya. Dalam iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 2003 iTentang BUMN 

secara jelas mengatur mengenai larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, 

namun di dalam iPeraturan Menteri iBUMN iNomor iPER 10/MBU/10/2020 sebagai 

peraturan pelaksananya justru memperbolehkan adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris 

BUMN. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris 

BUMN dalam iPeraturan iMenteri iBUMN Nomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-

Undang Nomor i19 iTahun i2003 berdasarkan perspektif Etika Politik Islam guna 

mewujudkan kepastian hukum dan profesionalitas Dewan Komisaris BUMN. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (library research) dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai benturan ketentuan rangkap jabatan 

Dewan Komisaris BUMN yang terdapat dalamiiUndang-Undang iNomor i19 iTahun 2003 

dan Peraturan Menteri iBUMN iNomor PER 10/MBU/10/2020 disebabkan karena 

wewenang menteri dalam mengangkat Dewan Komisaris BUMN sehingga terjadi adanya 

rangkap jabatan. Selain menciptakan ketidakpastian hukum, hal ini menyebabkan 

ketidakprofesonalitasan dalam menjalankan jabatan Dewan Komisaris BUMN. Sehingga 

pada implementasinya tidak mampu berjalan dengan maksimal. Kemudian dalam perspekif 

Etika Politik Islam, pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris BUMN tidak 

berjalan dengan baik dan sehat. Terbukti dengan marak terjadinya konfik kepentingan, 

penyalahgunaan wewenang, dan transaksi politik. Hal ini tentu menyebabkan tidak 

tercapainya profesionalitas dan tanggungjawab penjabat Dewan Komisaris BUMN yang 

tercermin dalam salah satu indikator Etika Politik Islam yakni amanah.  

Kata kunci: Rangkap Jabatan, BUMN, Etika Politik Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 
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 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

...َ وْ   Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
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 haula حَوْلَ  -
 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

لُ يَ قُوْ  -   yaqūlu 
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

رَّازقِِيَْ وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ ال -   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًالُ لِلِِ  ا - ي ْ مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Pemerintah isaat iini isedang imendapat isorotan ikhusus imengenai 

ikonsistensi idalam imemperbaiki ikualitas ipenyelenggaraan ipemerintahan. 

iBaik idalam iranah ikelembagaan, iregulasi, ikewenangan, ihubungan iantar 

ilembaga, imaupun isumber idaya iaparatur ipengampu ijabatan iakan iterus 

imenjadi isorotan ibagi imasyarakat idari itingkat ipusat imaupun itingkat 

idaerah. iSorotan iatas iupaya iperbaikan ikinerja ipenyelenggara 

ipemerintahan idapat iberasal idari idalam ipemerintah iitu isendiri iyang 

imerepresentasikan ilembaga ipengawas ipemerintahan imaupun iyang 

iberasal idari imasyarakat, ibaik iitu iyang idisampaikan isecara ilangsung 

isesuai idengan imekanisme ipartisipasi, iataupun iberupa imasukan iyang 

idisampaikan isecara itidak ilangsung imelalui imedia iseperti iseminar, 

idialog, iworkshop imaupun iopini imedia imassa. iSemuanya ibertujuan iagar 

isaran idan ikritik ikonstruktif iyang ilahir ibisa ididengar ioleh ipemerintah. i 

Diantaranya isalah isatu iaspek iperbaikan iyang imenjadi ikontributor 

iterbesar iialah iterkait ipersoalan ipenerapan iregulasi idalam imenjalankan 

iroda ipemerintahan. iBerdasarkan iasas ihukum iperaturan iyang itinggi idan 

itidak ibertentangan idengan iperaturan iyang iberada idi bawahnya, iataupun 

iperaturan iyang ilebih ikhusus imenyampingkan iperaturan iyang iumum. 

iSeharusnya itidak iakan imelahirkan ipersoalan iimplementasi iregulasi 

iseperti itumpang itindihnya iaturan iyang inantinya iberimplikasi iterhadap 
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imunculnya ipersoalan iantar ipenyelenggara ipemerintah iataupun ipersoalan 

iterkait iperbedaan ipersepsi idalam imemaknai isebuah isubstansti iperaturan 

iperundang-undangan iyang iberujung ipada imunculnya iperbedaan 

ipendapat idalam isatu ikasus iyang isama. i i 

Indonesia imemiliki isumber idaya ialam iyang imelimpah idan idapat 

idigunakan iuntuk imemajukan iperekomian inegara. iKarena isalah isatu 

ipenyebab ikesejahteraan isuatu inegara iitu iialah isektor iperekomiannya. 

iNaik iatau iturunnya iekonomi ibergantung ikepada ipelaku iusaha iyang 

imenjalakan, ibaik iitu iperseorangan iataupun iyang isudah iberbentuk 

ibadan iusaha. iPeraturan iperundang-undangan itelah imengatur iterkait 

idengan itata icara ipelaksanaannya, ikarena iIndonesia imerupakan inegara 

ihukum i(rechstaat)1, imaka idalam imenjalankan iroda ipemerintahan iharus 

iberdasarkan ilegitimasi isesuai idengan iprinsip ihukum iyang iberlaku. i i 

Salah isatu icontoh ipenggerak iroda iperekonomian inegara iyang 

iberbentuk ibadan iusaha iialah iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN). 

iBUMN imerupakan ibadan iusaha iyang isebagian ibesar imodalnya idimiliki 

ioleh inegara iyang iberasal idari ikekayaan iyang idipisahkan imelalui 

ipenyertaan isecara ilangsung. i2 iDalam ihal iini iBUMN imemiliki iperan 

iyang ibesar idan ipenting idalam ipenyelengggaraan iperekonomian idi 

iIndonesia iguna imewujudkan ikesejahteraan imasyarakat. iBUMN idalam 

 
1 iLihat idalam ipasal i1 iayat i(3) iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia 

iTahun i1945 
2 iDareyando iGeodewa, iDitha iWiradiputra, i“Larangan iJabatan iRangkap iKomisaris 

iBUMN iDitinjau iBerdasarkan iHukum iPersaingan iUsaha idi iIndonesia”, iJurnal iEducation 

iand iDevelopment, iVol. i11, iUI, i2023, ihlm. i314. 
https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-

3c047f8a.pdf diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.35 WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf
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ihal iini iselain imenjadi isalah isatu isumber ipenerima ipajak, ideviden, idan 

ihasil iprivatisasi ijuga imemiliki iperan istrategis idalam ipelayanan ipublik 

isekaligus isebagai ipenyeimbang iswasta ibesar idan imembantu 

ipengembangan iusaha ikecil. iPeran iBUMN idiwujudkan idalam ikegiatan 

iusaha ihampir ike iseluruh isektor iperekonomian imulai idari isektor 

iperikanan, ipertanian, iperambangan, imanufaktur, ikeuangan, itranspoertasi, 

ikehutanan, iindustri, ilistrik, ikontruksi, ipos, itelekomunikasi, iserta 

iperdagangan. iBUMN iyang iumumnya iberbentuk iperseroan iterbatas 

imemiliki iorgan iperusahaan iyang iterdiri idari iRapat iUmum iPemegang 

iSaham i(RUPS), iDireksi, idan iDewan iKomisaris. i 

Dalam iUU iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBUMN, idisebutkan 

ibahwasanya iada idua iorgan iyang imemiliki iwewenang iguna imenahkodai 

iperseroan itersebut, iyakni iDewan ikomisaris iserta idireksi. iPada 

ipelaksanaannya, iDimana idalam ipengurusannya idireksi ibertanggung 

ijawab ipenuh iterhadap iperseroan idi ipengadilan ibaik iitu idi iluar iataupun 

idi idalam. iSedangkan iDewan iKomisaris imemiliki itanggung ijawab 

idalam imelaksanakan ipengawasan iterhadap ioperasional iserta 

imemberikan idireksi inasihat iterkait iperusahaan. iKeduanya idalam 

imengemban itanggungjawab idalam ibertindak iharus isesuai idengan 

iprinsip itujuan iserta ikepentingan ipersero isupaya isegala itindakan iyang 

idilaksanakan itidak imengakibatkan ikerugian. iBeberapa iketentuan idan 

ipengaturan iyang imemiliki iketerkaitan iterkait ibagaimana ipengangkatan 

idari iKomisaris iBUMN imerujuk ikepada itiga ibuah iaturan, idimana 
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iaturan itersebut idiantaranya iUU iNo i40 iTahun i2007 i(UU iPT), iUU iNo 

i19 iTahun i2003 i(UU iBUMN), idan iPERMEN iBUMN isehubungan 

idengan ipengangkatan ianggota iDewan iKomisaris. iTiap-tiap iaturan 

itersebut ibutuh itinjauan ilebih ilanjut isupaya idapat imenggambarkan 

isecara ijelas idan itidak iambigu imengenai iketentuan ipengangkatan 

ikomisaris, iserta imemberi ikepastian iada iatau iketidakadaan ibentrokan 

iterhadap ipengaturan i idi idalamnya.3 

Dalam iperihal iBUMN, isebagai iorgan ipengawasan, iDewan 

iKomisaris iseringkali idipilih idengan itidak imelalui imekanisme idan 

ipertimbangan iyang ijelas. iPengangkatan itersebut ilebih ibanyak 

ididasarkan iatas ikepentingan ipolitik idengan imengesampingkan iprofit 

iketimbang iupaya ipemaksimalan ipotensi iBUMN. iSementara iitu, idengan 

iwewenang iyang iluar ibiasa ibesar idan ipendapatan iyang inyaris 

isebanding idengan iDewan iDireksi, isebagaimana ijabatan ikomisaris 

isangat ikrusial iuntuk idiamanahkan ikepada isosok iyang imemiliki 

iprofesionalitas itinggi. iDengan ibegitu iBUMN idi iIndonesia idapat 

idiperhitungkan idan idapat iturut ibersaing ibersama ipersero ilainnya 

idengan iswasta iyang imenguasai imayoritas isaham. iTindakan irangkap 

ijabatan iatau iinterlocking idirectorate ibisa iberlangsung ijika iseorang 

iyang itidak iberbeda iatau isama, imenduduki idua iataupun ibeberapa 

ijabatan iDewan iKomisaris, idimana ihal iini itermasuk iketika imerangkap 

 
3 iDewo iDeddi iAnanda, i“Analisis iHukum iLarangan iRangkap iJabatan iDewan 

iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) iPersero”, iJournal iof iSociall iScience 

iResearch, iVol. i3, iNo. i3,Universitas iSam iRatulangi, i2023, ihlm.105. 

https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909  diakses tanggal 23 

Maret 2024, pukul 08.47 WIB 

https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909
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ijabatan ibaik iantar iperusahan iinduknya, iperusahaan ianggota ilain idengan 

isatu ianggota iperusahaan iinduk iatau ipada ianak idari iperusahaan 

iinduknya. iDengan ikata ilain, ibiasanya ikegiatan irangkap ijabatan iini ibisa 

itimbul iakibat iditemukannya ihubungan iketerkaitan idengan ikeuangan, 

iseperti itentang isebuah ipersentase ikepemilikan isaham, iserta itentang 

ipengambilalihan, ipeleburan, idan ipenggabungan. iSehingga, ipersoalan 

irangkap ijabatan iyang itidak ijarang iterjadi ipada ibeberapa iperusahaan 

idari ianak iperusahaan iBUMN imilik iIndonesia imengindikasikan itindakan 

itersebut imempunyai idampak ikerugian iyang ibegitu iserius iterhadap 

ikelangsungan idan irealitas idunia iusaha. iSecara itegas ipula idalam iUU 

iRI iNo i19 iTahun i2003 itentang iBUMN idiatur ilarangan irangkap ijabatan 

idalam ipasal i25 iuntuk ianggota idireksi ipesero, ipasal i33 iuntuk ianggota 

idewan ikomisaris, ipasal i53 iuntuk ianggota idireksi iperum idan ipasal i62 

iuntuk ianggota idewan ipengawas. i 

Diatur idalam iPasal i33, idimana idalam ipasal itersebut imenjelaskan 

imengenai ijabatan--jabatan iyang idilarang iuntuk idirangkap ioleh 

ikomisaris iyakni iantara ilain: 

1. Sebagai ianggota idireksi ibaik ipada iBUMN, iBUMD, iBUMS, iserta 

ijabatan iyang imemungkinkan iuntuk imenimbulkan ibenturan 

ikepentingan; i 

2. iJabatan ifungsional iserta istruktural ilain, ipada ilembaga i imaupun 

iinstansi ipemerintah ibaik ipusat imaupun idaerah; 
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3. iJabatan ilain iyang idiatur idalam iaturan iperundang-undangan.4 

Berdasarkan iPasal itersebut isudah ijelas ibahwasannya imerangkap 

ijabatan ipada isuatu iperusahaan isangat idilarang ibagi ianggota idewan 

ikomisaris. iBerdasarkan ipasal itersebut idilarangnya ikomisaris iuntuk 

imerangkap ijabatan ikarena isebagai iupaya iguna imenghindari iakan i 

iadanya ibenturan-benturan ikepentingan. iDimana iTindakan iyang 

imenimbulkan ibenturan ikepentingan iyang idiakibatkan ioleh irangkap 

ijabatan iakan imengganggu ipelaksanaan iGood iCorporate iGovernance 

idalam itata ikelola iperusahaan idan ikepentingan itertentu. 

Berdasarkan ihasil ipemeriksaan iOmbudsman iRI iselaku ilembaga 

ipengawas ikebijakan ipublik, ipada itahun i2020, imenyampaikan ihasil 

irisetnya ibahwa iterdapat isekitar i397 ipejabat iBUMN iyang imelakukan 

irangkap ijabatan, iangka itersebut inaik idibandingkan idengan idata 

iOmbudsman iRI iyang idiperoleh ipada itahun i2017 iyakni iterdapat isekitar 

i222 ipejabat iBUMN iyang imeakukan irangkap ijabatan. iHal iserupa ijuga 

idisampaikan imelalui ipernyataan iyang idikeluarkan ioleh iKomisi 

iPengawas iPersaingan iUsaha i(KPPU) ipada itahun i2021 iterdapat i62 

ijajaran iDireksi idan iKomisaris iBUMN iyang imelakukan irangkap 

ijabatan. iSecara ispesifik idijelaskan ibahwa iterdapat i31 iDireksi idan 

iKomisaris iBUMN ipada isektor ikeuangan, iasuransi, idan iinvestasi iserta 

 
4 iLihat ilebih ilanjut iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara 
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i12 iorang iterjadi ipada isektor ipertambangan idan i19 idari isektor 

ikontruksi.5 

Indonesia Corruption Watch mencoba memetakan komisaris dan dewan 

pengawas BUMN yang melakukan rangkap jabatan. Data ini diambil per 5 

September 2023 melalui website Kementerian BUMN, di mana terdapat 12 

sektor BUMN dengan jumlah sebanyak 41 perusahaan. Dari 41 perusahaan, 

34 diketahui berbentuk perseroan, sedangkan 7 sisanya menggunakan badan 

hukum perusahaan umum. Untuk perseroan sendiri, jumlah komisarisnya 228 

orang, lalu perum diawasi oleh dewan pengawas sebanyak 35 orang. 

Sehingga total pemetaan yang ICW lakukan sebanyak 263 komisaris dan 

dewan pengawas BUMN. 

Dari total 263 komisaris dan dewan pengawas BUMN, ICW 

mendeteksi setidaknya terdapat 142 orang yang melakukan rangkap jabatan 

atau secara persentase sebesar 53,9 persen. Untuk jabatan komisaris BUMN, 

sebanyak 53% disinyalir melakukan rangkap jabatan. Sedangkan dewan 

pengawas lebih banyak lagi, yakni, 60%. Rangkap jabatan yang dimaknai 

oleh ICW ini terdiri dari tiga bagian, yakni: 

1. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau 

institusi negara; 

2. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di perusahaan swasta; 

 
5 iRiyan iSetiawan, i“Rangkap iJabatan iBUMN iEra iJokowi iPicu iMonopoli i& iKonflik 

iKepentingan”, iterdapat idalam ihttps://tirto.id/rangkap-jabatan-bumn-era-jokowi-picu-

monopolikonflik kepentingan-gbzr, diakses i itanggal i15 iMaret i i2024, pukul 15.07 WIB 

https://tirto.id/rangkap-jabatan-bumn-era-jokowi-picu-monopolikonflik
https://tirto.id/rangkap-jabatan-bumn-era-jokowi-picu-monopolikonflik
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3. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau 

institusi negara dan di perusahaan swasta. 

      Berdasarkan jenis rangkap jabatan, ICW menemukan setidaknya 

terdapat 117 komisaris dan dewan pengawas yang berasal dari kementerian 

atau institusi negara. Kemudian, instrumen pengawas yang rangkap di 

perusahaan swasta sebanyak 20 orang. Sedangkan yang merangkap di 

kementerian atau institusi negara dan perusahaan swasta sejumlah 5 orang. 

Dari pemetaan jabatan di instansi negara paling banyak adalah jabatan Deputi 

(21 orang), lalu Direktur Jenderal (18 orang), dan staf khusus (18 orang). 

      Pemetaan ini turut melihat asal instansi dari pejabat yang melakukan 

rangkap jabatan di BUMN, baik sebagai komisaris maupun dewan pengawas. 

Tiga kementerian yang pejabatnya paling banyak melakukan rangkap, 

diantaranya, Kementerian BUMN (19 orang), Kementerian Keuangan (18 

orang), dan Kementerian PUPR (9 orang). Jika ditelisik lebih jauh, seluruh 

pejabat di Kementerian BUMN yang terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat 

Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama dengan 

jumlah sebanyak 34 orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau 

dewan pengawas, baik di BUMN maupun anak perusahaannya.6 

Pengangkatan ianggota iDireksi imaupun iDewan iKomisaris iyang 

imerangkap ijabatan iberpotensi imenjadi iindikasi itidak iberjalannya isistem 

 
6 iIndonesia Corruption Watch, i“Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas 

BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”, iterdapat idalam 

ihttps://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-bumn-kegagalan-

pemerintah-mengelola-konflik , idiakses itanggal i12 Oktober  i2024, pukul 11.21 WIB 

https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
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idalam iinternal iBUMN. iMengapa idapat idikatakan idemikian,kkarena ijika 

idilihat isecara igamblang inampak ibahwa itidak iada istandar ikualifikasi 

iterkait ikualitas, irekam ijejak, iintegritas, imaupundkapasitas ipara icalon. 

iJika itidak ikunjung idibenahi, ipermasalahan iini itidak ikunjung ituntas 

ibahkan idapat imemperpanjang idan imemperburuk ikiprah iBUMN idalam 

imencari ikeuntungan isebesar-besarnya iuntuk inegara ikarena iterhalang 

imaraknya ikasus ikorupsi, ihutang iyang imelonjak, ihingga imengalami 

ikerugian. i 

Data imenyebutkan ibahwa iterdapat isebanyak i39 ipejabat 

iKementrian iKeuangan iyang imerangkap ijabatan isebagai ikomisaris idi 

iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN). iTercatat imelalui iBUMN, isecara 

iakumulatif imembayar ipara ipejabat iyang imelakukan irangkap ijabatan 

isebagai ikomisaris isetidaknya iRp.180 imiliar iper itahun. iSalah isatunya 

iyakni iSuahazil iNazara isebagai iWakil iMenteri iKeuangan iyang ijuga 

imerupakan iWakil iKomisaris iUtama iPT iPLN i(Persero). iKemudian 

iterdapat iKartika iWirjoatmodjo iwakil iMenteri iBUMN iyang imerangkap 

isebagai iKomisaris iUtama iBank iRakyat iIndonesia.7 iPeristiwa itersebut 

iditanggapi ilangsung ioleh iMenteri iBUMN iRI iErick iThohir isebagai 

isuatu ihal iyang idapat iditerima ikarena idiperbolehkan ioleh iUndang-

Undang. iDalam isudut ipandangnya, imengenai ihal iitu idilakukan iguna 

imenjaga isistem imoneter iyang iada idi iBUMN iserta i i i i imewujudkan icheck 

 
7 iTitis iNurdiana, i“MK iLarang iWakil iMenteri iRangkap iJabatan iSebagai iKomisaris idi 

iSwasta idan iBUMN”, iterdapat idalam ihttps://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-

menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn, idiakses itanggal i19 iMaret 

i2024, pukul 11.21 WIB 

https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
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iand ibalances. iSedangkan, imenurut iMenteri iKeuangan iSri iMulyani 

imengatakan ihal iitu isebagai isuatu ipenugasan idari inegara ikepada ipara 

ipejabat    iKemenkeu iuntuk iberjalannya isuatu iBUMN iitu isendiri. iHal iitu 

imenurutnya ijuga ikarena iKemenkeu isebagai iUltimate iShareholders ibagi 

isuatu iBUMN iguna imengawasi iterkait idengan ipenggunaan iuang inegara. 

iErick iThohir iselaku iMenteri iBUMN ipun imengatakan iadanya iperanan 

ipejabat ikementerian iitu iuntuk imemastikan ikelancaran idari iprogram-

program iyang idijalankan ioleh iBUMN. iSerta imenurutnya i ipula ipejabat 

iKemenkeu ilah iyang imengisi ikursi idari iKomisaris iBUMN, ikarena idi 

idalam idiri ipejabat itersebut imelekat itanggung ijawab iserta isecara 

ihierarki idapat imempermudah iakan ikoordinasi iyang idilakukan. iNamun, 

idalam ihal iini itidak iada iurgensi imenempatkan ipejabat ipemerintah 

isebagai ikomisaris isekalipun idengan ialasan ibentuk ipengawaan 

ipemerintah isebagai ipemegang isaham. iAdapun ifungsi ipengawasan ibisa 

idilakukan idengan ipendekatan ilain. iRangkap ijabatan iini ijustru idapat 

imenimbulkan ikonflik ikepentingan ipada ipejabat ikhususnya idalam ihal 

iini iKementerian ikeuangan iyang iberperan ikrusial imengelola ianggaran 

inegara. i 

Adapun ipraktik irangkap ijabatan iyang iterjadi ipada iPT iGaruda 

iIndonesia ipada itahun i2019, iyakni iantara iDirektur iUtama iGaruda i(I 

iGusti iNgurah iAskhara), iDirektur iKomersial iGaruda i(Pikri iIlham 

iKurniansyah), idan iPresiden iDirektur iCitilink i(Juliandra iNurtjahyo). 

iKetiganya iterbukti imelakukan ijabatan irangkap isebagai iKomisaris iPT 
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iSriwijaya. iDimana isingkat icerita ibahwasannya iDirektur iUtama i(Dirut) 

iyang ibersangkutan imerangkap isebagai iKomisaris ipada i6 ianak 

iperusahaan idan icucu iperusahaan iPT iGaruda iIndonesia. iBahkan itidak 

ihanya idirut iPT iGaruda iyang imerangkap ijabatan, itetapi i4 iDirektur ilain 

ipun ijuga imelakukan ihal iserupa iyaitu, iDirektur iOperasional, iDirektur 

iKargo, idan iPengembangan iUsaha, iDirektur iTeknik idan iLayanan, iserta 

iDirektur iHuman iCapital.8 i 

Dari ifenomena iyang iterjadi idi iatas, ibahwa ipada itahun i2020 

irangkap ijabatan isejatinya idiizinkan ioleh iKementerian iBUMN idengan 

idikeluarkannya iPeraturan iMenteri i(Permen) iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020.9 iDimana iperaturan iitu ihadir isebagai iperubahan iatas 

iPermen iBUMN iNomor iPER-02/MBU/02/2015. iBerdasarkan iketentuan 

idalam iPERMEN iini, idimana ipengaturan imengenai idalam imerangkap 

ijabatan idiatur idalam iBAB iV ipada ipoin iA idan ipoin iB. iPada ipoin iA 

imengenai irangkap ijabatan idisebutkan ibahwa ibaik idewan ikomisaris 

imaupun ipengawas idapat imerangkap ijabatan idi iperusahaan ilain iselain 

iperusahaan iBUMN, idimana itetap iberpedoman ipada iaturan iundang-

undang isektoral. 

 
8 i iRisanti iPratiwi, i“Legalitas iRangkap iJabatan iDireksi iDan iDewan iKomisaris iPada 

iBadan iUsaha iMilik iNegara iYang iBerbentuk iPerseroan iTerbatas”, iJurnal iLex iRenaissance, 

iEdisi iNo. i2 iVol. i4, iFakultas iHukum iUniversitas iIslam iIndonesia, iJuli, i2019. 

https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15227/pdf idiakses itanggal i24 iMaret 

i2024, pukul 10.32 WIB 
9 iLihat ilebih ilanjut iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 itentang 

iPersyaratan iDan iTata iCara iPengangkatan iDan iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris 

iDan iDewan iPengawas iBUMN iTahun i2020. 

https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15227/pdf
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Pada ipoin iB imengenai ilarangan irangkap ijabatan iterdapat ipada 

iangka i1 idan iangka i2. iDimana ipada iangka i1 ibaik iitu ikomisaris 

imaupun ipengawas idilarang iuntuk imerangkap ijabatan ipada iperusahaan 

iBUMN. iTetapi ibisa iapabila imenyatakan ipengunduran idiri idengan isurat 

iyang itelah iditandatangani. iAkan itetapi ihal iini itidak iberlaku iapabila 

irangkap ijabatan itersebut imemiliki itujuan ikhusus iyakni idalam irangka 

ipengawasan imaupun idalam irangka ipenyehatan iperusahaan iberdasar 

itugas ikhusus iserta iMenteri. iKemudian iangka i2 ikurang ilebih isama 

ibahwasannya ibaik ikomisaris imaupun idewan ipengawas itidak iboleh iatau 

idilarang iuntuk irangkap ijabatan idireksi ipada iperusahaan iBUMN, 

iBUMD, iBUMS iatau imenduduki ijabatan iyang idilarang idalam iketentuan 

iaturan iperundang-undangan. iKecuali ibersedia iuntuk imenandatangani 

isurat i ipengunduran idiri. iPada iaturan itersebut iterdapat iperbedaan 

idimana idalam ihuruf iA itentang irangkap ijabatan ikomisaris idapat 

imerangkap ijabatan ipada iperusahaan ilain isedangkan idi ihuruf iB 

imengenai ilarangan irangkap ijabatan ibahwa irangkap ijabatan idilarang 

itetapi idiperbolehkan idengan idengan iadanya ipenugasan ikhusus idari 

iMenteri iBUMN. 

Indonesia iCorruption iWatch i(ICW) itidak iluput imenyoroti idan 

imemberikan icatatan imengenai iPermen iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 itentang iPersyaratan idan iTata iCara iPengangkatan idan 

iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris idan iDewan iPengawas 

iBUMN iini. iICW imenilai iperaturan iini imencederai ipengangkatan 
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iDewan iKomisaris ikarena imemiliki ibanyak icelah iyang iberpotensi 

imengabaikan ikonflik ikepentingan idan iketidaksempurnaan iintegritas.10 

Sehingga iharapannya iperaturan itersebut ikembali idirubah idengan 

imempertimbangkan iaspek ikonflik ikepentingan idan iketidaksempurnaan 

iintegritas. 

 iDalam ihal iini iditemukan iadanya ibenturan iregulasi iterkait 

ilarangan ijabatan irangkap, isalah isatunya iadalah idengan iberlakunya 

iPeraturan iMenteri iBUMN iPER-10/MBU/10/2020 itentang iPerubahan 

iAtas iPeraturan iMenteri iBadan iUsaha iMilik iNegara iNomor iPER-

02/MBU/02/2015 iTentang iPersyaratan idan iTata iCara iPengangkatan idan 

iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris idan iDewan iPengawas iBadan 

iUsaha iMilik iNegara(“Permen-BUMN iPER-10/MBU/10/2020”), idimana 

idewan ikomisaris idan idewan ipengawas iBUMN idapat imerangkap 

ijabatan ipada iperusahaan iselain iBUMN, idengan imengacu ipada 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan isektoral. iKPPU itelah 

iberkoordinasi idan imenyampaikan isurat isaran idan ipertimbangan ikepada 

iKementerian iBUMN iyang ipada iintinya imenyarankan iagar iKementerian 

iBUMN imencabut iketentuan iyang imemperbolehkan irangkap ijabatan 

idewan ikomisaris idan idewan ipengawas idengan idewan ikomisaris 

 
10 iIndonesia iCorruption iWatch i(ICW), i“Rangkap iJabatan, iTimses, iHingga iMantan 

iTerpidana iKorupsi: iCacat iIntegritas idan iPotensi iKonflik iKepentingan iDalam iPengangkatan 

iDireksi i& iKomisaris iBUMN”, iterdapat 

https://antikorupsi.org/id/article/rangkapjabatantimseshingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-

integritas-dan-potensi-0, idiakses  itanggal i19 iMaret i2024, pukul 14.32 WIB 

https://antikorupsi.org/id/article/rangkapjabatantimseshingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0
https://antikorupsi.org/id/article/rangkapjabatantimseshingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0
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iperusahaan iselain iBUMN itersebut ikarena idapat iberpotensi imelanggar 

ipersaingan iusaha iyang isehat.11 

Perbedaan itolak iukur ipengaturan idalam ipraktik irangkap ijabatan 

idewan iKomisaris ikiranya iperlu iditinjau idari isegi ikedudukan iperaturan 

iperundang-undangan. iMengingat ikembali iasas ihukum iLex isuperior 

iderogat ilegi iinferior iyang imemiliki imakna ibahwasannya iperaturan 

iyang ilebih irendah idilarang ibertentangan iterhadap iperaturan iyang 

iberada idi iatasnya. iSelain iitu, idalam ipembentukan iperaturan iperundang-

undangan idisamping iuntuk imenciptakan ikepastian ihukum itentunya ijuga 

iharus imemperhatikan iaspek ikebermanfaatan idengan ihadirnya iperaturan 

itersebut iuntuk ikhalayak iumum. iSeperti iyang itercantum idalam iBAB iII 

ipasal i5 ihuruf ie idan ipasal i6 ihuruf ij imengenai iasas ipembentukan 

iperaturan iperundang-undangan idalam iUndang-Undang iNomor i13 iTahun 

i2022 iperubahan iatas iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2011 iTentang 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan. iTertulis ibahwa idalam 

ipembentukannya iharus idilakukan iberdasarkan iasas i“kedayagunaan idan 

ikehasilgunaan” iserta imencerminkan iasas i“keseimbangan, ikeserasian, 

idan ikeselarasan”12. iHal iini ipula itercantum idalam iBAB iV iBagian 

iKetiga iPasal i10 iAngka i1 ihuruf ia idan ib iUndang-Undang iNomor i30 

iTahun i2014 itentang iAdministrasi iPemerintahan ibahwasannya idalam 

 
11 iDareyando iGeodewa, iDitha iWiradiputra, i“Larangan iJabatan iRangkap iKomisaris 

iBUMN iDitijau iBerdasarkan iHukum iPersaingan iUsaha idi iIndonesia”, iVol. i11, iUI, i2023, 

ihlm. i315. https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-

komisaris-bumn-3c047f8a.pdf diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.35 WIB 
12 iLihat ilebih ilanjut iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2022 iPerubahan iatas 

iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2011 iTentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-

Undangan 

https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf
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iAsas-asas iUmum iPemerintahan iyang iBaik iUndang-undang iharus 

imemiliki iasas ikepastian ihukum idan ikemanfaatan.13  

Melihat idalam iproses iimplementasinya iPeraturan iMenteri iBUMN 

iNomor iPER-10/MBU/10/2020 ijustru imemberikan iketidakpastian ihukum 

iperihal irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN iyang isecara ijelas 

iberdasarkan iperaturan idi iatasnya iyakni iUndang-Undang iNomor i19 

iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara itelah imelarangnya. 

iKemudian ibanyaknya ipula iperusahaan iBUMN iyang ikolaps idan isekarat 

iterancam idisuntik imati isehingga imembuat ipenyertaan imodal inegara 

idari izaman ikepemimpinan iPresiden iSusilo iBambang iYudoyono isampai 

idengan iPresiden iJoko iWidodo iselalu inaik isebagai imodal itambahan 

iperusahaan. iHal iini imembuktikan ibahwa itidak iada isama isekali isisi 

ikemanfaatan idan idampak ipositif iadanya irangkap ijabatan idewan 

ikomisaris iBUMN iyang iselama iini idiharapkan iuntuk iprogres iyang 

ilebih ibaik. iFenomena iini idijadikan ibahan iuntuk ipemanfaatan irelasi 

idan ikepentingan i‘orang idalam’ idi itubuh iBUMN iyang ijustru imembuat 

isulit itercapainya ipenyelenggaraan ipemerintahan iyang ibaik. iHal iini 

idiperkuat idengan ifakta ibahwa ihutang inegara iyang isemakin ibanyak. I 

Fenomena ini tentumya tidak jauh dari adanya keterlibatan campur 

tangan politik. Kepantasan dan profesionalitas pejabat (Dewan Komisaris 

Badan Usaha Milik Negara) tentunya dalam hal ini patut untuk dipertanyakan 

lebih dalam. Karena pada dasarnya, seseorang memiliki batasan-batasan etika 

 
13 iLihat ilebih ilanjut iUndang iUndang iNomor i30 iTahun i2014 itentang iAdministrasi 

iPemerintahan 
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yang dijadikan dasar dan pijakan dalam berperilaku. Begitupun dalam 

berpolitik dikenal dengan etika politik. Etika politik merupakan prinsip moral 

tentang baik dan buruk dalam tindakan atau perilaku warga negara dalam 

berpolitik. Etika politik adalah filsafat moral yang menjalankan suatu sistem 

dengan aturan-aturan moral untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga 

negara yang baik.14  

Dalam islam, kajian etika politik bukan semata-mata untuk kepentingan 

ilmu ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian 

integral dari syari’at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam 

kehidupan politik. Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma 

dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur’an.15 Penerapan etika politik 

dapat merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam tatanan 

politik kenegaraan. Nilai-nilai ajaran Islam dapat dijadikan etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meliputi kekuasaan sebagai 

amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, persaudaraan dan lain 

sebagainya. Etika politik dalam al-Qur’an juga sangat memperhatikan nilai-

nilai keadilan dalam membentuk masyarakat 

yang damai, aman dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

An-Nisaa’ (4) ayat 58  

 

 
14 Fran Magnis Suseno, “Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”, 

Gramedia, Jakarta, 1994. hlm. 44 
15 Komaruddin Hidayat, ”Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan 

Modern”, Paramadina, Jakarta, 1995. hlm. 61 
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اِن َّ اللََّّٰ يََمُْركُُمَّْ انََّْ تُ ؤَدُّوا الْْمَٰنٰتَّ اِلَّٰٓ اهَْلِهَا َّ وَاِذَاَّ حَكَمْتُمَّْ بَيَّْ الن اسَّ انََّْ تََّْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ َّ اِن َّ 

ي ْعرا بَصِيْرَّ ۗ َّ اِن َّ اللََّّٰ كَانَّ سََِ   ٖ  اللََّّٰ نعِِم ا يعَِظُكُمَّْ بهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 

 

 Pada ayat tersebut terdapat dua etika dalam berpolitik, yaitu amanah dan adil. 

Amanah dalam hal ini yakni memiliki artian sebuah responsibility 

seseorang. Namun berbeda konteksnya dengan responsibilty terminologi pada 

umumnya. Amanah atau responsibility dalam islam memiliki makna bukan 

sekedar bertanggung jawab terhadap sesama namun lebih daripada itu, yakni 

juga bertanggungjawab kepada Tuhan. Karena dalam hal ini islam mengenal 

konsep ihsan yakni amanah atau reponsibility dengan menghadirkan Tuhan. 

Sehingga salah satu etika ini tentunya sangat berkaitan erat dengan proses 

mewujudkan implementasi dalam menjalankan sebuah kebijakan ataupun 

regulasi. Sehingga mengenai fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris 

BUMN tentu sangat relevan ketika dikaji melalu perspektif Etika Politik 

Islam yang berkaitan mengenai salah satu indikator amanah atau 

responsibility dalam teminologi islam yang sekaligus merupakan salah satu 

dari 4 sifat Rasul yang berkaitan mengenai etika. 

Tentunya idalam ihal tersebut isangat iberkaitan ierat iuntuk imenjadi 

ipisau ianalisis iataupun itolak iukur imenentukan isuatu iproduk ihukum 
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idalam isebuah ikebijakan. iMelihat iadanya ibenturan iregulasi iyang iterjadi 

ipada iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 iselaku 

iperaturan ipelaksana idari iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara imaka iperlu idilakukan ianalisis 

ilebih imendalam iterhadap ikeduanya. iMengingat idewan ikomisaris idalam 

ihal iini imemiliki iroleplayer iyang ibegitu ipenting idalam imenjalankan 

iperusahaan imelalui itata ikelola iyang ibaik idan isehat.16 iRegulasi irangkap 

ijabatan idewan ikomisaris iyang iberbeda-beda iharus idilihat iterlebih 

idahulu ibagaimana ikedudukan idalam iperaturan iperundang-undangan idan 

iberdasarkan iEtika Politik Islam. 

Oleh ikarena iitu ipenulis imemilih imelakukan ipenelitian idan 

ianalisis imengenai iregulasi iyang iberbenturan imengenai irangkap ijabatan 

idewan ikomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN). iTentunya 

iberdasarkan  iEtika Politik Islam. 

Berdasarkan ihal-hal itersebut idi iatas, imaka ipenulis itertarik iuntuk 

imeneliti idan imenganalisis idalam ibentuk itulisan iberupa iskripsi idengan 

ijudul, iRANGKAP iJABATAN iDEWAN iKOMISARIS iBADAN 

iUSAHA iMILIK iNEGARA i(BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK 

ISLAM (Analisis iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 idan iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara). 

 
16 iZufar iZain iNibraska, iNaufal iAbror iFaroja, i“Tinjauan iYuridis iRangkap iJabatan 

iDewan iKomisaris iBUMN iGuna iMewujudkan iGood iCorporate iGovernance iDalam iTata 

iKelola iBUMN”, iVol. i24 iNo. i1, iUNNES, i2023 ihlm.104. https://j-

innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909 diakses tanggal 22 Maret 

2024, pukul 10.41 WIB 

https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909
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B. Definisi iOperasional 

1. Badan iUsaha iMilik iNegara 

Definisi iBUMN idapat iditemukan ipada iUndang-Undang 

iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara i(UU 

iBUMN).17 iBila imengacu ipada iketentuan iPasal i1 iayat i(1), idapat 

idiartikan ibahwa iBUMN iadalah ibadan iusaha iyang iseluruh iatau 

isebagian ibesar imodalnya idimiliki ioleh inegara imelalui ipenyertaan 

isecara ilangsung iyang iberasal idari ikekayaan inegara iyang 

idipisahkan.18 iBerdasarkan iketentuan ipasal iitu, idapat iditarik 

ikesimpulan ibahwa iBUMN iterdiri idari iunsur ibadan iusaha, iseluruh 

iatau isebagian ibesar imodal idimiliki ioleh inegara, iadanya ipenyertaan 

ilangsung ioleh inegara, idan imodal ipenyertaan iberasal idari ikekayaan 

inegara iyang idipisah.19 

Maksud idan itujuan idari ididirikannya isuatu iBUMN, itertuang 

idalam iketentuan iPasal i2 iayat i(1) iUU iBUMN, idimana itujuan 

itersebut iadalah isebagai iberikut: ia. iMemberikan isumbangan ibagi 

iperkembangan iperekonomian inasional ipada iumumnya idan 

ipenerimaan inegara ipada ikhususnya; ib. iMengejar ikeuntungan; ic. 

iMenyelenggarakan ikemanfaatan iumum iberupa ipenyediaan ibarang 

idan/atau ijasa iyang ibermutu itinggi idan imemadai ibagi ipemenuhan 

ihajat ihidup iorang ibanyak; id. iMenjadi iperintis ikegiatan-kegiatan 

 
17 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 
18 iPasal i1 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. 
19 iRidwan iKhairandy, i“Hukum iPerseroan iTerbatas”, iCetakan iPertama, iFH iUII 

iPress, iYpgyakarta, i2014, ihlm. i184. 
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iusaha iyang ibelum idapat idilaksanakan ioleh isektor iswasta idan 

ikoperasi; idan ie. iTurut iaktif imemberikan ibimbingan idan ibantuan 

ikepada ipengusaha igolongan iekonomi ilemah, ikoperasi, idan 

imasyarakat. i20 

Kontribusi iBUMN idiharapkan imenunjang inilai ipertumbuhan 

iekonomi inasional idan imembantu imenambah ipemasukan ikeuangan 

inegara. iKarena ipada idasarnya, ipemerintah imendirikan iBUMN iguna 

imengejar ikeuntungan iatau idengan ikata ilain iuntuk iberinvestasi 

idengan imemperhatikan iprinsip ipengelolaan iperusahaan iyang isehat 

iserta imemperhatikan iperhitungan ibisnis iatau ikomersial. iSedangkan 

iBUMN iPerusahaan iUmum ibertujuan idalam ipelaksanaan 

imenyediakan ibarang idan ijasa iuntuk ikepentingan iumum idengan 

imemperhatikan iprinsip-prinsip ipengelolaan iperusahaan iyang ibaik.21 

2. Rangkap iJabatan i 

Menurut iNawawi irangkap ijabatan iyaitu ikeadaan iseseorang 

iyang imemikul itanggung ijawab ipada idua ipekerjaan ipada irentan 

iwaktu iyang isama. iSedangkan, ikomisaris imerupakan iorgan iyang 

ibertugas imelakukan ipengawasan idan imemberikan inasihat ikepada 

idireksi idalam imenjalankan ikegiatan ipengurusan idan ipengelolaan 

iperusahaan. I 

3. Komisaris 

 
20 iPasal i2 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. 
21 iRidwan iKhairandy, i“Hukum iPerseroan iTerbatas”, iCetakan iPertama, iFH iUII 

iPress, iYpgyakarta, i2014, ihlm. i188 
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Komisaris iialah iorgan iPersero iyang ibertugas imelakukan 

ipengawasan idan imemberikan inasihat ikepada iDireksi idalam 

imenjalankan ikegiatan ipengurusan iPersero.22 

4. Etika Politik Islam 

Etika berasal dari bahasa Yunani: “ethos” dan “ethikos”: Ethos 

artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, 

akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ethikos artinya susila, 

keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika merupakan suatu 

ilmu yang menyelidiki tentang ukuran baik dan buruk. Etika adalah 

bagaian dari ilmu filsafat yang mengkaji masalah perbuatan atau tingkah 

laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai 

buruk sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran. Etika politik adalah 

filsafat moral yang menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral 

untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga negara yang baik. 

Sedangkan Politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang 

menjadikan Islam sebagai acuan nilai sehingga terwujud baldatun 

ṭhayibatun warabbun ghafur, yang mengandung arti negeri sejahtera dan 

sentosa. Jadi, Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma 

dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur’an.23 

 

 
22 iPasal i1 iayat i7 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i2003 iNomor i70. iTambahan 

iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i4297 
23 iAbd Haris, “Pengantar Etika Islam” Sidoarjo, Al-Afkar, 2007. 
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C. Rumusan iMasalah 

Dari ipenjabaran ilatar ibelakang imasalah idi iatas, imaka iditemukan 

irumusan imasalah idalam ipenelitian iini, iyaitu: 

1. Bagaimana iketentuan iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris iBadan 

iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) idalam iPeraturan iMenteri iBUMN 

iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-Undang iNomor i19 

iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara? i 

2. Bagaimana ianalisis iEtika Politik Islam imengenai iRangkap iJabatan 

iDewan iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) idalam 

iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan 

iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara? 

D. Tujuan iPenelitian 

Dari irumusan imasalah idiatas, imaka itujuan ipenelitian iini, iadalah: 

1. Untuk imengetahui iketentuan iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris 

iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) idalam iPeraturan iMenteri 

iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-Undang iNomor 

i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 

2. Untuk imenganalisis ipandangan iEtika Politik Islam imengenai iRangkap 

iJabatan iDewan iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) 

idalam iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan 

iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. 



23 

 

 

E. Manfaat iPenelitian 

   Penelitian iilmiah iyang idilakukan ioleh ipenulis imengandung ibanyak 

imanfaat, iyaitu idari isegi iteoritis imaupun idari isegi ipraktis, iyaitu 

isebagai iberikut: 

1. Secara iTeoritis 

Penelitian iini iakan imemperluas ikhazanah ikeilmuan itentang 

ipengaturan irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN idalam 

iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan 

iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. 

2. Secara iPraktis 

a. Memperkaya iwawasan ibagi ipenulis isendiri idan ibagi ikalangan 

ipembaca imengenai irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN. 

b. Bagi ikalangan iakademisi, imeningkatkan idiskursus ipembahasan 

imengenai ipengaturan irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN 

idalam iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 

idan i iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan 

iUsaha iMilik iNegara. 

c. Bagi imasyarakat iluas, imemperkaya ipengetahuan idan ipemahaman 

iterhadap imasyarakat imengenai iregulasi irangkap ijabatan idewan 

ikomisaris iBUMN. 
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F. Kajian iPustaka 

Berdasarkan itelaah ipustaka iyang idilaksanakan ioleh ipenulis, isudah 

iada ikarya itulis ilain iyang iberbentuk iskripsi, ibuku, iartikel, ijurnal idan 

isemacamnya iyang imembahas imengenai irangkap ijabatan idewan 

ikomisaris iBUMN iperspektif iEtika Politik Islam i(Studi iAnalisis 

iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-

Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara). 

iMaka ipenulis imenelaah ikembali ibeberapa ipenelitian iyang idapat 

idijadikan iacuan, imemeliki iketerkaitan iyang irelevan idan itentunya 

isejenis iyang imembahas idari isegi iaspek ibeberapa isudut ipandang iyang 

iantara ilain: 

1. Skripsi ikarya iAndrian iHarris, iyang iberjudul, iRangkap iJabatan 

iAngota iDireksi idan iDewan iKomisaris idalam iBadan iUsaha iMilik 

iNegara iPersero iBerdasarkan iGood iCoporate iGovernance i24. iSkripsi 

iini imembahas itentang iRangkap iJabatan iAngota iDireksi idan iDewan 

iKomisaris idalam iBadan iUsaha iMilik iNegara iPersero iBerdasarkan 

iGood iCoporate iGovernance idengan imemuat ibeberapa iregulasi idi 

idalamnya. iHasil ipenelitian iskripsi idi iatas iyakni iLegalitas iterhadap 

irangkap ijabatan iDireksi idan/atau iKomisaris iBUMN iPersero idi 

iIndonesia itelah isecara ijelas idiatur ilarangannya idi iberbagai iUndang-

Undang idianataranya iPasal i25 idan iPasal i33 iUU iBUMN, iUU iAnti 

iMonopoli idan UU iPelayanan iPublik. iLarangan itersebut ihadir iguna 

 
24 iAndrian iHarris, i“Rangkap iJabatan iAngota iDireksi idan iDewan iKomisaris idalam 

iBadan iUsaha iMilik iNegara iPersero iBerdasarkan iGood iCoporate iGovernance i“. iSkripsi, 

iYogyakarta, iUII, i2023. 
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imelindungi ipejabat-pejabat iDireksi idan iKomisaris iBUMN iyang 

ikrusial idari iketidakadilan, ikesewenang-wenangan, imaupun ipotensial 

iterjadinya ipraktek iKKN. iKemudian iterkait ipenelitian imengenai 

iGood iCorporate iGovernance ibahwa idapat idisimpulkan idengan 

iperolehan inilai iGCG iyang ibaik itidak iselalu iberbanding ilurus 

idengan itidak iterjadinya irangkap ijabatan ipada iDireksi idan/atau 

iKomisaris iBUMN iPersamaannya iskripsi ipenulis idengan iskripsi 

itersebut iadalah isama-sama imembahas itentang iobjek imengenai 

iBUMN irangkap ijabatan ikomisaris. iPerbedaannya iadalah iskripsi 

itersebut iyakni ipada ivariabel iberdasarkan iGood iCoporate 

iGovernance, isedangkan ipada ipenelitian ipeneliti iberdasarkan iEtika 

Politik Islam. i 

2. Skripsi ikarya iMuhammad iNizamuddin iSidqi, iyang iberjudul, 

iRangkap iJabatan iPegawai iNegeri iSipil iSebagai iKomisaris iBadan 

iUsaha iMilik iNegara iPerspektif iHukum iPositif idan iMaslahah25. 

iSkripsi iini imenganalisis imengenai irangkap ijabatan ikomisaris 

iBUMN idengan imenggunakan ipendekatan ihukum ipositif idan ijuga 

iasas ikebermanfaatan idalam iislam iyakni imaslahah. iHasil idari 

ipenelitian itersebut iditemukan ibahwa iTerdapat iperbedaan imengenai 

irangkap ijabatan ipegawai inegeri isipil, iada iyang imelarang idan 

imembolehkan iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan. iKemudian 

iditemukan iketidaksinkronan iatau idapat idikatakan ikonflik inorma 

 
25 iMuhammad iNizamuddin iSidqi, i“Rangkap iJabatan iPegawai iNegeri iSipil iSebagai 

iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara iPerspektif iHukum iPositif idan iMaslahah”, iSkripsi, 

iMalang: iUIN iMaulana iMalik iIbrahim, i2021. 
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i(conflict iof inorm) iantara iPeraturan iMenteri iBUMN idan iPeraturan 

iOtoritas iJasa iKeuangan idengan iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 iTentang iBUMN, iUndang-Undang iNomor i25 iTahun i2009 

iTentang iPelayanan iPublik, iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i2014 

iTentang iAparatur iSipil iNegara, idan iPeraturan iPemerintah iNomor 

i47 iTahun i2005 iTentang iPegawai iNegeri iSipil iyang iMenduduki 

iJabatan iRangkap. iKonflik inorma iini idapat idiselesaikan idengan 

imenggunakan iteori ipreferensi ihukum iyaitu idengan imenggunakan 

iasas ilex isuperior iderogate ilegi iinferiori. iHasil ipenelitian ilain 

iditemukan ibahwasannya ikemashlahatan iitu iharus iselaras idengan 

itujuan isyara’ iwalaupun ibertentangan idengan itujuan imanusia, ikarena 

ikemashlahatan ibagi imanusia itidak iselamanya iberlandaskan ikepada 

ikehendak isyara’, imelainkan ihawa inafsu ibelaka. iTerkait idengan 

ifenomena irangkap ijabatan ipegawai inegeri isipil isebagai ikomisaris 

ibadan iusaha imilik inegara, idilihat idari isisi ikemashlahatannya idan 

ikemadlaratan, ilebih ibanyak imana iyang iakan ilahir idari ifenomena 

itersebut. iApakah ilebih ibanyak ikemashlahatannya iatau ijustru 

isebaliknya. iPersamaannya iskripsi ipenulis idengan iskripsi itersebut 

iadalah isama-sama imenganalisis imengenai irangkap ijabatan idengan 

ipendekatan iyuridis idan iasas ikebermanfaatan. iPerbedaanya iadalah 

iskripsi itersebut iadalah ipada iasas ikebermanfaatan iyang idipakai 

iadalah imaṣlaḥah idan ijuga ilebih ispesifik ipada iPegawai iNegeri 

iSipil, isedangkan ipenelitian ipeneliti iyakni iEtika Politik Islam. i 
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3. Jurnal iIlmiah ikarya iMuhammad iFakhry, idengan ijudul, iKedudukan 

idan iFungsi iPeraturan iPelaksana iDalam iPembentukan iPeraturan 

iPerundang-Undangan idi iIndonesia i(Kajian iTerhadap iPeraturan 

iGubernur iNusa iTenggara iBarat).26 iJurnal iIlmiah iini imembahas 

imengenai ikedudukan idan iimplementasi iperaturan ipelaksana 

i(Peraturan iGubernur) itanpa idelegasi idari iperaturan idi iatasnya 

iberdasarkan iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan. iHasil 

ipenelitian ijurnal itersebut iyakni iKedudukan iPeraturan iGubernur 

imenurut iketentuan iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2011 itentang 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan iadalah idikategorikan 

isebagai iperaturan iperundang-undangan imenurut iketentuan iPasal i8 

iayat i(1) idan i(2) isedangkan ifungsi idari iperaturan igubernur iyaitu 

isebagai iperaturan ipelaksana idari iperaturan iperundang-undangan idi 

iatasnya. iKarena iperaturan igubernur iberfungsi iuntuk imelaksanakan 

idan imengatur ihal-hal iyang itidak imungkin iuntuk idimuat ioleh 

iperaturan idi iatasnya iyang ipada iumumnya ibersifat iteknis 

iadministratif. iKemudian iditemukan iimplikasi ihukum iperaturan 

igubernur iyang idibentuk itanpa iadanya idelegasi iadalah ibersifat isah 

idan itetap imempunyai ikekuatan ihukum imengikat idan iberlaku isecara 

iumum isesuai idengan iketentuan iPasal i8 iayat i(2) iasalkan idibentuk 

iberdasarkan iatas ikewenangan. iSedangkan iperaturan igubernur iyang 

idikategorikan isebagai iperaturan ikebijakan iyaitu iperaturan igubernur 

 
26Muhammad iFakhry, i“Kedudukan idan iFungsi iPeraturan iPelaksana iDalam 

iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan idi iIndonesia i(Kajian iTerhadap iPeraturan 

iGubernur iNusa iTenggara iBarat)”, iJurnal iIlmiah, iMataram: iUniversitas iMataram, i2019. 
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iyang idibentuk iatas idasar idiskresi iatau iasas ifreies iermessen, 

idibentuk idengan ialasan iuntuk imengisi ikekosongan ihukum idan 

imelalui ipertimbangan idan ipemikiran iyang ikeras idari ipejabat 

iadministrasi inegara iyaitu iGubernur. i iPersamaannya iskripsi ipenulis 

idengan iskripsi itersebut iadalah isama-sama imeneliti idan imenganalisis 

imengenai iperaturan ipelaksana. iPerbedaanya iadalah iskripsi itersebut 

imeneliti imengenai iPeraturan iGubernur iNusa iTenggara iTimur, 

isedangkan ipada ipenelitian ipeneliti iyakni iPeraturan iMenteri iBUMN 

iNomor iPER-10/MBU/10/2020. 

4. Jurnal ikarya iZufar iZain iNibraska idan iNaufal iAbror iFaroja iyang 

iberjudul iTinjauan iYuridis iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris 

iBUMN iGuna iMewujudkan iGood iCorporate iGovernance iDalam 

iTata iKelola iBUMN.27 iJurnal itersebut imembahas imengenai ihukum 

inormatif iyang imelarang idan imemperbolehkan iadanya irangkap 

idewan ikomisaris iBUMN idi iIndonesia ibeserta ibeberapa ibenturan 

iregulasi iyang iada idi idalamnya. iHasil ipenelitian ijurnal i itersebut 

iditemukan ibahwa iKetentuan ihukum imengenai irangkap ijabatan 

ikomisaris ipada iperusahaan iBUMN idiatur idalam iketentuan iyang 

itelah iada iyakni iantara ilain idalam iUU iBUMN, iUU iPelayanan 

iPublik, iPERMEN iBUMN, iUU iNo. i5 itahun i1999, iserta idalam 

 
27 iZufar iZain iNibraska, iNaufal iAbror iFaroja, i“Tinjauan iYuridis iRangkap iJabatan 

iDewan iKomisaris iBUMN iGuna iMewujudkan iGood iCorporate iGovernance iDalam iTata 

iKelola iBUMN”, iVol. i24 iNo. i1, iUNNES, i2023. https://j-

innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909 diakses tanggal 22 Maret 

2024, pukul 10.41 WIB 
 

https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909
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iPOJK iNo. i33 iTahun i2014, i idimana idalam iketentuan itersebut 

iterdapat iaturan iyang imelarang idengan itegas iserta iterdapat ijuga 

iaturan idengan ipembatasan itertentu. iKemudian ipemahaman imengenai 

iGood iCorporate iGovernance idalam ipenlitian itersebut imerupakan 

ipengendalian iserta ipengarahan iterhadap iperusahaan iguna 

imendapatkan ikeseimbangan iserta ikekuatan idalam imemberi 

ipertanggungjawaban ipada ipara ipemegang isaham. iSerta iperan 

iDewan ikomisaris idalam ihal iini imemiliki iroleplayer iyang ibegitu 

ipenting idalam imenjalankan iperusahaan imelalui itata ikelola iyang 

ibaik. iPersamaan ijurnal iini idengan ipenelitian ipeneliti iyakni isama-

sama imeneliti irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN iberdasarkan 

itinjauan iyuridis. iPerbedaanya ipenelitian iZufar iZain iNibraska idan 

iNaufal iAbror iFaroja iyakni iditinjau iberdasarkan iGood iCorporate 

iGovernance, isedangkan ipenelitian ipeneliti iberdasarkan iEtika Politik 

Islam. 

5. Jurnal ikarya iDewo iDeddi iAnanda iyang iberjudul iAnalisis iHukum 

iLarangan iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris iBadan iUsaha iMilik 

iNegara i(BUMN) iPersero.28 iJurnal itersebut imembahas imengenai 

ianalisis ipelarangan irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN 

idengan ipenelitian iyuridis inormatif. iLebih ispesifik imengenai ipraktik-

praktik ipengangkatan idewan ikomisaris iBUMN. iHasil ipenelitian 

 
28 iDewo iDeddi iAnanda, i“Analisis iHukum iLarangan iRangkap iJabatan iDewan 

iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) iPersero”, iVol. i3, iNo. i3,Universitas iSam 

iRatulangi, 2023. https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909  

diakses tanggal 23 Maret 2024, pukul 08.47 WIB 

https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909
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ijurnal itersebut iyakni iPengaturan ihukum ilarangan irangkap ijabatan 

ikomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) iPersero itelah idiatur 

idalam iperaturan iperundang-undangan iyang iterkait iantara ilain 

iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik 

iNegara, iUndangUndang iNomor i5 iTahun i1999 itentang iLarangan 

iPraktek iMonopoli idan iPersaingan iUsaha iTidak iSehat iserta iUndang-

Undang iNomor i25 iTahun i2009 itentang iPelayanan iPublik. 

iKemudian iditemukan iimplikasi ibahwa iangkap ijabatan idewan 

ikomisaris iBUMN iberpotensi imenimbulkan ikonflik ikepentingan, 

ipersaingan iusaha itidak isehat iserta imelanggar itata ikelola iperusahaan 

iyang ibaik i(good icorporate igovernance) ipada ibadan iusaha imilik 

inegara. iPejabat iyang imemiliki ikonflik ikepentingan iberpotensi 

imenguntungkan idiri isendiri iatau ikelompoknya. iDalam ihal irangkap 

ijabatan ipejabat iBUMN, ipotensi ikonflik ikepentingan ijika idibiarkan 

ibukan itidak imungkin idapat imemunculkan ikasus-kasus ikorupsi. 

iSelain iitu, iberpotensi ibersikap idiskriminatif, iserta imengelola 

iBUMN iatau iinstansinya idengan itidak itransparan idan iakuntabel. 

iPersamaan ijurnal iini idengan ipenelitian ipeneliti iyakni iyakni iobjek 

iyang iditeliti isama-sama imengenai ianalisis ihukum irangkap ijabatan 

idewan ikomisaris iBUMN. iPerbedaanya iyakni ipenelitian iDewo 

iDeddi iAnanda itidak imenggunakan iperspektif iEtika Politik Islam. 
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G. Metode iPenelitian 

Metode iPenelitian iadalah isuatu icara iyang idigunakan iuntuk 

imemecahkan isebuah imasalah iataupun icara iuntuk imengembangkan iilmu 

ipengetahuan idengaan imenggunakan imetode iilmiah.29 

1. Jenis iPenelitian 

Jenis ipenelitian iyang idipergunanakan idalam ipembuatan iskripsi 

iini iadalah ipenelitian ikepustakaan i(library iresearch), iyaitu ipenelitian 

iyang imempergunakan idata idan ibahan iberupa ibuku, ikamus, ijurnal, 

idokumen, iensiklopedi idan imajalah. iPenelitian ikepustakaan idiawali 

idengan ibanyak imembaca ibuku iyang imemiliki ikoherensi idengan 

iapa iyang iakan iditeliti.30 

Paradigma ipenelitian idipilih iadalah ikualitatif iyaitu iprosedur 

ipenelitian iyang imenghasilkan idata ideskriptif iberupa ikata-kata 

itertulis iatau ilisan idari iorang-orang idan iperilaku iyang idapat 

idiamati. 

2. Sumber iData 

a. Data iPrimer 

Data iprimer iadalah isebuah idata iyang imempunyai iotoritas. 

iBahan ihukum iprimer iadalah isemua iaturan itertulis iyang 

 
29 iJonaedi iEfendi i& iJohnny iIbrahim, iMetode iIlmiah iPenelitian iHukum iNormatif 

iDan iEmpiris i(Depok: iPrenada iMedia iGroup, i2016) ihlm. i3 
30 iNursapia iHarahap, i“Penelitan iKepustakaan”, iJurnal iiqra iVolume i08 iNo.01, 

iMei, i2014. ihlm i68. 
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iditegakkan ioleh inegara.31 iDi idalam ipenelitian iini idata iprimer 

iterdiri idari: 

1) Peraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020. 

2) Undang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan 

iUsaha iMilik iNegara. 

3) Jurnal Etika Politik Islam 

b. Data iSekunder 

Data iSekunder iadalah isemua idata iyang imencakup idari 

idokumen iresmi, ibuku-buku, ihasil ipenelitian iyang iberwujud 

ilaporan idan isebagainya.32 iData isekunder iyang idimaksud idapat 

iberupa iartikel, iinternet, ibuku-buku, ijurnal-jurnal ihukum, idan 

ilaporan iakhir ihasil ipemeriksaan irangkap ijabatan ikomisaris 

iBUMN iserta ipenelitian ilainnya iyang iberkenaan itentang istudi 

ianalisis iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 

iTerhadap iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang 

iBadan iUsaha iMilik iNegara iperspektif iEtika Politik Islam. 

3. Pendekatan iPenelitian i 

Dalam ipenelitian iini ipendekatan iyang idipergunakan iadalah 

ipendekatan iundang-undang i(statute iapproach) idan ipendekatan 

ikosepual i(conseptual iapproach). iPendekatan iundang-undang ipeneliti 

iyang itentunya imenjadi ipondasi idan ilandasan ihukum idalam imenulis 

 
31 iI iMade iPasek iDiantha. i2016. iMetodologi iPenelitian iHukum iNormatif idalam 

iJustifikasi iTeori iHukum. iKencana: iJakarta. ihlm. i142 
32 iAmiruddin i& iH. iZainal iAsikin, iPengantar iMetodologi iPenelitian iHukum. 

i(Jakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2006), ihlm. i30. 
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istudi ianalisis iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 iTerhadap iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara, iyakni imengenai irangkap 

ijabatan ikomisaris iBUMN. i 

Kemudian ipendekatan ikonseptual i(conseptual iapproach), iyakni 

imerujuk ipada iprinsip-prinsip ihukum.33 iPrinsip itersebut idiidentifikasi 

iberdasarakan ipandangan-pandangan idan idoktrin iyang idalam ihal iini 

ipeneliti iakan imengidentifikasi iketentuan iyang iada ipada iBAB iV 

ipoint iA idan iB iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 idan iPasal i33 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 

Pendekatan ipenelitian iini idifokuskan iuntuk imengkaji 

ipenerapan ikaidah-kaidah iatau inorma-norma idalam ihukum. iOleh 

ikarena iitu, idengan ipendekatan iini ipenulis imalakukan istudi ianalisis 

iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-10/MBU/10/2020 iTerhadap 

iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara imengenai irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN 

iperspektif iEtika Politik Islam. 

4. Teknik iPengumpulan iData 

Teknik ipengumpulan idata idalam ipenelitian iini iyaitu 

idokumentasi, iyang imerupakan iusaha idan iupaya iuntuk 

imengumpulkan, imenelusuri, idan imemeriksa idokumen ikepustakaan 

 
33 iPeter iMahmud iMarzuki, iPenelitian iHukum i(Jakarta: iKencana, i2005), ihlm.178. 
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iyang imemuat iinformasi iyang idibutuhkan ioleh ipeneliti. iYang 

idimaksud idokumen iadalah idokumen ihukum iyang iterkumpul idalam 

iperpustakaan. 

Langkah iyang iditempuh idengan iteknik idokumentasi ipada 

ipenelitian iini iadalah idata itentang irangkap ijabatan idewan ikomisaris 

iBUMN i iberdasarkan ianalisis iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor 

iPER-10/MBU/10/2020 iTerhadap iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara isebagai idata iprimer. 

iKemudian ibuku-buku, itulisan ilain idan itelaah iterhadap ilaporan iakhir 

ihasil ipemeriksaan idugaan irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN 

isebagai idata isekunder. iDari idata iyang iterkumpul ikemudian 

idilakukan ipenelaahan idan ipenilaian iyang icermat iguna imendapat 

ihasil idata idan iinformasi iyang ibenar idan idapat 

idipertanggungjawabkan. I 

5. Analisis iData 

Metode ianalisa idata iyang idipakai idalam ipenelitian iini iadalah 

imetode ianalisis icontent ianalysis, iyaitu isebagai iteknik 

imengumpulkan idan imenganalisis iisi idari isuatu iteks. iDari idata iyang 

idiperoleh idari isumber iprimer idan isekunder ikemudian idianalisis 

isecara ikualitatif iserta iditarik ikesimpulan iberdasarkan ipertimbangan 

ihukum. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini, 

maka penulis menyusun kerangka penelitian ini dalam lima bab dengan 

sistematika pemabhasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah. 

Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi Tinjauan Umum mengenai rangkap jabatan, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), dan iEtika Politik Islam. Dalam bab ini dibagi 

menjadi 3 variabel, yaitu: Pertama, Konsep jabatan, Rangkap Jabatan 

menurut para ahli dan menurut Islam. Kedua, Konsep Dasar BUMN 

(Pengertian, Bentuk, Organ, Maksud dan Tujuan BUMN), Sejarah BUMN, 

Dasar Hukum BUMN, RUPS BUMN Persero dan Dewan Komisaris Persero. 

Ketiga, Etika Politik Islam yakni Definisi Etika, Perbedaan Etika, Moral dan 

Akhlak, Definisi Etika Politik dan ruang lingkup Etika Politik Islam. 

Bab III Penjelasan tentang rangkap jabatan dewan komisaris BUMN 

dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang 

merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara.  

Bab IV Berisi proses dan hasil analisis Rangkap Jabatan Dewan 

Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada bab ini akan 

membahas tentang; Pertama, Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN 
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Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara; Kedua, Analisis iEtika Politik Islam 

mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

Selanjutnya dilengkapi dengan Daftar Putaka dan lampiran-lampiran lainnya.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM RANGKAP JABATAN, DEWAN KOMISARIS 

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), DAN ETIKA POLITIK 

ISLAM 

 

A. Rangkap Jabatan 

1. Konsep Jabatan 

Secara ietimologi, iLogemann imendefinisikan ikata ijabatan 

iadalah ilingkungan ikerja iawet idan idigaris-batasi idan iyang 

idisediakan iuntuk iditempati ioleh ipemangku ijabatan iyang iditunjuk 

idan idisediakan iuntuk idiwakili iditempati ioleh ipemangku ijabatan 

iyang iditunjuk idan idisediakan iuntuk idiwakili ioleh imereka 

isebagai ipribadi. iSehingga iLogemann imenghendaki ibahwa isuatu 

ikepastian idan ikontinuitas ipada isuatu ijabatan isupaya iorganisasi 

idapat iberfungsi idengan ibaik.34 

 iUtrecht idalam ibukunya iyang iberjudul ipengantar 

ihukum iadministrasi inegara iIndonesia imenyatakan ibahwa ijabatan 

imerupakan isuatu ilingkungan ipekerjaan itetap iyang idiadakan idan 

idilakukan iguna ikepentingan inegara i(kepentingan iumum). iTiap 

ijabatan iadalah isuatu ilingkungan ipekerjaan itetap iyang 

 
34 iLogemann, iTeori iHukum iTata iNegara iPositif, i(Jakarta: iIkhtiar iBaru-Van 

iHoeve, i1975), ihlm.124 
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idihubungkan idengan iorganisasi isosial itertinggi iyang idiberi inama 

inegara.35 

 iDari isegi ianalisis, ijabatan imerupakan iaspek idari 

iorganisasi iyang iakan i iditelaah idan idianalisis idalam ikegiatan 

ianalisis ijabatan. iSehingga idiharapkan idapat idiperoleh iberbagai 

iinformasi imengenai ijabatan itersebut, iseperti iinformasi inama 

ijabatan, iapa iyang idikerjakan ioleh ijabatan itersebut idan iberbagai 

iinformasi ilainnya.36 

Jabatan ifungsional itertentu iialah isuatu ikedudukan iyang 

imenujukkan itugas, itanggung ijawab, iwewenang, idan ihak iseorang 

ipejabat idalam isuatu isatuan iorganisasi iyang idalam ipelaksanaan 

itugasnya ididasarkan ipada ikeahlian idana iatau iketerampilan 

itertentu iserta ibersifat imandiri idan iuntuk ikenaikan ijabatan idan 

ipangkatnya. iSedangkan ijabatan ifungsional iumum iadalah isuatu 

ikedudukan iyang imenunjukkan itugas, itanggung ijawab, iwewenang 

idan ihak iseorang ipejabat idalam isuatu iorganisasi iyang 

ipelaksanaan itugasnya ipada iketerampilan iuntuk imenaikkan 

ipangkatnya itidak idiisyaratkan idengan iangka ikredit.37 

Mengenai ijabatan ipublik, idapat idipahami ilebih iluas 

ijabatan inegara iatau ijabatan idalam istruktur idan isistem 

ikelembagaan iorganisasi inegara. iMisalnya, ijabatan idalam 

 
35 iUtrecht iE, iPengantar ihukum iadministrasi inegara iIndonesia i, ihlm.55 
36 iAmalia iS, iSeri iPedoman iPraktis iAdvokasi iAnalisis iJabatan, iLembaga 

iAdministrasi iNegara, iCet.1,Jatinagor, ihlm.11 
37 iC iKansil, iSistem iPemerintahan iIndonesia,(Jakarta: iPT iAksara iBaru, i1985), 

ihlm.356 
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iorganisasi ipartai ipolitik iatau ijabatan idalam iorganisasi iprofesi 

iyang isifat ikegiatannya iataupun ibidang iaktivitasnya iberkenaan 

idengan ikepentingan ipublik iyang iluas idapat ijuga idisebut isebagai 

ijabatan ipublik iyang ilebih iluas iyang imencakup ipengertian 

ijabatan inegara idan ijabatan ipublik inon-negara.38 

Dengan iketetapan idi iatas, imaka idapat idisimpulkan 

ibahwa ijabatan iadalah ikewenangan iyang isementara ididuduki ioleh 

iseseorang idalam imenjalankan itugas idan itanggung ijawab idari 

ijabatan iitu isendiri. 

2. Pengertian irangkap ijabatan imenurut iPara iAhli 

Profesi iatau iprofession iadalah isuatu ijenis ipekerjaan 

iyang ikarena isifatnya imenuntut ipengetahuan iyang itinggi, ikhusus, 

idan ilatihan iistimewa. iProfessional iJob iadalah isuatu ijenis itugas, 

ipekerjaan iatau ijabatan iyang imemerlukan istandar ikualifikasi 

ikeahlian idan iperilaku itertentu. iKemudian ipengertian irangkap 

ijabatan imenurut imedia ielektronik iyaitu idua iatau ilebih ijabatan 

iyang idipegang ioleh iseseorang idalam isuatu iorganisasi. i i 

Menurut iNawawi39 iRangkap ijabatan iatau ikarier iganda 

iyaitu iseorang ipekerja iyang imemikul itanggung ijawab ipada idua 

ipekerjaan ipada irentang iwaktu iyang isama. iRangkap ijabatan 

iseperti iitu isebenarnya imenghadapkan iseorang ipekerja ipada iissu 

 
38 iJimly iAsshiddiqie, iSistem iPengisian iJabatan iPublik, iUnand, iPadang, 

iSeptember, i2015, ihlm.20 
39 iNawawi, iTeori iPsikologi iIndustri iManajemen iSumber iDaya iManusia, i2017. 

ihlm.31 
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imempertaruhkan ikariernya, ikarena itidak ijelas ialiran ikarier iyang 

iakan idiwujudkannya. iBagi isuatu iorganisasi/perusahaan, isecara 

ipasti ikarier iganda iseperti iitu ikurang imenguntungkan, ikarena 

isalah isatu iatau ikedua ijabatan iitu iakan imenjadi ikorban. iKondisi 

iseperti iitu isulit idielakkan, ikarena iefisiensi idalam imelaksanakan 

ipekerjaan ipasti ilebih itinggi ijika iseseorang ihanya imemangku isatu 

ijabatan idaripada idua iatau ilebih ijabatan ipada iwaktu iyang isama. 

Menurut iAsril iSitompul idalam iRumainur imenentukan 

itentang iketentuan ijabatan irangkap idikemukakan isebagai iberikut: 

iTerhadap iketentuan ijabatan irangkap iyang iterdapat idalam iPasal 

i26 iUU iPersaingan iUsaha. iDengan imelakukan ianalisis iterhadap 

ibunyi iketentuan iundang i– iundang imengklasifikasikan ijabatan 

irangkap idalam iUU iPersaingan iUsaha imenganut iasas irule iof 

ireason. iDikatakan ibahwa idengan iadanya ikalimat iyang iberbunyi 

iyang idapat imengakibatkan iterjadinya ipraktek imonopoli idan iatau 

ipersaingan iusaha itidak isehat imaka ipasal iini iberubah imenjadi 

imenganut iasas irule iof ireason.40 i 

Dalam iPeraturan iKomisi iPengawas iPersaingan iUsaha 

iNomor i7 iTahun i2010 imendefinisikan ijabatan irangkap iadalah 

isituasi idimana iseseorang imenduduki ijabatan idireksi idan iatau 

ikomisaris ipada idua iatau ilebih iperusahaan iatau imenjadi idari idua 

iatau ilebih ilebih iperusahaan iyang ibergabung idalam idewan 

 
40 iAsril iSitompul, iRangkap iJabatan iTenaga iKerja iAsing iRumainur, i2017. 

ihlm.24 
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idireksi iatau ikomisaris isatu iperusahaan, imeliputi ijabatan irangkap 

idiantara iperusahaan iinduk, isatu iperusahaan iinduk idengan ianak 

iperusahaan ianggota ilain iatau ianak iperusahaan idari iberbagai 

iperusahaan iinduk. i i 

Kondisi ijabatan irangkap itersebut iakan imenimbulkan 

ihubungan iyang isifatnya iistimewa iatau ikhusus iantar iperusahaan 

iyang iterlibat idalam ijabatan irangkap idireksi iatau ikomisaris, iyang 

ipada iumumnya iberupa iketerkaitan ikeuangan idan ikepemilikan 

ibersama iatas isaham. iPerusahaan iyang idimaksud idapat iberbentuk 

iperusahaan iyang iberada idalam ipasar ibersangkutan iyang isama 

i(horizontal) imaupun iperusahaan iyang iberbeda ipasar i(vertikal). 

Dari ipengertian idiatas, irangkap ijabatan iseperti iyang 

itelah idiuraikan, imaka irangkap ijabatan imerupakan iseseorang iyang 

imenduduki ijabatan isebagai idireksi iatau ikomisaris idari isuatu 

iperusahaan ipada iwaktu iyang ibersamaan idan idilarang imerangkap 

imenjadi idireksi iatau ikomisaris idi iperusahaan ilain, iapabila 

iperusahaan itersebut iberada idalam ipasar iyang ibersangkutan iyang 

isama iatau imemiliki iketerkaitan ierat idalam ibidang iatau isatu 

ijenis iusaha, idimana iperusahaan-perusahaan itersebut imemiliki 

iketerkaitan iyang ierat idan isaling imendukung iatau iberhubungan 

ilangsung idalam iproses iproduksi iserta ipemasaran. 
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3. Pengertian irangkap ijabatan imenurut iIslam 

Perbuatan iatau iperistiwa irangkap ijabatan ierat 

ikaitannya iatau idengan ikata ilain isangat iberpotensi 

imenimbulkan iadanya isuatu ikonflik ikepentingan i(conflict iof 

iinterest). iDengan itimbulnya isuatu ikonflik ikepentingan 

i(conflict iof iinterest) iakan imenjadi isalah isatu ipemicu iutama 

iterhadap iadanya isuatu ipotensi ipenyalahgunaan ijabatan 

imaupun iwewenang iyang idimiliki ioleh iseseorang iataupun 

iadanya ipengambilan ikeuntungan iuntuk idiri isendiri i(misalnya 

ipraktik iKKN). iHal iitu idikarenakan iadanya iunsur 

ikepentingan ipribadi idalam imenjalankan iprofesionalitas itugas 

idan ikewajibannya.41 

Islam isangat imenentang idan itidak imemberikan irasa 

itoleransi iterhadap isegala ibentuk ihal ipenyelewengan iatau 

ipenyalahgunaan iwewenang iatau ijabatan, ibaik iitu idalam iskala 

ikecil iataupun idalam iskala icakupan ibesar. iKarena idengan 

iadanya i konflik i kepentingan i tersebut i berpotensi 

i menimbulkan i kerugian i bagi iperseroan. i Dalam i hal i ini 

i perseroan i yang i dimaksudkan i adalah i BUMN i yang imana 

idapat iberpotensi imerugikan inegara. 

Pernyataan idi iatas idapat iditemukan iketentuannya idi 

 
41 iACLC iKPK, i“Pemimpin iyang iAdil idan iAmanah, iWajib idalam iHukum iIslam”, 

iterdapat idalam ihttps://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220214-pemimpin-yang-adil-

dan-amanahwajib-dalam-hukumi-islam, idiakses iterakhir itanggal i5 iAgustus i2024 ipukul i12.35 

iWIB 

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220214-pemimpin-yang-adil-dan-amanahwajib-dalam-hukum
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220214-pemimpin-yang-adil-dan-amanahwajib-dalam-hukum
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idalam iQuran idan iHadis. iAllah iSWT iberfirman: 

َ وَالرَّسُوْلَ وَتََُوْنُ واْا امَٓنٓتِكُمْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تََُوْنوُا اللّٰٓ  يٰآ

"Wahai iorang-orang iyang iberiman! iJanganlah ikamu 

imengkhianati iAllah idan iRasul idan i(juga) ijanganlah 

ikamu imengkhianati iamanat iyang idipercayakan 

ikepadamu, isedang ikamu imengetahui." i(QS. iAl-Anfal i8: 

iAyat i27). 

Nabi ishallallahu i'alaihi iwasallam ipernah ibersabda 

i”Tidaklah iseorang ihamba iyang iAllah iberi iamanat 

ikepemimpinan, inamun idia itidak imenindaklanjutinya idengan 

ibaik, iselain itak iakan imendapat ibau isurga.” i(H.R. iBukhari iNo. 

i6617). iAdapun iNabi iMuhammad ipernah ibersabda 

i''Sesungguhnya ikalian iakan iberlomba-lomba imendapatkan 

ijabatan, ipadahal ikelak idi iakhirat iakan imenjadi isebuah 

ipenyesalan i '' i(HR iBukhari idari iAbu iHurairah iRA). 

Sebagaimana ipada imasa iNabi iYusuf iAS, idimana isaat 

iitu iMesir iterjadi ikesalahan ipejabat inegara iyang itidak 

ibertanggung ijawab iterhadap ikesejahteraan irakyat. iLalu, iYusuf 

iAS imeminta idijadikan ipejabat iyang imengurus ikesejahteraan 

imasyarakat. iKemudian iAllah iSubhanahu iWa iTa'ala iberfirman:42 i 

 

 

 

 
42 iNashuh iNashrullah, i“Peran iRasulullah iSAW iuntuk iMereka iyang iGila iJabatan”, 

iterdapat i idalam ihttps://islamdigest.republika.co.id/berita/qbnorg320/pesan-rasulullah-saw-

untuk-merekayang-gila-jabatan idiakses itanggal i08 iSeptember i2024. iPukul i14.55 iWIB 

https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbnorg320/pesan-rasulullah-saw-untuk-merekayang-gila-jabatan
https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbnorg320/pesan-rasulullah-saw-untuk-merekayang-gila-jabatan
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ْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ  نِ الََْرْضِِۚ  اِنِّٰ  قاَلَ اجْعَلْنِِْ عَلٓى خَزاَۤىِٕ
 

"Dia i(Yusuf) iberkata, i"Jadikanlah iaku ibendaharawan 

inegeri i(Mesir); ikarena isesungguhnya iaku iadalah iorang  

iyang ipandai imenjaga, idan iberpengetahuan."" i(QS. 

iYusuf i12: iAyat i55) 

Maka idari iitu ihendaknya irangkap ijabatan isangatlah 

idihindari ikarena iberpotensi imenimbulkan ikonflik ikepentingan 

i(conflict iof iinterest). iAtaupun idilakukan idengan iregulasi iyang 

iketat. iTerkadang iseorang ipemimpin ipun itidak iAmanah idalam 

imengemban isuatu ijabatan, iapalagi idengan iadanya idua ijabatan 

isekaligus iyang isaling ibeterkaitan. iPenghindaran itersebut ijuga 

idilakukan isebagai iupaya iuntuk imencegah itimbulnya 

ipenyalahgunaan iwewenang, ipenyelewengan ikewajiban, ifitnah, 

ihingga ipotensi itimbulnya ikerugian idalam ihal i i i iini iperseroan iatau 

iBUMN isebagai iunit iusaha inegara. 

 

B. Dewan iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) 

1. Konsep iDasar iBadan iUsaha iMilik iNegara i(Pengertian, 

iBentuk, iOrgan, iMaksud idan iTujuan i) 

  i i i i i iBerdasarkan iketentuan iyang iada idi idalam iPasal i1 

iangka i1 iUndang- iUndang iNomor i19 iTahun i2003 itentang 

iBadan iUsaha iMilik iNegara i(UU I  BUMN), iBadan iUsaha 

iMilik iNegara i(BUMN) imemiliki iarti isebagai ibadan iusaha 

iyang iseluruh iatau isebagian ibesar imodalnya idimiliki ioleh 
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inegara imelalui  Kipenyertaan isecara ilangsung iyang iberasal idari 

ikekayaan inegara iyang idipisahkan. iBUMN ijuga ididefinisikan 

isebagai ibadan iusaha idalam ibidang itertentu, iyang iumumnya 

imenyangkut ikepantingan iumum, idimana iperan ipemerintah 

ididalamnya irelatif ibesar. iEksistensi idari iBUMN 

imerupakan ikonsekuensi idan iamanah idari ikonstitusi idi imana 

ihal-hal iyang ipenting idan imenguasai ihajat ihidup i iKorang 

ibanyak idikuasai ioleh inegara.43 i 

Dalam iPasal i1 iUU iBUMN, ijika idicermati iketentuan 

itersebut, imaka ibentuk iBUMN idapat iditemukan ipada iPasal i1 

iangka i2 idan iangka i iM4, iyaitu iPerusahaan iPerseroan i(Persero) 

idan iPerusahaan iUmum i(Perum). iPersero iadalah iBUMN iyang 

ibentuknya iperseroan iterbatas, imodalnya iterbagi ike idalam 

isaham iyang iseluruh iatau ipaling isedikit i51% isahamnya 

idimiliki ioleh iNegara, iyang imana itujuan iutama idari iPersero 

iitu iuntuk imengejar ikeuntungan. iSedangkan iPerum iadalah 

iBUMN iyang iseluruh imodalnya idimiliki ioleh inegara idan 

itidak iterbagi iatas isaham, iyang iPerum ibertujuan iuntuk 

ikemanfaatan iumum iberupa ipenyediaan ibarang idan/atau ijasa 

iyang ibermutu itinggi idan isekaligus imengejar ikeuntungan 

 
43 iJhon iF. iSipayung, iBismar iNasution, iMahmul iSiregar, i“Tinjauan iYuridis 

iHoldingisasi iBUMN idalam iRangka iPeningkatan iKinerja iMenurut iPerspektif iHukum 

iPerusahaan”, iTRANSPARANCY, iJurnal iHukum iEkonomi, iFEB, iVol.1, iNo.1, iMei, i2013 
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iberdasarkan iprinsip ipengelolaan iperusahaan.44 i 

Di idalam itubuh iBUMN iPersero iitu isendiri iterbagi 

imenjadi itiga iorgan iyaitu iRapat iUmum iPemegang iSaham 

i(RUPS), iDireksi, idan iKomisaris. iBUMN. iDimana idalam ihal 

imodal iBUMN iseratus ipersen idimiliki inegara, imaka iMenteri 

ibertindak iselaku iRUPS. iApabila inilai isaham iyang idimiliki 

inegara ikurang idari iseratus ipersen, imaka iMenteri 

iberkedudukan isebagai ipemegang isaham imewakili inegara idan 

ikeputusan iRUPS idiambil ibersama idengan ipemegang isaham 

ilainnya.45 i iNamun i iterkait i posisi i Menteri idalam 

i kepengurusan i internal i BUMN i ini imasih imenimbulkan 

ikerancuan, iapakah iberkududukan isebagai iorgan inegara iyang 

imelaksanakan iwewenangnya isebagai ipembantu ipresiden iatau 

imemang imerupakan isuatu iorgan idalam iBUMN.46 i 

Maksud idan itujuan idari iBUMN idapat iditemukan idi 

idalam iketentuan iPasal i2 iayat i(1) iUU iBUMN, iyang imana 

imaksud idan itujuan idari iBUMN iadalah i iKsebagai iberikut:47 i 

1) Memberikan isumbangan ibagi iperkembangan 

iperekonomian inasional ipada iumumnya idan ipenerimaan 

 
44 iLihat ilebih ilanjut idalam iPasal i1 iangka i2 idan iangka i4 iUndang-Undang 

iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara 
45 iRidwan iKhairandy, i“Hukum iPerseroan iTerbatas”, iCetakan iPertama, iFH iUII 

iPress, iYogyakarta, i2014, ihlm.204-205 
46 iBahrul iYakup, i“Dekonstruksi idan iReformulasi iHukum iBUMN idi iIndonesia”, 

iCetakan iPertama, i(Yogyakarta: iGenta iPublishing, i2020), ihlm.2 
47 iLihat ilebih ilanjut idalam iPasal i2 iUndang-Undang iNomer i19 iTahun i2003 

itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 
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inegara ipada ikhususnya; 

2) Mengejar ikeuntungan; 

3) Menyelenggarakan ikemanfaatan iumum iberupa ipenyediaan 

ibarang idan/atau ijasa iyang ibermutu itinggi idan imemadai 

ibagi ipemenuhan ihajat ihidup iorang ibanyak; 

4) Menjadi iperintis ikegiatan-kegiatan iusaha iyang ibelum 

idapat idilaksanakan ioleh isektor iswasta idan ikoperasi; idan 

5) Turut iaktif imemberikan ibimbingan idan ibantuan ikepada 

ipengusaha igolongan iekonomi ilemah, ikoperasi, idan 

imasyarakat. 

2. Sejarah iBUMN 

 i iDilihat idari isejarahnya, ipengaturan imengenai iBUMN 

idi iIndonesia itelah imulai idilakukan ipada i tahun i1960. 

iDimana ipada i tahun i1960 i tersebut imelalui iUndang-Undang 

iNomor i19 iPrp. iTahun i1960 idengan itujuan imengusahakan 

iadanya ikeseragaman idalam icara imengurus idan imenguasai 

iserta ibentuk ihukum idari iBUMN iyang iada. iDalam iundang-

undang itersebut ipula iBUMN idisederhanakan imenjadi itiga 

ibentuk, iyaitu iPerusahaan iJawatan, iPerusahaan iUmum, idan 

iPerusahaan iPerseroan.48 i 

 i iSecara ihistoris ikehadiran iBUMN idi iIndonesia iterjadi 

 
48 iRahayu iHartini, i“BUMN iPersero: iKonsep iKeuangan iNegara idan iHukum 

iKepailitan idi iIndonesia”, i(Malang: iSetara iPress, i2017), ihlm.1. 
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isejak ikolonial ibelanda, idengan inama ispoorswagen, 

iGemeenschapelijke iMijnbow iMaatscapij iBiliton i(GMB). 

iNamun isetelah iIndonesia imerdeka, iIndonesia imengambil ialih 

iseluruh iperusahaan ipublik itersebut iuntuk idijadikan isebagai 

iperusahaan inegara idengan istatus ijawatan. iMisalnya iJawatan 

iKereta iApi, iJawatan iPegadaian, iJawatan iAngkutan iMotor 

iRepublik iIndonesia i(DAMRI), idan isebagainya.49 i 

Pada iawal ikemerdekaan, iIndonesia ihanya imemiliki 

iSumber iDaya iAlam i i i i i iyang imelimpah, inamun itidak iada imodal 

idan iteknologi. iYang ikemudian iatas idasar iitulah ithe ifounding 

ifathers imerumuskan ilandasan ihukum iterkait iasas ikeadilan idi 

ibidang iekonomi idan ikesejahteraan irakyat iyang itertuang idi 

idalam iPasal i33 iUndang-Undang iDasar iNRI iTahun i1945. 

iDimana isecara ieksplisit, iPasal i33 iitu imenegaskan, inegara 

imengambil iperanan iyang ipenting idalam ibidang iekonomi 

iguna imewujudkan ikesejahteraan i dan ipemenuhan ikebutuhan 

irakyat idengan imendirikan iBUMN imelalui inasionalisasi 

iperusahaan-perusahaan iyang idulunya iadalah iperusahaan imilik 

ipemerintah ikolonial ibelanda.50 I 

 

 
49 iAminuddin iIlmar, i“Hak iMenguasai iNegara: iDalam iPrivatisasi iBUMN”, iEdisi 

iPertama, i(Jakarta iCetakan iKe-1, i2012), ihlm. i73. 
50 iRiant iNugroho idan iRandy iR. iWrihatnolo, i“Manajemen iPrivatisasi iBUMN”, 

i(Jakarta: iPT iElex iMedia iKomputindo, i2008), ie-book, ihlm. i1. 
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Pada iera itahun i1973 is/d i1978 iBUMN imemperoleh 

ipendapatan idengan iskala ibesar inamun idengan idikontrol 

ilangsung ioleh iPemerintah. iNamun idaripada ihal itersebut 

imemberikan idampak ipositif isekaligus inegatif. iNegatif ikarena 

iBUMN iberada idalam igenggaman ibirokrasi idan ipolitik 

ipemerintah iyang iberakibat ipengelolaan iBUMN itidak imandiri, 

iserta imemiliki iketerbatasan ibekerja isesuai imekanisme ipasar. 

iKondisi iini imenjadi ilatar ibelakang iBUMN ikurang imaksimal 

idalam ihal iefisiensi, idaya isaing, iinovasi, idan iprofesionalisme 

ipengelolaan, ibahkan isampai idengan iadanya idugaan ikorupsi, 

ikolusi idan inepotisme i(KKN). i 

Kemudian idengan iberjalannya iwaktu, ipihak ikorporasi 

iswasta iperannya isemakin ikuat, isehingga ipada itahun i1990-an 

iperan iBUMN idalam iperekonomian imulai imenurun isecara 

irelatif. iKemudian  pada itahun i1998 iterjadilah ireformasi 

ipolitik, iyang idipenuhi idengan ituntutan iuntuk imenghilangkan 

ikorupsi, ikolusi idan inepotisme i(KKN). iSejalan idengan ihal 

itersebut, ipembinaan iBUMN imemasuki ibabak ibaru idengan 

idibentuknya iKantor iMenteri iNegara iPendayagunaan iBUMN 

(MenegiP-BUMN)iyangibertugasimengelolaidanimembina BUMN 

sekaligus bertindak sebagai kuasaipemegang saham ikala iitu. 51 

 
51 iBambang iSiswaji, iUnung iNuryartono, iBustanul iArifin, idan iMuhammad iSaid 

iDid,“Analisis iPengaruh iInstitusi iterhadap iStrategi idan iKinerja iBadan iUsaha iMilik iNegara 
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Peristiwa iini idiikuti iterbitnya iPeraturan iPemerintah 

iNomor i12 iTahun i i1998. iYang imana, iPP itersebut 

imemberikan iperlakuan ikepada iBUMN iPersero isama idengan 

iPT iyang ipada iumumnya itunduk ipada iUU iNomor i1 iTahun 

i1995 itentang iPerseroan iTerbatas ikala iitu. iHal iitu 

idimaksudkan imeletakkan idasar-dasar iGCG idengan imelarang 

isecara itegas ipihak iluar imanapun iuntuk iturut imelakukan iatau 

icampur itangan idalam ipengurusan iPersero. iLambat ilaun, 

iPemerintah iterus imengupayakan ipenguatan iterhadap 

ipengaturan iBUMN, idan ilahirlah iUndang-Undang iNomor i19 

iTahun i2003 itentang iBUMN. iUpaya itersebut iguna 

imemperjelas iorientasi iBUMN iyang idibedakan imenjadi idua 

ibentuk. iBUMN iPersero iyang idifokuskan iuntuk imencari 

ikeuntungan, idan iBUMN iPerum iyang iberorientasi ipada 

ipenyediaan ibarang idan ilayanan ipublik.52 

3. Dasar iHukum iBUMN 

Ketentuan imengenai iBUMN idiatur idi idalam iUndang-

Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik 

iNegara i(UU iBUMN). iAdapun ibeberapa iperaturan ipelaksana 

ilainnya iyang ilahir ikarena iberlakunya iUU iBUMN i iterbaru, 

 
i(BUMN)”, iJurnal iManajemen iTeknologi, iSekolah iPascasarjana iManajemen idan iBisnis 

iInstitut iPertanian iBogor, iVol. i13, iNo. i3, i2013 
52 iBambang iSiswaji, iUnung iNuryartono, iBustanul iArifin, idan iMuhammad iSaid 

iDid,“Analisis iPengaruh iInstitusi iterhadap iStrategi idan iKinerja iBadan iUsaha iMilik iNegara 

i(BUMN)”, iJurnal iManajemen iTeknologi, iSekolah iPascasarjana iManajemen idan iBisnis 

iInstitut iPertanian iBogor, iVol. i13, iNo. i3, i2013 
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iyang imana ibeberapa iperaturan ipelaksana itersebut iantara ilain 

isebagai iberikut: 

1) PP i Nomor i 41 i Tahun i 2003 i tantang i Pelimpahan 

Kewenangan i Meneg iBUMN, iyang imenggantikan  

ketentuan iPP iNomor i64 iTahun i2001; 

2) PP iNomor i33 iTahun i2005 itentang iTata iCara iPrivatisasi; 

3) PP iNomor i43 iTahun i2005 itentang iPenggabungan iBUMN; 

4) PP i Nomor i 44 i Tahun i 2005 i tentang i Tata i Cara 

Penyertaan i dan iPernatausahaan iModal iNegara ipada 

BUMN idan iPT; 

5) PP iNomor i45 iTahun i2005 itentang iTata iCara iPendirian, 

Pengurusan, idan iPembubaran iBUMN. 

Adapun iperaturan imengenai irangkap ijabatan idewan 

ikomisaris idalam ipengelolaan iBUMN idewasa iini idiatur idi 

idalam iketentuan iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 itentang iPerubahan iPeraturan iMenteri 

iBUMN iNomor iPER- i02/MBU/02/2015 itentang 

iPersyaratan idan iTata iCara iPengangkatan idan 

iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris idan iDewan 

iPengawas iBUMN idan iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. iSerta 

i peraturan i yang i berkaitan i dengan i Anggota I   Direksi 

iiBadan iUsaha iMilik iNegara iyang idiatur idi idalam 
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iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-09/MBU/09/2022 

itentang iPerubahan iAtas iPeraturan iMenteri iBadan iUsaha 

iMilik iNegara iNomor iPER-11/MBU/07/2021 itentang 

iPersyaratan, iTata iCara iPengangkatan, idan iPemberhentian 

iAnggota iDireksi iBadan iUsaha iMilik iNegara. 

Serta itidak iluput iMahkamah iKonstitusi i(MK), 

idalam iPutusan iNomor i62/PUU/-XI/2013 iyang 

imengukuhkan imengenai istatus idaripada ikekayaan inegara 

iyang iberasal idari ikeuangan inegara i(APBN) iyang 

idipisahkan iuntuk idilakukan ipenyertaan imodal ipada 

iBUMN.53 iBahwa iMK idalam iputusan itersebut imenolak 

ipasal i2 idalam iUU iNo i17 itahun i2003 iTentang iKeuangan 

iNegara iuntuk idihapus. iHal iitu idilakukan isebagai 

imelindungi ikepastian ihukum iterhadap istatus ikeuangan 

inegara ipada iBUMN. iPemisahan ikekayaan inegara iyang 

idimaksud ibukanlah isuatu itransaksi iyang imengalihkan 

isuatu ihak, iyang imana itidak iterjadi iperalihan ihak idari 

inegara ikepada iBUMN. iMaka idari iitu ikekayaan inegara 

iyang idipisahkan iitu imasih itetap imenjadi ikekayaan 

inegara.54 i 

 
53 iBPK iRI, i“Pemisahan iKekayaan iNegara idi iBUMN”, iterdapat idalam 

ihttps://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn, idiakses iterakhir itanggal i10 

iSeptember i2024 
54 iMade iPratama, i“Status iKedudukan iDan iHarta iKekayaan iBumn iAnalisa 

iStatus iKedudukan iDan iHarta iKekayaan iBumn iAnalisa iPutusan iMahkamah iKonstitusi 

iNomor i62/PuuXi/2013 iPutusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i62/PUU-XI/2013”, 
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4. RUPS iBUMN iPersero 

Sesuai idengan iketentuan iPasal i1 iangka i4 iUUPT, 

idinyatakan ibahwa iRUPS iadalah i“Rapat iUmum iPemegang 

isaham, iyang iselanjutnya idisebut iRUPS, iadalah iOrgan 

iperseroan iyang imempunyai iwewenang iyang itidak 

idiberikan ikepada iDireksi iatau iDewan iKomisaris idalam 

ibatas iyang iditentukan idalam iUndang-Undang iini idan/atau 

ianggaran idasar.”. iKewenangan iRUPS idalam i i i i i i i iPasal i 1 

i angka i 4 i UUPT i itu i ditegaskan i ulang i dalam i Pasal 

i 75 i ayat i (1), i yang iberbunyi i“RUPS imempunyai 

iwewenang iyang itidak idiberikan ikepada iDireksi iatau 

iDewan iKomisaris, idalam ibatas iyang iditentukan idalam 

iUndang-Undang iini idan/atau ianggaran idasar.”. 

5. Dewan iKomisaris iPersero 

Komisaris imerupakan isalah isatu iorgan iBUMN iyang 

imempunyai itugas isebagai ipengawas. iDimana idalam 

imenjalankan itugasnya isebagai ipengawas, iKomisaris 

ibertanggung ijawab ipenuh iatas ipengawasan iBUMN iuntuk 

ikepentingan idan itujuan iBUMN. iBegitupun ijuga idalam 

imenjalankan itugas iyang i iKdiberikan ikepadanya, iKomisaris 

iharus imematuhi iAnggaran iDasar iBUMN idan iketentuan 

iperaturan iperundang-undangan iserta iwajib imelaksanakan 

 
iDharmasisya, iJurnal iProgram iMagister iHukum, iVol. i1, iNo. i1, iMaret i2020, iFakultas 

iHukum iUniversitas iIndonesia. 
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iprinsip- iprinsip iprofesionalisme, iefisiensi, itransparansi, 

ikemandirian, iakuntabilitas, ipertanggungjawaban, iserta 

ikewajaran, iserupa idengan iketentuan ibagi ianggota iDireksi 

.55 iYang imana iselain imemiliki itugas iuntuk imengawasi 

ianggota iDireksi idalam imenjalankan ikepengurusan iBUMN, 

iKomisaris ijuga ibertugas iuntuk imemberikan inasihat ikepada 

iDireksi iterkait.56 i 

Selain iapa iyang itelah idikemukakan ipada iparagraf 

idi iatas, imenurut ipenjelasan iPasal i31 iUU iBUMN 

imenyatakan ibahwasannya iKomisaris idalam imelaksanakan 

itugasnya iberkewajiban iuntuk: 

1)  imemberikan ipendapat idan isaran ikepada iRUPS 

imengenai irencana ikerja idan ianggaran iperusahaan iyang 

idiusulkan iDireksi; 

2)  imengikuti iperkembangan ikegiatan iPersero, imemberikan 

ipendapat idan isaran ikepada iRUPS imengenai isetiap 

imasalah iyang idianggap ipenting ibagi ipengurusan 

iPersero; 

3)  imelaporkan i dengan i segera i kepada i pemegang 

i saham i apabila i terjadi  igejala imenurunnya ikinerja 

iPersero; 

 
55 iPasal i6 iayat i(1), i(2), idan i(3) iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 
56 iPasal i31 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara. 
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4)  imemberikan inasihat ikepada iDireksi idalam 

imelaksanakan ipengurusan iPersero; 

5)  imelakukan itugas ipengawasan ilain iyang iditetapkan 

ianggaran idasar iPersero idan/ iatau iberdasarkan ikeputusan 

RUPS. 

Selain iitu, iagar iKomisaris idapat imelaksanakan 

itugasnya idengan ibaik isesuai idengan itugas idan ifungsinya, 

iKomisaris imempunyai iwewenang isebagai iberikut:57 i 

1)  imelihat ibuku-buku, isurat-surat, iserta idokumen-dokumen 

ilainnya, imemeriksa ikas iuntuk ikeperluan iverifikasi idan 

imemeriksa ikekayaan iPersero; 

2)  imemasuki ipekarangan, igedung, idan ikantor iyang 

idipergunakan ioleh iPersero; 

3)  imeminta ipenjelasan idari iDireksi idan/atau ipejabat 

ilainnya imengenai isegala ipersoalan iyang imenyangkut 

ipengelolaan iPersero; 

4)  imeminta iDireksi idan/atau ipejabat ilainnya idengan 

isepengetahuan iDireksi iuntuk imenghadiri irapat 

iKomisaris; 

5)  imenghadiri irapat iDireksi idan imemberikan ipandangan-

pandangan iterhadap ihal-hal iyang idibicarakan; 

6)  imemberhentikan isementara iDireksi, idengan imenyebutkan 

 
57 iPenjelasan iPasal i31 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan 

iUsaha iMilik iNegara  
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ialasannya; 

7)  iwewenang ilain iyang idianggap iperlu isebagaimana idiatur 

dalam ianggaran i  kdasar iPersero. 

 Serupa ipula idengan ianggota iDireksi, iKomisaris 

ijuga idilarang imengambil ikeuntungan ipribadi ibaik isecara 

ilangsung imaupun itidak ilangsung idari ikegiatan iBUMN 

iselain ipenghasilan iyang isah.58 iSerta iKomisaris ijuga itidak 

iberwenang iuntuk imewakili isebagai irepresentasi iBUMN 

ibilamana imelakukan ihal-hal isebagai iberikut:59 i 

1)  iterjadi iperkara idi idepan ipengadilan iantara iBUMN idan 

ianggota iDireksi iatau iKomisaris iatau iDewan iPengawas 

iyang ibersangkutan; iatau 

2)  ianggota iDireksi iatau iKomisaris iatau iDewan iPengawas 

iyang ibersangkutan i i imempunyai ikepentingan iyang 

ibertentangan idengan ikepentingan iBUMN. 

Sama ihalnya idengan ianggota iDireksi, ipengangkatan 

idan ipemberhentian iKomisaris iBUMN idilakukan idan 

iditetapkan ioleh iMenteri.60iAdapun i i ikomposisi idari iorgan 

iKomisaris iini iharus iditetapkan isedemikian irupa isehingga 

imemungkinkan ipengambilan ikeputusan idapat idilakukan 

 
58 iPasal i7 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik 

iNegara. 
59 iPasal i8 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha 

iMilikNegara. 
60 iPasal i27 iayat i(1) idan i(2) iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang 

iBadan iUsahaMilik iNegara. 
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isecara iefektif, itepat idan icepat, iserta idapat ibertindak 

isecara iindependen. iDimana iserupa idengan imasa ijabatan 

idari iDireksi, imasa ijabatan ianggota iKomisaris iditetapkan i5 

i(lima) itahun idan idapat idiangkat ikembali iuntuk i1 i(satu) 

ikali imasa ijabatan. iDalam ihal iKomisaris iterdiri ilebih idari 

iseorang ianggota, imaka isalah iseorang ianggota iKomisaris 

iakan idiangkat isebagai ikomisaris iutama.61 i 

 i i iAdapun isama ihalnya idengan iDireksi, iAnggota 

iKomisaris isewaktu- iwaktu idapat idiberhentikan iberdasarkan 

ipada ikeputusan iRUPS idengan imenyebutkan ialasannya.62 

iDimana iketentuan ilebih ilanjut imengenai ipersyaratan idan 

itata icara ipengangkatan idan ipemberhentian iKomisaris 

idiatur idengan iKeputusan iMenteri, iyakni iPeraturan iMenteri 

iBUMN iNomor iPER- i10/MBU/10/2020 itentang iperubahan 

iatas iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

02/MBU/02/2015 itentang iPersyaratan idan iTata iCara 

iPengangkatan idan iPemberhentian iAnggota iDewan 

iKomisaris idan iDewan iPengawas iBUMN i(Permen 

iBUMN). 

 

 

 
61 iLihal ilebih ilanjut idalam iPasal i28 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 
62 iLihat ilebih ilanjut idalam iPasal i29 idan i30 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 
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C. Etika iPolitik iIslam 

1. Etika 

a. Definisi iEtika 

Etika iberasal idari ibahasa iYunani iethos i(kata itunggal) 

iyang iberarti: itempat itinggal, ipadang irumput, ikandang, 

ikebiasaan, iadat, iwatak, isikap, icara iberpikir. iBentuk ijamaknya 

iadalah ita, ietha, iyang iberarti iadat iistiadat. iDalam ihal iini, 

ikata ietika isama ipengertiannya idengan imoral. iMoral iberasal 

idari ikata ilatin: iMos i(bentuk itunggal), iatau imores i(bentuk 

ijamak) iyang iberarti iadat iistiadat, ikebiasaan, ikelakuan, iwatak, 

itabiat, iakhlak, icara ihidup.63 

Secara ietimologis, imenurut iEndang iSyaifuddin iAnshari, 

ietika iberarti iperbuatan, idan iada isangkut ipautnya idengan 

ikatakata iKhuliq( ipencipta) idan iMakhluq i(yang idiciptakan). 

iAkan itetapi, iditemukan ijuga ipengertian ietika iberasal idari 

ikata ijamak idalam ibahasa iArab i“Akhlaq”. iKata iMufradnya 

iadalah ikhulqu, iyang iberarti i: isajiyyah: iperangai, imur’iiah i: 

ibudi, ithab’in i: itabiat, idan iadab: iadab i(kesopanan).64 i iEtika 

ipada iumumnya idiidentikkan idengan imoral i(moralitas). 

iMeskipun isama iterkait idengan ibaik-buruk itindakan imanusia, 

ietika idan imoral imemiliki iperbedaan ipengertian. iSecara 

isingkat, ijika imoral ilebih icenderung ipada ipengertian i“nilai 

 
63 iAbuddin iNata, i“Akhlak iTasawuf idan iKarakter iMulia”, i(Jakarta: i iRaja 

iGrafindo, i2012). ihlm. i43 
64 iMuhammad iAlfan, iFilsafat iEtika iIslam, i i(Bandung i: iPustaka iSetia, i i2011), 

ihlm.20-21. 
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ibaik idan ihuruk idari isetiap iperbuatan imanusia, ietika 

imempelajari itentang ibaik idan iburuk”. iJadi,bias idikatakan, 

ietika iberfungsi isebagai iteori idan iperbuatan ibaik idan iburuk( 

iethics iatau iilm ial-akhlaq) idan imoral i(akklaq) iadalah 

ipraktiknya. iSering ipula iyang idimaksud idengan ietika iadalah 

isemua iperbuatan iyang ilahir iatas idorongan ijiwa iberupa 

iperbuatan ibaik imaupun iburuk. i iEtika iadalah isalah isatu 

icabang ifilsafat iyang imempelajari itentang itingkah ilaku 

imanusia, iperkataan ietika iberasal idari ibahasa iYunani iyaitu 

iEthos iyang iberarti iadat ikebiasaan. iEtika iadalah isebuah 

ipranata iprilaku ieseorang iatau ikelompok iorang iyang itersusun 

idari isuatu isistem inilai iatau inorma iyang idiambil idari igejala-

gejala ialamiyah isekelompok imasyarakat itersebut. 65 

Menurut iBertens iada idua ipengertian ietika: isebagai 

ipraktis idan isebagai irefleksi. iSebagai ipraktis, ietika iberarti 

inilai- inilai idan inorma-norma imoral iyang ibaik iyang 

idipraktikkan iatau ijustru itidak idipraktikkan, iwalaupun 

iseharusnya idipraktikkan. iEtika isebagai ipraktis isama iartinya 

idengan imoral iatau imoralitas iyaitu iapa iyang iharus idilakukan, 

itidak iboleh idilakukan, ipantas idilakukan, idan isebagainya. 

iEtika isebagai irefleksi iadalah ipemikiran imoral.66 

 
65 iFaisal iBadroen, iEtika iBisnis iDalam iIslam, i(Jakarta: iKencana iPerdana iMedia 

iGroup, i2006), iCet. iKe-1, ihlm. i5 
66 iK. iBertenz,” iEtika”, i(Jakarta i: iPT iGramedia iPustaka iUtama, i2007). ihlm.45 
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Adapun imenurut iBurhanuddin iSalam, iistilah ietika 

iberasal idari ikata ilatin, iyakni i“ethic, isedangkan idalam ibahasa 

iGreek, iethikos iyaitu ia ibody iof imoral iprinciple ior ivalue 

iEthic, iarti isebenarnya iialah ikebiasaan, ihabit. iJadi, idalam 

ipengertian iaslinya, iapa iyang idisebutkan ibaik iitu iadalah iyang 

isesuai idengan ikebiasaan imasyarakat i(pada isaat iitu). iLambat 

ilaun ipengertian ietika iitu iberubah idan iberkembang isesuai 

idengan iperkembangan idan ikebutuhan imanusia. iPerkembangan 

ipengertian ietika itidak ilepas idari isubstansinya ibahwa ietika 

iadalah isuatu iilmu iyang imembicarakan imasalah iperbuatan 

iatau itingkah ilaku imanusia, imana iyang idinilai ibaik idan imana 

iyang ijahat. iIstilah ilain idari ietika, iyaitu imoral, iasusila, ibudi 

ipekerti, iakhlak. iEtika imerupakan iilmu ibukan isebuah iajaran. 

iEtika idalam ibahasa iarab idisebut iakhlak, imerupakan ijamak 

idari ikata ikhuluq iyang iberarti iadat ikebiasaan, iperangai, itabiat, 

iwatak, iadab, idan iagama.67 Istilah ietika idiartikan isebagai 

isuatu iperbuatan istandar i(standard iof iconduct) iyang 

imemimpin iindividu, ietika iadalah isuatu istudi imengenai 

iperbuatan iyang isah idan ibenar idan imoral iyan idilakukan 

iseseorang.68 

 
67 iMuhammad iAlfan, i“Filsafat iEtika iIslam” i, i(Bandung : iCV iPustaka iSetia, 

i2011). ihlm.23 
68 iHamzah iYa’kub, i“Etika iIslam: iPembinaan iAkhlakul iKarimah, i(Suatu 

iPengantar)”, i(Bandung: CV iDiponegoro, i1993), hlm.17 
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Menurut iWebster iDictionary, isecara ietimologis, ietika 

iadalah isuatu idisiplin iilmu iyang imenjelaskan isesuatu iyang 

ibaik idan iyang iburuk, imana itugas iatau ikewajiban imoral, itau 

ibisa ijuga imengenai ikumpulan iprinsip iatau inilai imoral.69 

Etika iadalah icabang ifilosofi iyang iberkaitan idengan 

ipemikiran idengan ipemikiran itentang ibenar idan isalah. 

iSimorangkir imenilai ietika iadalah ihasil iusaha iyang isistematik 

iyang imenggunakan irasio iuntuk imenafsirkan ipengalaman 

imoral iindividu idan iuntuk imenetapkan iaturan idalam 

imengendalikan iperilaku imanusia iserta inilai-nilai iyang 

iberbobot iuntuk ibisa idijadikan ipedoman ihidup. iSatyanugraha 

imendefenisikan ietika isebagai inilai-nilai idan inorma imoral 

idalam isuatu imasyarakat. iSebagai iilmu, ietika ijuga ibisa 

idiartikan ipemikiran imoral iyang imempelajari itentang iapa 

iyang iharus idilakukan iatau iyang itidak iboleh idilakukan. 

Etika ibagi iseseorang iterwujud idalam ikesadaran imoral 

iyang imemuat ikeyakinan i‘benar idan itidak isesuatu’. iPerasaan 

iyang imuncul ibahwa iia iakan isalah imelakukan isesuatu iyang 

idiayakininya itidak ibenar iberangkat idari inorma-norma imoral 

idan iself-respect i(menghargai idiri) ibila iia imeninggalkannya. 

iTindakan iyang idiambil iolehnya iharus iia ipertangungjawabkan 

ipada idiri isendiri. iBegitu ijuga idengan isikapnya iterhadap 

 
69 iSofyan iS iHarahap, i“Etika ibisnis idalam iperspektif iIslam”, i(Jakarta i: iSalemba 

iEmpat, i2011). ihlm.124 
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iorang ilain ibila ipekerjaan itersebut imengganggu iatau 

isebaliknya imendapatkan ipujian.70 

Etika idiartikan isebagai iseperangkat iprinsip imoral iyang 

imemebedakan iapa iyang ibenar idan iapa iyang isalah. iEtika 

imerupakan ibidang inormatif, ikarena imenentukan idan 

imenyarankan iapa iyang iseharusnya iorang ilakukan iatau 

ihindarkan.71 

Setiap imanusia imelakukan itindakan. iMenurut ipendapat 

iini, ipertimbangan ietika iatau imorallah iyang imenentukan 

itindakan iatau iperilaku iseseorang. iSetiap iorang iakan 

imempertimbangkan iakibat idari itindakannya iapakah ibaik iatau 

iburuk, ibenar iatau isalah, iberakibat ilebih ibaik iatau ilebih 

iburuk, ipantas iatau itidak ipantas. iIni idilakukan ipada isuatu 

imomen idan isituasi. iJadi, iada ipendapat ibahwa ietika idan 

imoral iitu isituasional. iTindakan iitu iadalah ipilihan, idan 

ipilihan iitu imemerlukan iproses ipengambilan ikeputusan iyang 

idipandu ioleh isubjective ijudgment iatau ipertimbangan ipribadi. 

iJadi, iada iproses ievaluasi imoral. iYang imenjadi idasar iutama 

idalam imemutuskan ipilihan idan itindakan iapa iyang iakan 

idilakukan iseseorang imerujuk ikepada ikomitmen, iprinsip, inilai, 

idan iaturan iyang iberlaku ipada isaat idan isituasi iitu. iMemang, 

 
70 iFaisal iBadroen, i“Etika iBisnis idalam iIslam”, i(Jakarta : iKencana iPerdana 

iMedia iGroup, i2006).hlm. i76 
71 iChoirul iHuda, i“Etika iBisnis iIslam”, i(Jakarta i: iMajalah iUlumul iQur’an, 

i1997), ihlm.32 
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itidak iada itindakan iyang idilandasi imoral iyang ihanya 

iditentukan ioleh isituasi itanpa idiwarnai ikomitmen ipada isuatu 

iprinsip. iPrinsip idi isini idiartikan isebagai itujuan idalam iarti 

iluas iyang imembantu imenentukan ikeputusan inyata idan 

ikriteria inormatif iyang imembawa ipada isituasi inyata.72 

Dalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia idisebutkan 

ibahwa ietika idiartikan isebagai iilmu itentang iapa iyang ibaik 

idan iapa iyang iburuk idan itentang ihak idan ikewajiban imoral 

i(akhlak).73 iKemudian iFrans iMagnis imenambahkan ibahwa 

ietika ipada ihakikatnya imengamati irealitas imoral isecara ikritis. 

iEtika itidak imemberikan iajaran, imelainkan imemeriksa 

ikebiasaan-kebiasaan, inilai-nilai, inorma-norma idan ipandangan-

pandangan imoral isecara ikritis. iEtika imenuntut 

ipertanggungjawaban idan imau imenyingkapkan ikerancuan.74 

Etika iatau imoral iadalah iaturan imengenai isikap 

iperilaku idan itindakan imanusia iyang ihidup ibermasyarakat. 

iEtika iini ijuga ibisa isebagai iseperangkat iprinsip imoral iyang 

imembedakan iantara iyang ibaik idari iyang iburuk. iDalam 

imasyarakat ikita itidak ihidup isendiri isehingga iharus iada 

iaturan iyang idilaksanakan isetiap iorang iagar ikehidupan 

 
72 iSofyan iS iHarahap, i“Etika ibisnis idalam iperspektif iIslam”, i(Jakarta i: iSalemba 

iEmpat, i2001), ihlm.15 
73 iDepdikbud, i“Kamus iBesar iBahasa iIndonesia”, i(Jakarta i: iBalai iPustaka, i2002), 

ihlm.89 
74 iFranz iMagnis iSuseno, i“Etika iPolitik i: iPrinsip iMoral iDasra iKenegaraan 

iModern”, i(Jakarta i: iGramedia iPustaka iUtama, i2003), ihlm.62 
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ibermasyarakat iberjalan idengan iaman, inikmat, idan iharmonis. 

iTanpa iaturan iini, ikehidupan ibisa iseperti ineraka, iatau iseperti 

idi iRimba iyang ikuat iakan imenang idan iyang ilemah iakan 

itertindas. i iMaka iharus imeningkatkan iaspek ietikanya idan 

ipenegakan ikode ietik iprofesi idalam ikurikulum idan idalam 

imenjalankan iprofesinya.75 

Istilah ietika idiartikan isebagai isuatu iperbuatan istandar 

i(standard iof iconduct i) iyang imemimpin iindividu, ietika 

iadalah isuatu istudi imengenai iperbuatan iyang isah idan ibenar 

idan imoral iyang ilakukan iseseorang.76 iAristoteles 

imendefinisikan ietika isebagai isuatu ikumpulan iaturan iyang 

iharus idipatuhi ioleh imanusia.77 iEtika ijuga imemiliki istresing 

iterhadap ikajian isistem inilainilai iyang iada. iOleh ikarena iitu 

iapabila ikita ikaitkan ietika idengan iperdagangan idalam iIslam, 

imaka iakan imelahirkan isuatu ikesimpulan ibahwa iperdagangan 

iharus imengacu inilai-nilai ikeislaman iyang itelah ibaku idari 

isumber iaslinya iyaitu ial-Quran idan ial- iSunnah. 78 iJika ietika 

idiartikan isebagai ikumpulan iperaturan isebagaimana iyang 

idiungkapkan ioleh iAristoteles, imaka ietika iperdagangan idalam 

iIslam idapat idiartikan isebagai isuatu iperdagangan iyang iharus 

 
75 iSofyan iS iHarahap, i“Etika ibisnis idalam iperspektif iIslam”, i(Jakarta i: iSalemba 

iEmpat, i2011), ihlm.27 
76 iHamzah iYa‟kub i, iEtika iIslami: iPembinaan iAkhlakkul iKarimah, i(Suatu 

iPengantar), i(Bandung i: iCV iDiponegoro, i1983, ihlm. i12. 
77 iAw i. iWijaya, iEtika iPemerintah, i(Jakarta i: iBumi iAksara, i1991), ihlm.26. 
78 iAhmad iCharis iZubair, iKuliah iEtika, i i(Jakarta i: iPT iRaja iGrapindo iPersada, 

i1995), ihlm. i13 
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imematuhi ikumpulan iaturanaturan iyang iada idalam iislam. 

Pemakaian iistilah ietika idisamakan idengan iakhlak, iadapun 

ipersamaannya iterletak ipada iobjeknya, iyaitu ikeduanya isama-

sama imembahas ibaik iburuknya itingkah ilaku imanusia. iSegi 

iperbedaannya ietika imenentukan ibaik iburuknya imanusia 

idengan itolak iukur iakal ipikiran. iSedangkan iakhlak idengan 

imenetukannya idengan itolak iukur iajaran iagama i(al iQuran 

idan ial-Sunnah).79 i iDari iuraian itersebut idapat ikita isimpulkan 

iajaran ietika iberpedoman ipada ikebaikan idari isuatu iperbuatan 

iyang idapat idilihat idari isumbangasihnya idalam imenciptakan 

ikebaikan ihidup isesama imanusia, ibaik iburuknya iperbuatan 

iseseorang idapat idilihat iberdasarkan ibesar ikecilnya idia 

imemberikan imanfaat ikepada iorang ilain. iDalam imenentukan 

ibaik iatau iburuknya iperbuatan iseseorang, imaka iyang imenjadi 

itolak iukur iadalah iakal ipikiran. iSelain ietika iada ijuga iyang 

idapat imenentukan isuatu iperbuatan ibaik iatau iburuk iyaitu 

iakhlak. iNamun idalam imenentukan ibaik iatau iburuknya 

iperbuatan iyang imenjadi itolak iukur idalam iakhlak iyaitu ial-

Quran idan ial-Sunnah. 
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b. Perbedaan iEtika, iMoral idan iAkhlak 

Etika imerupakan iistilah iyang iberasal idari ibahasa 

iYunani iethos iyang iberarti: iadat iistiadat.80 iSebagai icabang 

idari ifilsafat, imaka ietika iberangkat idari ikesimpulan ilogis idan 

irasio iguna iuntuk imenetapkan iukuran iyang isama idan 

idisepakati imengenai isesuatu iperbuatan, iapakah iperbuatan iitu 

ibaik iatau iburuk, ibenar iatau isalah idan ipantas iatau itidak 

ipantas iuntuk idikerjakan. iDi idalam iNew iMasters iPictorial 

iencyclopaedia idikatakan: iethichs iis iscience iof imoral 

iphilosophy iconcerned inot iwith ifact, ibut iwith ivalues; inot 

iwith icaracter iof, ibut ithe iideal iof ihuman iconduct. i(Etika 

iadalah iilmu itentang ifilsafat imoral, itidak imengenai ifakta, 

itetapi itentang inilai-nilai, itidak imengenai isifat itindakan 

imanusia, itetapi itentang iidenya). 

Sebagian iorang iberpendapat ibahwa ietika isama idengan 

iakhlak. iPersamaan iitu imemang iada, ikarena ikeduanya 

imembahas imasalah ibaik iburuknya itingkah ilaku imanusia. 

iTujuan ietika idalam ipandangan ifilsafat iialah imendapatkan iide 

iyang isama ibagi iseluruh imanusia idi isetiap iwaktu idan itempat 

idengan iukuran itingkah ilaku iyang ibaik idan iburuk isejauh 

iyang idapat idiketahui ioleh iakal ifikiran. iAkan itetapi idalam 

iusaha imencapai itujuan iitu, ietika imengalami ikesulitan, ikarena 

 
80 iSoegiono iDan iTamsil, iFilsafat iPendidikan, i(Bandung i: iPT iRemaja 
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ipandangan imasing-masing igolongan idi idunia iini itentang ibaik 

idan iburuk imempunyai iukuran iatau ikriteria iyang iberlainan. 

iSetiap igolongan imempunyai ikonsepsi isendiri-sendiri.81 

iAdapun iperkataan iakhlak, iberasal idari ibahasa iArab ijama‟ 

idari ikhuluqun iyang imenurut ilughat idiartikan ibudi ipekerti, 

iperangai, itingkah ilaku idan itabiat. iKata itersebut imengandung 

isegi-segi iketerkaitan idengan iperkataan ikhalqun iyang iberarti 

ikejadian, iserta ierat ihubungannya idengan ikhaliq iyang iberarti 

ipencipta, idan imakhluq iyang iberarti idiciptakan. iPerumusan 

ipengertian iakhlak itimbul isebagai imedia iyang imemungkinkan 

iadanya ihubungan ibaik iantara ikhalik idengan imakhluk idan 

imakhluk idengan imakhluk. iSementara iperkataan imoral iberasal 

idari iBahasa iLatin imores ikata ijamak idari imos iyang iberarti 

iadat iistiadat. iDalam ibahasa iIndonesia, imoral iditerjemahkan 

idengan iarti isusila. iYang idimaksud idengan imoral iialah isesuai 

idengan iide-ide iumum iyang iditerima itentang itindakan 

imanusia, imana iyang ibaik idan iwajar. iJadi isesuai idengan 

iukuran-ukuran itindakan iyang ioleh iumum iditerima idalam 

ilingkungan itertentu idan isudah iterlembagakan idalam isuatu 

imasyarakat. i 

Ketiga iistilah idi iatas imerupakan iistilah-istilah iyang 

ibanyak idipakai iuntuk imengungkapkan imakna iyang iserupa 

 
81 iHamzah iYa‟kub, iEtika iIslam, i(Bandung i: iDiponegoro, i1996), ihlm.58 
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iatau ihampir isama. iPara ipeneliti ietika isecara isadar ibanyak 

imenyebutkan ietika isebagai imoral iatau ijuga iakhlak. iFilsafat 

imoral idisebut ijuga ifilsafat iakhlak idan isebagainya. iIstilah-

istilah idi iatas iyang imaknanya idisamaratakan ipada idasarnya 

itetap imemiliki iperbedaan, ikarena idalam isegi isemantik idapat 

idiketahui ibahwa isetiap ikata ipada idasarnya imemiliki 

ikarakteristik iarti iatau imakna itersendiri iyang imembedakannya 

idengan ikata ilainnya. iKarena iapabila iada idua ikata iatau ilebih, 

imemiliki imakna isama imaka iakan iada ipemubaziran idalam 

iberbahasa. iUntuk idapat imembedakannya imaka idapat 

idiketahui ibahwa ietika imenetapkan iukuran isesuatu ibertitik 

itolak idari iakal ifikiran, itidak idari iagama. iDi isini iletak 

iperbedaannya idengan iakhlak idalam ipandangan iIslam. iDalam 

ipandangan iIslam, iilmu iakhlak iadalah isuatu iilmu ipengetahuan 

iyang imengajarkan imana iyang ibaik idan imana iyang iburuk 

iberdasarkan iajaran iAllah idan iRasul-Nya. iAjaran ietika iIslam 

isesuai idengan ifitrah iakal idan ifikiran iyang ilurus. iSementara 

iperbedaannya iantara imoral idan ietika, iyakni ietika ilebih 

ibanyak ibersifat iteori, isedangkan imoral ilebih ibanyak ibersifat 

ipraktis. iJika ikita iboleh imenarik igaris ibatas iantara imoral idan 

ietika, imaka imoral iadalah iaturan-aturan inormative i(dalam 

ibahasa iagama iIslam idisebut iakhlak) iyang iberlaku idalam 

isuatu imasyarakat itertentu iyang iterbatas ioleh iruang idan 
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iwaktu. iPenerapan itata imoral idalam ikehidupan isehari-hari 

idalam imasyarakat itertentu imenjadi ibidang ikajian iantropologi, 

isedang ietika iadalah ibidang ikajian ifilsafat. iRealitas imoral 

idalam ikehidupan imasyarakat iyang iterjernihkan ilewat istudi 

ikritis i(critical istudies) iadalah iwilayah iyang idibidangi ioleh 

ietika. iJadi istudi ikritis iterhadap imoralitas imenjadi iwilayah 

ietika, isehingga imoral itidak ilain iadalah iobjek imaterial 

idaripada ietika. iBerbeda idari ietika i(filsafat imoral), imaka 

iakhlak ilebih idimaksudkan isebagai isuatu i“paket” iatau 

i“produk ijadi” iyang ibersifat inormatif imengikat, iyang iharus 

iditerapkan idan idirealisasikan idalam ikehidupan isehari-hari 

iseorang imuslim, itanpa iperlu imempertanyakan idan 

imenyelidiki isecara ikritis iterlebih idahulu. i 

Akhlak iatau imoralitas iadalah imerupakan iseperangkat 

itata inilai iyang i“sudah ijadi” idan i“siap ipakai” itanpa 

idibarengi, ibahkan imenghindari istudi ikritis. iSedangkan ietika 

ijustru isebaliknya, ibertugas iuntuk imempertanyakan isecara 

ikritis irumusan-rumusan imasa ilalu iyang isudah imenggumpal 

idan imengkristal idalam ilapisan imasyarakat. iDalam ibahasa 

iIndonesia, iselain imenyerap iistilah ietika, imoral idan iakhlak, 

ijuga idigunakan ibeberapa iperkataan iyang imakna idan 

itujuannya isama iatau ihampir isama, iyaitu itata isusila, 

ikesusilaan, ibudi ipekerti, isopan isantun, iadab, iperangai idan 



70 

 

 

 

itingkah ilaku iatau ikelakuan. iSebagai icabang idari ifilsafat, 

imaka ietika iberangkat idari ikesimpulan ilogis idan irasio iguna 

iuntuk imenetapkan iukuran iyang isama idan idisepakati 

imengenai isesuatu iperbuatan, iapakah iperbuatan iitu ibaik iatau 

iburuk, ibenar iatau isalah idan ipantas iatau itidak ipantas iuntuk 

idikerjakan.82 

c. Etika iDalam iPandangan iIslam 

Jika ikita isepakati ibahwa ietika iialah isuatu ikajian ikritis 

irasional imengenai iyang ibaik idan iyang iburuk, ibagaimana 

ihalnya idengan iteori ietika idalam iIslam. iSedangkan itelah 

idisebutkan idi imuka, ikita imenemukan idua ifaham, iyaitu 

ifaham irasionalisme iyang idiwakili ioleh iMu‟tazilah idan ifaham 

itradisionalisme iyang idiwakili ioleh iAsy‟ariyah. iMunculnya 

iperbedaan iitu imemang isulit idiingkari ibaik ikarena ipengaruh 

iFilsafat iYunani ike idalam idunia iIslam imaupun ikarena inarasi 

iayat-ayat iAl iQuran isendiri iyang imendorong ilahirnya 

iperbedaan ipenafsiran. iDi idalam iAl iQuran ipesan ietis iselalu 

isaja iterselubungi ioleh iisyarat-isyarat iyang imenuntut 

ipenafsiran idan iperenungan ioleh imanusia. iEtika iIslam 

imemiliki iantisipasi ijauh ike idepan idengan idua iciri iutama. 

iPertama, ietika iIslam itidak imenentang ifithrah imanusia. 

iKedua, ietika iIslam iamat irasionalistik. i 

 
82 ihttps://www.anekamakalah.com/2012/02/etika-dalamkajian-filsafatislam-dan.html 

idiakses ipada itanggal i12 iSeptember i2024 ipukul i13.42 iWIB 

https://www.anekamakalah.com/2012/02/etika-dalamkajian-filsafatislam-dan.html
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Sekedar isebagai iperbandingan iberdasarkan ikutipkan 

ipendapat iAlex iInkeles imengenai isikap-sikap imodern. iSetelah 

imelakukan ikajian iterhadap iberbagai iteori idan idefinisi 

imengenai imodernisasi, iInkeles imembuat irangkuman imengenai 

isikap-sikap imodern isabagai iberikut, iyaitu: ikegandrungan 

imenerima igagasan-gagasan ibaru idan imencoba imetode-metode 

ibaru; ikesediaan ibuat imenyatakan ipendapat; ikepekaan ipada 

iwaktu idan ilebih imementingkan iwaktu ikini idan imendatang 

iketimbang iwaktu iyang itelah ilampau; irasa iketepatan iwaktu 

iyang ilebih ibaik; ikeprihatinan iyang ilebih ibesar iuntuk 

imerencanakan iorganisasi idan iefisiensi; ikecenderungan 

imemandang idunia isebagai isuatu iyang ibisa idihitung; 

imenghargai ikekuatan iilmu idan iteknologi; idan ikeyakinan 

ipada ikeadilan iyang ibias idiratakan. iRasanya itidak iperlu ilagi 

idikemukakan idi isini ibahwa iapa iyang idikemukakan iInkeles 

idan idiklaim isebagai isikap imodern iitu imemang isejalan 

idengan ietika ial-Qur'an. iDalam idiskusi itentang ihubungan 

iantaraetika idan imoral, iproblem iyang iseringkali imuncul iialah 

ibagaimana imelihat iperistiwa imoral iyang ibersifat ipartikular 

idan iindividual idalam iperspektif iteori ietika iyang ibersifat 

irasional idan iuniversal. iIslam iyang imempunyai iklaim 

iuniversal iketika idihayati idan idirealisasikan icenderung 

imenjadi iperistiwa iparticular idan iindividual. iPendeknya, 
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itindakan imoral iadalah itindakan ikonkrit iyang ibersifat ipribadi 

idan isubyektif. iTindakan imoral iini iakan imenjadi ipelik iketika 

idalam iwaktu idan isubyek iyang isama iterjadi ikonflik inilai. 

iMisalnya isaja, inilai isolidaritas ikadangkala iberbenturan 

idengan inilai ikeadilan idan ikejujuran. i 

Di isinilah iletaknya ikebebasan, ikesadaran imoral iserta 

irasionalitas imenjadi iamat ipenting. iYakni ibagaimana 

imempertanggungjawabkan isuatu itindakan isubyektif idalam 

ikerangka inilai-nilai ietika iobyektif, itindakan imikro idalam 

ikerangka ietika imakro, itindakan ilahiriah idalam iacuan isikap 

ibatin. iDalam iperspektif ipsikologi, imanusia iterdiri idari itiga 

iunsur ipenting iyaitu, iId, iEgo, idan iSuperego, isedangkan idalam 

ipandangan iIslam iketiganya isering idipadankan idengan inafs 

iamarah, inafs ilawwamah, idan inafs imutmaninah. iKetiganya 

imerupakan iunsur ihidup iyang iada idalam imanusia iyang iakn 

itumbuh iberkembang iseiring iperjalanan idan ipengalaman ihidup 

imanusia. iMaka iuntuk imenjaga iagar iketiganya iberjalan 

idengan ibaik, idiperlukan iedukasi iyang idiberikan iorang itua 

ikepada ianaknya idalam ibentuk ipemberian imuatan ietika iyang 

imenjadi iujung itombak idari iketiga iunsur idi iatas.83 iDiantara 

ipemberiaan iedukasi ietika ikepada ianak idiarahkan ikepada 

ibeberapa ihal idi ibawah iini: ia) iPembiasaan ikepada ihal-hal 

 
83 iAhmad iMudlor, iEtika iDalam iIslam, i(Surabaya i: iAl-Ikhlas, i2012), ihlm.155 
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iyang ibaik idengan icontoh idan iperilaku iorang itua idan itidak 

ibanyak imenggunakan ibahasa iverbal idalam imecari ikebenaran 

idan isudah ibarang itentu isangat itergantung ipada isisi 

ihistorisitas iseseorang idalam ihidup idan ikehidupan. ib) iBila 

ianak isudah imampu imemahami idengan isuatu ikebiasaan, imaka 

idapat idiberikan iarahan ilanjut idengan imemberikan ipenjelasan 

iapa idan imengapa idan iyang iberkaitan idengan ihukum 

ikausalitas i(sebab iakibat) iPada imasa idewasa, ianak ijuga itidak 

idilepas ibegtu isaja, iperan iorang itua isebagai ipengingat idan 

ipengarah itidak iharus iputus, itanpa iharus iada ikesan iotoriter, 

ibahkan imengajak ianak iuntuk idiskusi itentang ipemahaman 

ikeberagamaan. ic) iPada imasa idewasa, ianak ijuga itidak idilepas 

ibegtu isaja, iperan iorang itua isebagai ipengingat idan ipengarah 

itidak iharus iputus, itanpa iharus iada ikesan iotoriter, ibahkan 

imengajak ianak iuntuk idiskusi itentang ipemahaman 

ikeberagamaan. iPembiasaan ikepada ihal-hal iyang ibaik idengan 

icontoh idan iperilaku iorang itua idan itidak ibanyak 

imenggunakan ibahasa iverbal idalam imenyampaikan ibaik idan 

iburuk isesuatu, imanfaat idan imudharatnya, isesat idan itidaknya. 

2. Etika iPolitik 

Etika ipolitik itermasuk idalam ikelompok ietika isosial iyakni 

iyang imembahas inorma-norma imoral iyang iseharusnya 

imenimbulkan isikap idan itindakan iantar imanusia, ikarena ihampir 



74 

 

 

 

isemua ikewajiban imanusia ibergandengan idengan ikenyataan 

ibahwa iia imerupakan imakhluk isosial. iEtika ipolitik itidak 

imenawarkan isuatu isistem inormatif isebagai idasar inegara. iEtika 

ibersifat ireflektif iyakni imemberikan isumbangan ipemikiran itentang 

ibagaimana imasalah-masalah ikehidupan idapat idihadapi,tetapi itidak 

imenawarkan itentang ibagaimana icara imemecahkannya. iDengan 

idemikian ietik ipolitik imempertanyakan itanggung ijawab idan 

ikewajiban imanusia isebagai imanusia idan ibukan isebagai iwarga 

inegara iterhadap inegara, iterhadap ihukum iyang iberlaku idan ilain 

isebagainya. iKarena ikebaikan imanusia i isebagai imanusia idan 

ikebaikan imanusia isebagai iwarga inegara itidak iidentik. 

Fungsi ietika ipolitik iterbatas ipada ipenyediaan ipemikiran-

pemikiran iteoritis iuntuk imempertanyakan idan imenjelaskan 

ilegitimasi ipolitik isecara ibertanggung ijawab, irasional, iobjektif 

idan iargumentatif. iOleh ikarena iitu itugas ietika ipolitik isubsider 

idalam iarti imembantu iagar ipembahasan imasalah-masalah iideologi 

idapat idijalankan idengan iobjektif iartinya iberdasarkan iargumen-

argumen iyang idapat idipahami idan iditanggapi ioleh isemua ipihak 

iyang imengerti ipermasalahan. iEtika ipolitik idapat imemberikan 

ipatokan-patokan, iorientasi idan ipegangan inormatif ibagi imereka 
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iyang imemang iingin imenilai ikualitas itatanan idan ikehidupan 

ipolitik idengan itolok iukur imartabat imanusia. i84 

Selain iitu ietika ipolitik idapat iberfungsi isebagai isarana 

ikritik iideologi i(bukan inegara idan ihukum) iberupa ipaham ipaham 

idan istrategi ilegitimasi iyang imendasari ipenyelenggaraan inegara. 

iJadi ietika ipolitik ihanya idapat imembantu iusaha imasyarakat iuntuk 

imengejawantahkan iideologi inegara iyang iluhur ike idalam irealitas 

ipolitik iyang inyata. iMisalnya, idengan imerefleksikan iinti/ ihakikat 

ikeadilan isosial, ibagaimana ikekuasan iharus iditangani iagar isesuai 

idengan imartabat imanusia. 

Sejak iAristoteles ipara ifilsuf itelah imerenungkan imanusia 

isebagai imakhluk ipolitik i(zoon ipoliticon), imakhluk ikomunitas 

iNietzche, iMax iWeber idan iHans iMonrgenthau ibarangkali iadalah 

iorang iorang ipertma iyang imemahami isebutan imakhluk ipolitik 

i(secara iesensial) idalam iterm ilain iadalah imakhluk iyang imencari 

ikekuasaan. iDan ijika ikita iingin imencari idan imembahas ikonsep 

ikekuasaan imaka ikita itidak idapat iterlepas idari ipenilaian iatas 

ikekuasaan idi idalam ipolitik iyang iselalu ibergantung isecara 

ifundamental ipada ipandangan itertentu itentang imanusia. 

 iBagi iorang i(siapapun) iyang ibrsikap iseperti ikaum 

ioptimis imasa ipencerahan idan ikaum iliberalis inaif, imaka ibisa 

 
84 iSoeseno, i“ i13 iModel iPendekatan iEtika”, i(Yogyakarta: iKanisus, i1998). 

ihlm.2. 
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idipastikan ibahwa imereka imemandang imakhluk imanusia ipada 

idasarnya iadalah ibaik, irasional, imampu ibelajar idan idilatih idan 

idunia idianggapnya isebagai ikosmos iyang iteratur. iIa imelihat 

ipolitik isebagai ialat iuntuk ikemajuan imanusia, ijuga ilatat iuntuk 

imemperbaiki idunia ikekuasaan, ikemudian idiartikan iyang ibaik idan 

iberguna. i85 

Sementara ibagi iorang i(siapapun) iyang imemiliki 

ipandangan iseperti ikaum ianalis ipesimis idan ikritikus iideologis 

iyang iberlatar ibelakang ifilosofis iatau iteologis, imaka ipasti iakan 

imemandang imakhluk imanusia ibersifat ikorup, iirrasional idan 

iberbahaya. iKemudian idunia idipersepsikan i ipada idasarnya ikacau 

idan ipolitik iselalu idilihat isebagai iurusan iyang ikotor, iaktivitas 

iimmoral iyang itak iterhindarkan. iPada iintinya ikekuasaan 

idipandang isebagai isesuatu iyang ijahat idan ikejam. iLain ilagi, ibila 

idilihat idari iperspektif iseorang irealis isejati, idimana idunia 

idilihatnya isebagai isebuah irealitas iyang iterpecah iatau iterbelah. 

iKejahatan idan ikebaikan ibercampur iaduk idalam idiri imanusia. 

iJika ipada idasarnya imanusia iadalah ijahat, imaka itak imungkin iada 

ipemerintah. iKemudian, ijika isemua imanusia iadalah ibaik, imaka 

 
85 iRahmad iTri iHadi, iArrasyid, i“ETIKA iPOLITIK iARISTOTELES: iKohesivitas 

iEtika idan iPolitik”, iJurnal iAl-Aqidah, iUniversitas iIslam iNegeri iSunan iKalijaga 

iYogyakarta, iUniversitas iIslam iNegeri iImam iBonjol iPadang iVolume i13, iEdisi i2, 

iDesember i2021. ihttps://ejournal.uinib.ac.id idiakses itanggal i29 iAgustus i i2024, ipukul i09.11 

iWIB 
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itak iperlu iada ipemerintahan. iJadi iharus idiakui ibahwa imanusia 

isejati iadalah imakhluk iyang ikompleks idan iambivalen, iberada idi 

itengah-tengah iantara ijalan iakal ibudi idan itak iberakal ibudi, 

iantara ibaik idan ijahat, icampuran iantara iegoisme idan ikebaikan. 

iDengan iambivalensi iitu imanusia idapat imempergunakan 

ikekuasaan idengan ibaik iatau iburuk, ibaik idalam ihal-hal ikecil 

imaupun idalam ihal-hal ibesar, ibaik idalam ikehidupan ipribadi 

imaupun idalam ikancah ipolitik.86 i 

Secara iumum, ikekuasaan iadalah ikompetensi, ikemungkinan 

iatau ikebebasan iuntuk imenentukan isesuatu, iorang iatau 

ilingkungan ilain. iAtau imenurut idefinisi isosiolog iklasik iMax 

iWeber, ikekuasaan iadalah isetiap ikesempatan iuntuk imenetapkan 

ikehendak idiri isendiri idalam isebuah ihubungan isosial imeskipun 

idihadapkan ipada isebuah iperlawanan, itak imasalah iapapun ibasis 

ikesempatan iitu. iDengan idemikian isetiap isifat iorang idapat 

idipahami idan isetiap ikonstelasi idapat ipula idipahami. iDengan 

iasumsi iini iakan imudah imengarahkan idan imemposisikan 

iseseorang isesuai idengan iketetapan ikehendaknya isendiri idalam 

isituasi itertentu. i 

Dengan idemikian ikekuasaan idan ikekuasaan ipolitik idalam 

iarti iluas, isebenarnya iadalah isebagai i iungkapan isifat idasar 

 
86 iHans iKung, i“Etika iEkonomi iPolitik iGlobal”, i(Yogyakarta i: iQalam, i i2002), 

ihlm.86-87. 
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imanusia iyang ikedua-duanya isama imengalami iambivalensi: 

iArtinya, idi isatu isisi ikekuasaan imanusia idapat idigunakan iuntuk 

ikebaikan, idengan icara iyang ibetul ibetul iyang imanusiawi, ibaik 

iuntuk ikemakmuran imereka iyang iberkepentingan, iuntuk imereka 

iyng iberada idi isekitar ikekuasaan itersebut idan ilingkungannyaa. 

iKemudian idi isisi ilain ikekuasaan imanusia ibisa ijuga idigunakan 

iuntuk ikejahatan, imelalui icara iyang itidak imanusiawi idan itidak 

imengenal iprikemanusiaan, ibaik idengan isengajaa iuntuk imerugikan 

imereka iyang iberkepentingan imaupun iuntuk imereka iyang iada idi 

isekitarnya idan ilingkungannya. iKekuasaan iyang itak 

iberprikemanusiaan iini ilebih isering imuncul imalah imenjadi iyang 

ibiasa. 

Untuk iapa isebenarnya ikekuasaan iitu? iBertolak idari 

ipemikiran iMax iWeber ibahwa iseseorang iyang iterlibat idalam 

ipolitik, iadalah imencari ikekuasaan; ikekuasaan isebagai ialat iuntuk 

imencapai itujuan ilain i(ideal iatau ikepentingan isendiri) i– iAtau 

ikekuasaan iuntuk ikekuasaan iitu isendiri. iAtau iuntuk imendapatkan 

imartabat iyang idiberikan ioleh ikekuasaan iitu isendiri.87 iAtau 

ipemekiran iNitzche itentang iadanya iinsting imanusia iuntuk 

iberkuasa, idorongan iuntuk iberkuasa, ikemauan iuntuk iberkuasa, 

isehingga iorang-orang iyang imencari ikekuasaan ibiasanya ihampir 

idapat imelakukan isesuatu, iwalaupun ipada iakhirnya imereka igagal. 

 
87 iHans iKung, i“Etika iEkonomi iPolitik iGlobal”, i(Yogyakarta i: iQalam, i i2002), 

ihlm.132. 
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Seharusnya ikekuasaan idicari itidak ihanya iuntuk 

ikepentingan isendiri itetapi isebagai ialat iuntuk imelayani itujuan 

imanusia. iKekuasaan ipolitik idapat idan iharus idirelaativiskan iuntuk 

ikepentingan irakyat. iDi isegala itingkatan ipolitik, ikekuasaan iharus 

idipakai iuntuk imelayani, ibukan iuntuk imendominasi, iapapun 

ikomitmen ipribadinya. iKekuasaan idan idominasi isama isekali itidak 

iidentik. iDi isegala itingkatan ipolitik, iapabila iorang idapat imelihat 

isecara iterus imenerus ibahwa iseorang ipolitisi, ikelompok ipolitisi 

iatau ipemerintah imenggunakan ikekuasaan isebagai ialat iuntuk 

imendominasi ibukan iuntuk imelayani, imaka ikekuasaaan iakan 

imendominasi ipemikiran idan itindakan ipolitik, isertaa iakan 

imenimbulkan ikebencian idan ipermusuhan; isungguh, ikekuasaan 

iakan imengakibatkan ipeperangan, idingin iatau ipanas. iTetapi 

idimana ipolitisi iatau ikelompok itertentu iatau isebuah ipemerintah 

iberusaha iuntuk imelihat ibahwa ikekuasaan iadalah iuntuk imelayani, 

ibukan iuntuk imendominasi, imaka idalam iperjuangan ikekuasaan 

imereka imembantu imemanusiakan ipersaingan iyang imematikan 

idan imempromosikan ipenghormatan idan ipenghargaan ipada iorang 

ilain, imediasi, ipengertian idan iperdamaian.88 i 

Berdasarkan ipemikiran itersebut, ietika imenjadi itantangan 

ibagi ipolitisi, iperlunya ietika ipolitik isebagai ipengendalian 

 
88 iHans iKung, i“Etika iEkonomi iPolitik iGlobal”, i(Yogyakarta i: iQalam, i2002), 

ihlm.134 
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ikekuasaaan ipolitik idan ipenyalahgunaan ikekuasaan ioleh iinstitusi 

isebagai imasalah ifundamentalaidari iteori-teori inegara. 

3. Etika Politik dalam Islam 

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam 

Alquran dan hadis. Dalam Alquran menyerukan umatnya untuk 

berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Prinsip dasar 

dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan 

dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu 

kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan 

ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh 

nilai-nilai yang bersumber dari Al Quran, maka aktifitas yang 

dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar 

dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau 

kemungkaran. 

Al Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, maka tidak  

berlebihan apabila Al Quran dijadikan sebagai konsep etika politik, 

dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”.  Dengan 

demikian alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana 

terdapat dalam QS. Al-Imran/3:159 
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نَ اللِّٰٓ لنِْتَ لََمُِْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََ  وْا مِنْ حَوْلِكََۖ فاَعْفُ فبَِمَا رَحْْةٍَ مِٰ نْ فَضُّ

بُّ  َ يُُِ ِِۗ اِنَّ اللّٰٓ لْ عَلَى اللّٰٓ هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِِ الَْمَْرِِۚ فاَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ عَن ْ

كِٰلِيَْ الْمُتَ وَ   

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. 

Kandungan ayat tersebut di atas menerangkan tentang etika 

dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan 

dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut 

dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, 

serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-

sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin 

yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi 

dalam musyawarah,. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak 

memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan 

tidak memberi dukungan.89 

Dalam sejarah, kaum Majusi telah menguasai dunia selama 

empat ribu tahun. Kelanggengan kekuasaan hanya dapat terjadi dengan 

perilaku adil terhadap rakyat dan memelihara urusannya secara 

 
89 Abdul Muin Salim, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran,  (Jakarta : PT. Raja 

Grapindo  Persada, 2002), Cet: III, hlm.260 



82 

 

 

 

bersama-sama. Mereka tidak membiarkan kezaliman dalam urusan 

agama dan keyakinan mereka. Mereka mengelolah negaranya dengan 

adil. Mereka juga senantiasa berbuat adil terhadap manusia. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan 

kehancuran dunia bergantung kepada penguasanya. Jika penguasa adil, 

maka dunia akan makmur dan rakyat akan merasa aman, sebaliknya 

penguasa tidak adil, maka dunia akan runtuh.   

Sejalan dengan apa yang dipaparkan di atas, Faisal Baasir 

mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur 

ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem 

nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan 

kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang 

menentukan suatu tindakan tertentu.90 

Prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekuasaan sebagai amanah. 

Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58 

اِن َّ اللََّّٰ يََمُْركُُمَّْ انََّْ تُ ؤَدُّوا الْْمَٰنٰتَّ اِلَّٰٓ اهَْلِهَا َّ وَاِذََّاَّ حَكَمْتُمَّْ بَيَّْ الن اسَّ انََّْ تَْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ َّ اِن َّ 

ي ْعرا بَصِيْرَّ ۗ َّ اِن َّ اللََّّٰ كَانَّ سََِ   ٖ  اللََّّٰ نعِِم ا يعَِظُكُمَّْ بهِ

 
90 Faisal Baasir, Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim , (Jakarta: Pustaka 

Sinar  Harapan, 2003), Cet I, hlm.37 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. 

Makna amanah adalah “titipan” atau “pesan”. Dalam 

demokrasi Islam,  amanah dipahami sebagai “sesuatu karunia atau 

nikmat Allah yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran yang kelak harus 

dipertanggungjawabkan kepada Allah.91 

Seseorang yang bertanggungjawab diharapkan takut kepada 

Allah terhadap apa yang ditugaskan kepadanya dari urusan umat agar 

ia ingat betapa besarnya amanah yang diemban untuk mengerjakannya. 

Al Quran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan 

perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu 

pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat sangat 

tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah 

cerminan dari seorang pemimpin. 

Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang 

beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. 

Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari 

pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar 

 
91 Faisal Baasir, Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim , (Jakarta : Pustaka 

Sinar  Harapan, 2003), Cet I, hlm.145 
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dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Al Quran 

sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

4. Konsep Amanah dalam Etika Politik Islam 

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata 

kerja amina-ya`manuamnan-wa amanatan. Yang mempunyai makna 

aman, tenang dan tentram.92 Dan dalam kamus al-munawwir 

disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah 

terhadap hamba-hambanya.93 

Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam 

dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan 

dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada 

pemiliknya.94 Amanah disebutkan di dalam Al Quran itu sebanyak 14 

kali yang tersebar di dalam 10 surat. Amanah merupakan sebuah 

konsep dalam Al Quran yang berkaitan dengan hakikat keagamaan 

seorang muslim.  

Adapun pengertian amanah menurut Al-Kafumi adalah semua 

perintah yang diserahkan Allah kepada hambanya, seperti sholat, 

puasa, zakat dan tanggung jawab kewajiban yang lain.  

 
92 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata , (Jakarta : Lentera 

Hati, 2007), hlm.83. 
93 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya : 

Pustaka Progressif,  1997), hlm.41. 
94 Fachruddin Hs, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits, hlm.15. 



85 

 

 

Maksud amanah di dalam Al-Qur’an terbagi tiga: 

1) Kewajiban, seperti dalam (QS. Al-Anfal: 27) dan (QS. Al-Ahzab: 

72) 

يَ ُّهَا ال ذِيْنَّ اٰمَنُ وْاَّ لََّْ تََُوْنوُا اللََّّٰ وَالر سُوْلَّ وَتََُوَّْنُ وْٓا امَٰنٰتِكُمَّْ وَانَْ تُمَّْ تَ عْلَمُوْنَّ  يٰٰٓ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengkhianai Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahuinya”.  

  اِنّ َّ عَرَضْنَاَّ الْْمََانةَََّ عَلَى الس مٰوٰتَّ وَالَْْرْضَّ وَالْْبَِالَّ فاَبََيَّْ انََّْ يَّ ْمِلْنَ هَا 

ٖ   كَانَّ ظلَُوْمرا جَهُوْلْر َّ َّ انِ ه
 
نْسَانُ هَا وَحََلََهَا الِْْ  وَاََّشْفَقْنَّ مِن ْ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat, 

yakni tugas-tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan 

gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul 

tanggung jawab amanat itu dan mereka khawatir tidak akan 

mampu melaksanakannya, lalu Kami menawarkan amanat itu 

kepada manusia, dan dipikullah amanat itu oleh manusia”. 

2) Titipan, seperti dalam (QS. An-Nisa: 58) dan (QS. Al-Mu’minun: 

9). 

اِن َّ اللََّّٰ يََمُْركُُمَّْ اََّنَّْ تُ ؤَدُّوا الْْمَٰنٰتَّ اِلَّٰٓ اهَْلِهَا َّ وَاِذَاَّ حَكَمْتُمَّْ بَيَّْ الن اسَّ انََّْ تَْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ َّ 

ي ْعرا بَصِيَّْ ۗ َّ اِن َّ اللََّّٰ كَانَّ سََِ   ٖ  اِن َّ اللََّّٰ نعِِم ا يعَِظُكُمَّْ بهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 
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 وَال ذِيْنَّ هُمَّْ عَلٰى صَلَوٰتِِِمَّْ يََُّافِظوُْنَ َّ

Artinya: “Orang-orang yang memelihara salat mereka”. 

3) Dapat dipercaya, seperti dalam (QS. Al-Qashas: 26). 

بََتَّ اسْتَأْجِرْهُ َّ اِن َّ خَيََّْ مَنَِّ اسْتَأْجَرْتَّ الْقَوِيَُّّ الْْمَِيَّْ  قاَلَتَّ اِحْدٰىهُمَا يٰٰٓ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik 

orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya.” 

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan amanah 

merupakan tanggungan manusia, baik itu hal yang berkaitan dengan 

urusan keagamaan maupun urusan duniawi, perkataan maupun 

perbuatan dengan realisasi menjaganya dan melaksanakannya. 

 Dalam tafsir al-misbah, Quraish shihab menyebutkan 

amanah merupakan pemberian orang lain yang harus dijaga dan 

dikembalikan tepat waktu apabila dipinta kembali oleh pemiliknya. 

Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwasanya pengertian 

amanah adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, 

yang mana hal itu memberikan ketenangan hati dan menghilangkan 

rasa takut dan cemas.95 

 
95 M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Journal 

Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2021.hlm.7 . https://journal.staidk.ac.id 

diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB 
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 Al Quran menyeru kepada umat manusia untuk untuk 

mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada 

dalam (QS. An-Nisa: 58) 

اِن َّ اللََّّٰ يََمُْركُُمَّْ انََّْ تُ ؤَدُّوا الْْمَٰنَّٰتَّ اِلَّٰٓ اهَْلِهَا َّ وََّاِذَاَّ حَكَمْتُمَّْ بَيَّْ الن اسَّ انََّْ تَْكُمُوْا 

ي ْعرا بَصِيْرَّ ۗ َّ اِن َّ اللََّّٰ كَانَّ سََِ   ٖ َّ اِن َّ اللََّّٰ نعِِم ا يعَِظُكُمَّْ بهِ
  بِِلْعَدْلِ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 

 

Banyak penafsir yang menuturkan bahwa ayat ini asbab an-

nuzulnya berkaitan dengan masalah Usman bin Thalhah yang bertugas 

menjaga ka’bah. Turunnya ayat ini ketika penaklukkan mekkah terjadi 

sewaktu Rasulullah meminta kunci ka’bah dan mengembalikannya 

kepada usman. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya Nabi 

Muhammad berdiri di pintu ka’bah seraya bersabda, “Tidak ada Tuhan 

melainkan Allah Yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Maha 

benar janji-Nya. Dia Yang Esa menolong hamba-Nya dan 

mengalahkan berbagai golongan.”  

Perlu diketahui setiap kekayaan yang diadukan, darah dan 

kehormatan itu berada dibawah kedua kakiku, kecuali perawatan 

ka’bah dan penyaluran air untuk keperluan jama’ah haji. Ia 

menyebutkan kalimat seterusnya didalam hadis yaitu khutbah dari 

rasulullah ketika itu  
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seraya berkata, Rasulullah saw duduk di masjid, lalu datanglah Ali bin 

Abi Ṭālib sedangkan kunci Kaʻbah berada di tangannya, kemudian 

berkata, Ya Rasulullah, berikanlah tanggung jawab tentang penjagaan 

Kaʻbah dan pemberian minum jamaʻah haji kepada kami. Semoga 

Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadamu. Maka Rasulullah 

saw bersabda, “ Di manakah Utsmān bin Ṭalḥah?” maka usman 

datang untuk menghadap. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, 

“Hai Utsmān, ini ambillah kuncimu! Hari ini merupakan hari 

pemenuhan janji dan hari kebaikan.”96 

Dalam tafisrnya Al-Maraghi meyebutkan makna amanah 

pada ayat tersebut adalah suatu hal yang perlu dipelihara untuk 

diserahkan kepada pemiliknya. Hafiz adalah istilah untuk orang yang 

memeliharanya, amin adalah istilah untuk orang yang diberi 

kepercayaan, sedangkan wafiy adalah istilah untuk orang yang 

melaksanakannya, adapun orang yang tidak mampu memeliharanya 

disebut dengan khianat.97 

Seruan Al Quran kepada amanah bukan hanya menyangkut 

tentang kepercayaan  dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga 

berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang 

yang beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang 

 
96 Salim Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 

1993) Vol II.hlm. 448-449. 
97 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Herry 

Noer Aly, (Semarang : Toha Putra, 2009) Vol.V.hlm.112. 
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merupakan sifat terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan 

perkataan nabi Muhammad saw. 

مَا خَطبََ نَا نَبَُِّّ اللَِّ صَل ى اللَُّ عَلَيَّْهَِّ وَسَل مَ، إِلْ َّ قاَلَّ :لََّْ إِيْ مَانَّ لِمَنَّ لََّْ أمََانَ ةََّ لهَُ، وَلََّْ 

 دِيْ نَّ لِمَنَّ لََّْ عَهْدَّ لَ هَُّ

Artinya: “ Tidaklah Nabiyullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: Tidak 

sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak 

sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. 

Ahmad). 

Amanah merupakan salah satu sifat yang harus ada pada diri 

seorang rasul, yaitu sesorang yang dapat dipercaya. Diantara sifat yang 

wajib dimilik rasul adalah: 

1) Sidiq, yang mempunyai arti benar atau sungguh-sungguh  

2) Amanah, yang mempunyai arti dapat dipercaya  

3) Tabligh, yang mempunyai arti menyampaikan  

4) Fathanah, yang mempunyai arti cerdas 

Urgensi sifat amanah sangat berpengaruh bagi diri seorang 

rasul. Karena jika rasul dikenal dengan ciri seorang yang khianat, 

maka syari’at yang diajarkannya perlu dipertanyakan keabsahannya. 
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Karena tidak adanya legitimasi yang mendukung ajaran tersebut yang 

membuat orang meragukannya.98 

 Contohnya seperti amanah nabi nuh. Firman Allah swt 

dalam (QS. As-Syu’ara: 105-107). 

  كَذ بَتَّ قَ وْمَُّ نوُح َّ الْمُرْسَلِيَّ

 إِذَّْ قاَلَّ لََمَُّْ أَخُوهُمَّْ نوُح َّ أَلْ تَ ت  قُونَّ

َّ لَكُمَّْ رَسُول َّ أمَِي َّ  إِنِّ

Artinya: "Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika 

saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, Mengapa kamu 

tidak bertakwa?, Sesungguhnya aku ini seorang rasul 

kepercayaan (yang diutus) kepadamu,” 

Ayat-ayat tersebut mengisahkan perihal antara hamba dan 

seorang utusan Allah, yaitu nabi Nuh as. Allah menunjuknya sebagai 

rasul pertama bagi seluruh umat manusia, yang mana pada masa 

jahiliyyah semua orang masih menyembah berhala. Datangnya nabi 

Nuh sebagai utusan Allah ditentang oleh kaumnya sendiri dan mereka 

tidak mempercayainya. Allah menganggap kaum nabi nuh 

mengingkari semua utusannya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, 

“Kaum Nuh telah mendustakan para rasul” tatkala nabi Nuh 

menanyakan “Mengapa kamu tidak bertaqwa?” yaitu kenapa kalian 

berani menyembah kepada kepada selain Allah.99 

 
98 Syahrin Harahap, Ensiklopedi Akidah Islam, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.62. 

 
99 M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, 

Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2021.h. . https://journal.staidk.ac.id 

diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB 
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Nabi nuh membenarkan perkataan tersebut sebagai sebuah 

sikap yang menyekutukan Allah. Ia heran terhadap kaumnya yang 

syirik kepada Allah, padahal sebelumnya ia telah memperingatkan 

mereka. Padahal nabi nuh adalah orang yang dipercaya oleh kaumnya 

dan mereka tidak pernah curiga kepadanya. 

Dari makna amanah terdahulu bahwasanya kata amanah 

memiliki arti yang beragam, tidak terbatas dengan kekhususan 

tertentu, menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya amanah terbagi menjadi 

tiga kategori:  

a. Amanah antara hamba dan Tuhannya. 

b. Amanah antara hamba dan sesamanya 

c. Amanah hamba terhadap dirinya sendiri. 

Pertama: kategori ini merupakan sebuah kewajiban yang 

diperintahkan Allah kepada hambanya, amanah tersebut berupa 

ketakwaan kepada Allah yang direalisasikan dengan memenuhi segala 

perintah Allah dan menjaga diri agar tidak melakukan segala 

laranganya. Serta memanfaatkan anggota badan untuk menjadikan 

diri sebagai hamba yang taat kepada tuhannya. Menurut beberapa 

pendapat bahwa segala bentuk kemaksiatan itu termasuk dari 

pengkhianatan terhadap Allah. 



92 

 

 

 

Kedua: sudah menjadi hukum alam bahwa manusia 

mempunyai ketergantungan satu sama lain, karena manusia 

merupakan makhluk yang bersosial. Keterikatan dan ketergantungan 

dengan yang lain pun pasti selama ia masih hidup dimuka bumi. Oleh 

karena itu, amanah dalam kategori ini ruang lingkupnya adalah 

kehidupan antar sesama manusia, contohnya seperti: titipan yang 

dikembalikan kepada pemiliknya, menjaga rahasia, tidak menipu dan 

lain sebagainya. 

Ketiga: menjaga diri sendiri juga merupakan amanah yang 

allah tugaskan kepada hambanya. Bukti penjagaan terhadap diri 

tersebut direalisasikan dengan memilihkan sesuatu yang baik dan 

yang memiliki manfaat terhadap dirinya, baik itu dalam urusan agama 

maupun urusan duniawi. Serta tidak melakukan hal yang memberi 

dampak negatif untuk dirinya dan perlunya mengetahui ilmu tentang 

kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya supaya terhindar dari 

berbagai macam penyakit.100 

Tafsir di atas menjadi jembatan pemisah bahwasannya 

amanah yang dikonsepkan dalam islam bukan hanya perihal tanggung 

jawab pada sesama saja seperti halnya pemahaman terminologi 

amanah dalam versi  Eropa pada umumnya yang dikenal dengan 

 
100 M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, 

Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2021.h. . https://journal.staidk.ac.id 

diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB 
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responsibility, namun lebih dari itu di dalamnya memuat 

pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan juga dirinya sendiri.  

Manusia adalah salah satu makhluk yang disifati dengan 

amanah, dimana sebelumnya Allah juga menawarkannya kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung. Seperti cerita yang disebutkan 

dalam (QS. Al-Ahzab: 72). 

اِنّ َّ عَرَضْنَا الْْمََانةَََّ عَلَى الس مٰوٰتَّ وَالَْْرْضَّ وَالْْبَِالَّ فاَبََيَّْ انََّْ يَّ ْمِلْنَ هَا وَاَشْفَقْنَّ 

ٖ   كَانَّ ظلَُوْمرا جَهُوْلْر َّ َّ انِ ه
 
نْسَانُ هَا وَحََلََهَا الِْْ  مِن ْ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat 

kepada langit, bumi dan gunung- gunung, Maka semuanya 

enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.” 

Menurut Umar al-Biqa’i maksud dari kata al-insan disana 

adalah kebanyakan manusia, bukanlan setiap individu. Maka dari itu 

orang yang amanah lebih sedikit, karena kebanyakan manusia 

melakukan khianat yang didasari keinginan nafsu. Oleh karena itulah 

Allah memberi sifat zalum jahul kepada manusia supaya mereka 

belajar bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan penuh 

kekurangan.
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BAB III 

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK 

NEGARA (BUMN) DALAM PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR 

PER-10/MBU/10/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 

TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 

A. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Menurut Peraturan Menteri 

BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020  

Secara ikhusus ipersyaratan ipengangkatan iKomisaris iBUMN 

idiatur idalam i iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

02/MBU/02/2015 iserta iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor 

iPER10/MBU/10/2020 itentang iPerubahan iAtas iPeraturan iMenteri 

iBUMN iNomor iPER02/MBU/02/2015 itentang iPersyaratan idan iTata 

icara iPengangkatan idan iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris 

idan iDewan iPengawas iBUMN. iAdapun iRuang ilingkup ipengaturan 

idalam iPeraturan iMenteri iini imeliputi:101 

1) Persyaratan icalon ianggota iDewan iKomisaris. 

1. Persyaratan iFormal, iyaitu: 

a. iOrang iperseorangan; 

b. iCakap imelakukan iperbuatan ihukum; i 

 
101 iiLihat iilebih iilanjut iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiNomor iiPER-10/MBU/10/2020 

iitentang iiPersyaratan iiDan iiTata iiCara iiPengangkatan iiDan iiPemberhentian iiAnggota 

iiDewan iiKomisaris iiDan iiDewan iiPengawas iiBUMN iiTahun ii2020. 
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c. iTidak ipernah idinyatakan ipailit idalam iwaktu i5 i(lima) 

itahun isebelum ipencalonan; 

d.bTidak ipernah imenjadi ianggota iDireksi iatau ianggota 

iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas i iyang idinyatakan 

ibersalah imenyebabkan isuatu iPerseroan/Perum idinyatakan 

ipailit idalam iwaktu i5 i(lima) itahun isebelum ipencalonan; 

idan 

e. i iTidak ipernah idihukum ikarena imelakukan itindak ipidana 

iyang imerugikan ikeuangan inegara idan/atau iyang 

iberkaitan idengan isektor ikeuangan idalam iwaktu i5 i(lima) 

itahun isebelum ipencalonan. 

2. Persyaratan iMateriil, iyaitu i: 

a. iIntegritas; i 

b. iDedikasi; 

c.iMemahami imasalah-masalah imanajemen iperusahaan iyang 

iberkaitan idengan isalah isatu ifungsi imanajemen; 

d.iMemiliki ipengetahuan iyang imemadai idi ibidang iusaha 

iPersero/Perum idimana iyang ibersangkutan idicalonkan; idan 

e. iDapat imenyediakan iwaktu iyang icukup iuntuk 

imelaksanakan itugasnya. 

3. Persyaratan iLain, iyaitu i: 

a. iBukan ipengurus iPartai iPolitik idan/atau icalon ianggota 

ilegislatif idan/atau ianggota ilegislatif. iCalon ianggota 
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ilegislatif iatau ianggota ilegislatif iterdiri idari icalon/ ianggota 

iDPR, iDPD, iDPRD iTingkat iI, idan iDPRD iTingkat iII; 

b.kBukan icalon iKepala/Wakil iKepala iDaerah idan/ iatau 

iKepala/Wakil iKepala iDaerah; 

c. iTidak imenjabat isebagai ianggota iDewan iKomisaris/Dewan 

iPengawas ipada iBUMN iyang ibersangkutan iselama i2 i(dua) 

iperiode iberturut-turut; 

d. iSehat ijasmani idan irohani idan itidak isedang imenderita 

isuatu ipenyakit iyang idapat imenghambat ipelaksanaan itugas 

isebagai ianggota iDewan iKomisaris, iyang idibuktikan 

idengan isurat iketerangan isehat idari iDokter; 

e. iBagi ibakal icalon idari iKementerian iTeknis iatau iInstansi 

iPemerintah ilain, iharus iberdasarkan isurat iusulan idari 

iinstansi iyang ibersangkutan; idan 

f. iiBagi ibakal icalon ianggota iDewan iKomisaris iyang iberasal 

idari ipenyelenggara inegara iharus imelaporkan iLaporan 

iBarta iKekayaan iPenyelenggara iNegara i(LHKPN) iselama 

i2 i(dua) itahun iterakhir iyang idibuktikan idengan iBukti 

iLapor iLHKPN ikepada iinstitusi iyang iberwenang. 

2) Tata icara ipengangkatan ianggota iDewan iKomisaris. 

1. iSumber iBakal iCalon. iSumber ibakal icalon iDewan iKomisaris 

iBUMN iberasal idari: 

a. iMantan iDireksi iBUMN; 
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b. iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas iBUMN; 

c. iPejabat iStruktural idan iPejabat iFungsional iPemerintah; 

d. iSumber iLain. 

2. iPenjaringan i: 

a. iMenteri, iWakil iMenteri, iSekretaris iKementerian, idan/ iatau 

iDeputi imencari ibakal icalon idari iberbagai isumber. 

b. iSemua ibakal icalon idiadministrasikan ioleh iDeputi. 

3. iPenilaian i: 

a. iBakal icalon iyang iakan iditetapkan imenjadi icalon ianggota 

iDewan iKomisaris, iadalah iseseorang iyang itelah idinyatakan 

imemenuhi iPersyaratan iFormal, iPersyaratan iMateriil, idan 

iPersyaratan iLain. 

b. iEvaluasi ipemenuhan iPersyaratan iFormal idan iPersyaratan 

iLain idilakukan ioleh iDeputi. iDalam ihal iDeputi itidak 

imemiliki idata idan/atau iinformasi iyang icukup, ipembuktian 

idapat idilakukan idengan imenandatangani ipemyataan 

ipemenuhan iPersyaratan iFormal idan iPersyaratan iLain ioleh 

ibakal icalon iyang ibersangkutan. i 

c. iApabila idi ikemudian ihari iternyata ipernyataan isebagaimana 

idimaksud ipada iangka i2 iterbukti itidak ibenar, imaka iyang 

ibersangkutan idiberhentikan idengan itidak ihormat idari 

ijabatannya isebagai ianggota iDewan iKomisaris, idan iMenteri 
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imemproses ipernyataan iyang itidak ibenar itersebut isesuai 

idengan iketentuan iyang iberlaku. 

d. iPenilaian ipemenuhan iPersyaratan iMateriil, idilakukan ioleh 

iTim iyang idibentuk ioleh iMenteri. 

e. iPenilaian ipemenuhan iPersyaratan iMateriil, idilakukan 

idengan icara: 

a) menilai idaftar iriwayat ihidup idan idokumen ipendukung; 

b) khusus iuntuk imenilai iintegritas idilakukan idengan 

ipernyataan itertulis idari icalon iyang ibersangkutan; 

idan/atau 

c) wawancara. 

f. Hasil iPenilaian idisajikan idalam ibentuk inarasi ikualitatif 

idengan ikriteria"Disarankan" iatau i"Tidak iDisarankan". 

g. Penilaian isebagaimana idimaksud ipada ihuruf ie, itidak 

idilakukan iapabila ibakal icalon imerupakan ipejabat iex 

iofficio idan ipejabat iPemerintah iyang idiangkat idengan 

iKeputusan iPresiden. i 

h. Bagi iBUMN itertentu iyang iberdasarkan iperaturan 

iperundangundangan ipengangkatan ianggota iDewan 

iKomisaris imemerlukan ipenilaian ioleh iregulator, iPenilaian 

isebagaimana idimaksud ipada ihuruf ie, itidak idiwajibkan, 

iselanjutnya ipemenuhan ipersyaratan imateriil isepenuhnya 

idisesuaikan idengan ihasil ipenilaian iregulator. 
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i. Pengangkatan ikembali ianggota iDewan iKomisaris ipada 

iBUMN iyang isama, idilakukan iberdasarkan ipenilaian iDeputi 

iatas ikemampuan iyang ibersangkutan imelaksanakan itugasnya 

idengan ibaik iselama imasa ijabatannya. iPenyajian ihasil 

ipenilaian idilakukan idalam ibentuk inarasi ikualitatif. i i 

4. iUsulan iPengangkatan i: 

a. iBagi icalon iyang itelah idinyatakan imemenuhi iPersyaratan 

iFormal, idan iPersyaratan iLain iserta itelah idilakukan 

iPenilaian idengan ikriteria i"Disarankan", idapat iditetapkan 

imenjadi ianggota iDewan iKomisaris. 

b. iBagi iBUMN itertentu, ipenetapan iseseorang imenjadi 

ianggota iDewan iKomisaris idapat idilakukan isetelah 

idinyatakan ilulus iPenilaian isesuai iketentuan isektoral 

i(sesuai iketentuan iyang iberlaku idi ibidang iusaha iBUMN 

iyang ibersangkutan). iDalam ihal ipenetapan ianggota iDewan 

iKomisaris idilakukan isebelum iPenilaian isesuai iketentuan 

isektoral, imaka idalam ikeputusan ipengangkatannya 

idinyatakan ibahwa ipengangkatan iyang ibersangkutan 

iberlaku iefektif isejak idinyatakan ilulus iPenilaian. 

c. iPenetapan iseseorang imenjadi ianggota iDewan iKomisaris 

idapat idilakukan imelalui icara: 

a) Keputusan iMenteri iapabila iseluruh isaham/modal 

iBUMN idimiliki ioleh iNegara; 



100 

 

 

 

b) Keputusan iRUPS iatau ikeputusan iseluruh ipemegang 

isaham isecara isirkuler iapabila itidak iseluruh isaham 

idimiliki ioleh iNegara. 

d. iBagi iBUMN iterbuka, idaftar iriwayat ihidup icalon ianggota 

iDewan iKomisaris iyang iakan idiusulkan iuntuk idiangkat 

idalam iRUPS, iwajib itersedia idan idiumumkan ipada isaat 

ipenyelenggaraan iRUPS isebelum ipengambilan ikeputusan 

imengenai ipengangkatan iyang ibersangkutan isebagai 

ianggota iDewan iKomisaris. 

e.iiSebelum iditetapkan imenjadi ianggota iDewan 

iKomisaris/Dewan iPengawas, iyang ibersangkutan iharus 

imenandatangani isurat ipernyataan imengundurkan idiri idari 

ijabatan ilain iyang idilarang iuntuk idirangkap idengan 

ijabatan ianggota iDewan iKomisaris iterhitung isejak iyang 

ibersangkutan idiangkat imenjadi ianggota iDewan iKomisaris 

i(jika iada). iDalam ihal iyang ibersangkutan itidak 

imengundurkan idiri idalam ijangka iwaktu isebagaimana 

idiatur idalam iperaturan iperundang-undangan, imaka 

ijabatannya isebagai ianggota iDewan iKomisaris iBUMN 

iberakhir ipada ibatas iwaktu itersebut. 

f. iDalam ihal ikeputusan ipengangkatan idilakukan idengan 

iKeputusan iMenteri iatau ikeputusan iseluruh ipemegang 

isaham isecara isirkuler, imaka isetelah iKeputusan iditetapkan, 
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iDeputi imemproses ipenyerahan iSurat iKeputusan ikepada 

ianggota iDewan iKomisaris. iDalam iproses ipenyerahan, 

iDeputi idibantu ioleh ipejabat iEselon iII iyang ibertanggung 

ijawab idi ibidang ihukum, iAsisten iDeputi iyang imembidangi 

imanajemen isumber idaya imanusia, idan iAsisten iDeputi 

iSektor. 

g. iSetelah ipenyerahan idilakukan, iseluruh idokumen idiserahkan 

ikepada iDeputi iuntuk idiadministrasikan. 

h. iDalam ihal ipengangkatan iakan iditetapkan idalam iRUPS, 

ipenyampaian ihasil iPenilaian ikepada iMenteri idisertai 

idengan isurat ipenetapan icalon idan isurat ikuasa iuntuk 

imenghadiri idan imengambil ikeputusan idalam iRUPS. 

iSetelah iRUPS idilaksanakan, iseluruh idokumen idiserahkan 

ikepada iDeputi iuntuk idiadministrasikan. 

i. iDeputi imengadministrasikan isemua idokumen iterkait idengan 

ipengangkatan ianggota iDewan iKomisaris, itermasuk 

idokumentasi iproses ipengangkatan idan iPenilaian. 

j. iAnggota iDewan iKomisaris iterpilih imenandatangani isurat 

ipernyataan iyang iberisi ikesanggupan iuntuk imenjalankan 

itugas idengan ibaik idan ibersedia idiberhentikan isewaktu-

waktu iberdasarkan ipertimbangan iMenteri/RUPS. 

k. iAnggota iDewan iKomisaris imulai imenjabat isecara iefektif 

iterhitung isejak itanggal ipenyerahan ikeputusan iatau itanggal 
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iyang iditetapkan idalam ikeputusan iMenteri/RUPS/seluruh 

ipemegang isaham isecara isirkuler. 

Permen-BUMN iPER-10/MBU/10/2020 imengubah ibeberapa 

iketentuan isebagaimana idiatur idalam iPermen-BUMN iPER-

02/MBU/02/2015, isalah isatunya imengenai ilarangan ijabatan irangkap. 

iPermen iBUMN iPER-10/MBU/10/2020 imenambahkan iketentuan 

ijabatan irangkap idalam iBab iV imengenai iRangkap iJabatan idan 

iLarangan iJabatan iRangkap isebagai iberikut:102 

A. iJabatan iRangkap 

(1) Dewan iKomisaris idan iDewan iPengawas idapat imerangkap 

ijabatan isebagai iDewan iKomisaris ipada iperusahaan iselain 

iBUMN, idengan iketentuan imengacu ipada iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan isektoral. 

(2) Bagi iDewan iKomisaris idan iDewan iPengawas iyang 

imerangkap ijabatan isebagai iDewan iKomisaris ipada 

iperusahaan iselain iBUMN isebagaimana idimaksud ipada iangka 

i(1), iwajib imemenuhi ipresentase ikehadiran idalam irapat 

iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas iBUMN iselama isatu 

itahun ipaling isedikit i75% i(tujuh ipuluh ilima ipersen) 

ikehadiran, isebagai ipersyaratan iuntuk imemperoleh 

itantiem/insentif ikinerja ibagi iyang ibersangkutan. 

 
102 iiLihat iilebih iilanjut iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiNomor iiPER-

10/MBU/10/2020 iitentang iiPersyaratan iiDan iiTata iiCara iiPengangkatan iiDan 

iiPemberhentian iiAnggota iiDewan iiKomisaris iiDan iiDewan iiPengawas iiBUMN iiTahun 

ii2020. 
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B. iLarangan iJabatan iRangkap 

(1) Anggota iDewan iKomisaris idan/ iatau iDewan iPengawas 

idilarang imemangku ijabatan irangkap isebagai iAnggota iDewan 

iKomisaris idan/atau iDewan iPengawas iBUMN, ikecuali 

iberdasarkan ipenugasan ikhusus idari iMenteri. i 

(2) Anggota iDewan iKomisaris idan/atau iDewan iPengawas 

idilarang imemangku ijabatan irangkap isebagai ianggota iDireksi 

ipada iBUMN, iBadan iUsaha iMilik iDaerah, iBadan iUsaha 

iMilik iSwasta, iatau imenduduki ijabatan iyang iberdasarkan 

iperaturan iperundangundangan idilarang iuntuk idirangkap 

idengan ijabatan ianggota iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas, 

iatau ijabatan iyang idapat imenimbulkan ibenturan ikepentingan 

idengan iBUMN iyang ibersangkutan, ikecuali imenandatangani 

isurat ipernyataan ibersedia imengundurkan idiri idari ijabatan 

itersebutjika iterpilih isebagai ianggota iDewan iKomisaris/Dewan 

iPengawas iBUMN. i 

(3) iAnggota iDewan iKomisaris iatau iDewan iPengawas iyang 

imemangku ijabatan irangkap isebagaimana idimaksud ipada 

iangka i1 idan i2, imasa ijabatannya isebagai ianggota iDewan 

iKomisaris/Dewan iPengawas iberakhir ikarena ihukum isejak isaat 

ianggota iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas ilainnya iatau 



104 

 

 

 

iAnggota iDireksi iatau iRUPS/Menteri imengetahui iperangkapan 

ijabatan isebagaimana idimaksud. 

(4) iDalam ijangka iwaktu ipaling ilambat i7 i(tujuh) ihari iterhitung 

isejak idiketahui iperangkapan ijabatan isebagaimana idimaksud 

ipada iangka i1 idan i2, ianggota iDewan iKomisaris/Dewan 

iPengawas ilainnya, iatau ianggota iDireksi, iharus imenyampaikan 

ipemberitahuan i ikepada i iRUPS/Menteri iterkait iperangkapan i 

ijabatan idimaksud, iuntuk iselanjutnya idilakukan iproses 

ipenetapan ipemberhentian. i 

(5) iPerbuatan ihukum iyang idilakukan iuntuk idan iatas inama 

iBUMN ioleh ianggota iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas 

isetelah iberakhir ikarena ihukum isebagaimana idimaksud ipada 

iangka i3, iadalah itidak isah idan imenjadi itanggung ijawab 

ipribadi ianggota iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas iyang 

ibersangkutan. 

(6) iKetentuan isebagaimana idimaksud ipada iangka i5, itidak 

imengurangi itanggung ijawab ianggota iDewan iKomisaris/Dewan 

iPengawas iyang ibersangkutan iterhadap ikerugian iBUMN iyang 

idisebabkan ikesalahan iatau ikelalaian ianggota iDewan 

iKomisaris i/ iDewan iPengawas iyang ibersangkutan idalam 

imenjalankan itugasnya, iapabila ianggota 

iDewanKomisaris/Dewan iPengawas iterdiri iatas i2 i(dua) 
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ianggota iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas iatau ilebih, 

itanggung ijawab isebagaimana idimaksud ipada iayat iini, iberlaku 

isecara itanggung irenteng ibagi isetiap ianggota iDewan 

iKomisaris/Dewan iPengawas. 

B. Rangkap iJabatan iDewan iKomisaris iMenurut iUndang-Undang 

iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara. 

Komisaris iadalah iorgan ipersero iyang ibertugas imelakukan 

ipengawasan idan imemberikan inasihat ikepada idireksi idalam 

imenjalankan ikegiatan ipengurusan ipersero. iAnggota idewan ikomisaris 

iBUMN idiangkat iberdasarkan ipertimbangan iintegritas, idedikasi, 

imemahami imasalah-masalah imanajemen iperusahaan iyang iberkaitan 

idengan isalah isatu ifungsi imanajemen, imemiliki ipengetahuan iyang 

imemadai idi ibidang iusaha ipersero itersebut, iserta idapat imenyediakan 

iwaktu iyang icukup iuntuk imelaksanakan itugasnya. i 

Terdapat idalam iPasal i33, idimana ipada ipasal itersebut 

imenjelaskan imengenai ijabatan ijabatan iyang idilarang iuntuk 

idirangkap ioleh ikomisaris iyakni iantara ilain: 

1. Sebagai ianggota idireksi ibaik ipada iBUMN, iBUMD, iBUMS, 

serta ijabatan iyang imemungkinkan iuntuk imenimbulkan ibenturan 

kepentingan; i 



106 

 

 

 

2. Jabatan ilain isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-

undangan.103 

Terhadap ibenturan ikepentingan isendiri iterdapat ibeberapa 

ipenafsiran isebagaimana iditentukan idalam ibeberapa iperaturan 

iperundang-undangan iyang iberlaku idi iIndonesia. iPeraturan iOtoritas 

iJasa iKeuangan iRepublik iIndonesia iNomor i42/POJK.04/2020 itentang 

iTransaksi iAfiliasi idan iTransaksi iBenturan iKepentingan imenentukan 

ibenturan ikepentingan isebagai iperbedaan iantara ikepentingan 

iekonomis iperusahaan iterbuka idengan ikepentingan iekonomis ipribadi 

ianggota idireksi, ianggota idewan ikomisaris, ipemegang isaham iutama, 

iatau iPengendali iyang idapat imerugikan iperusahaan iterbuka 

idimaksud. iPeraturan iMenteri iBUMN iNo. iPER-01/MBU/01/2015 

itentang iPedoman iPenanganan iBenturan iKepentingan idi iLingkungan 

iKementerian iBadan iUsaha iMilik iNegara imenentukan ibenturan 

ikepentingan isebagai isituasi idimana ipegawai iAparatur iSipil iNegara 

i(ASN) iKementerian iBUMN imemiliki iatau ipatut ididuga imemiliki 

ikepentingan ipribadi iterhadap isetiap ipenggunaan iwewenang idalam 

ikedudukan iatau ijabatannya, isehingga idapat imempengaruhi ikualitas 

ikeputusan idan/atau itindakannya. iTerdapat itiga iunsur idalam 

ibenturan ikepentingan, iyakni: 

(1) Hadirnya ikepentingan ipribadi iyang idapat iberupa ikepentingan 

 
103 iLihat ilebih ilanjut iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha 

iMilik iNegara 
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ifinansial, ikeluarga, iatau ikepentingan ilainnya; 

(2) Tanggung ijawab iwewenang idiartikan isebagai itugas iyang 

idiemban ikarena i 

jabatannya idiberikan ioleh iketentuan iyang iberlaku; 

(3) Tanggung ijawab iprofesional, iyaitu iobjective iprofessional 

ijudgment. 

Terkait ilarangan irangkap ijabatan itersebut idimaksudkan iagar 

ianggota iDewan iKomisaris ibenar-benar imenggunakan isegala itenaga 

idan ipikirannya idan/atau iperhatian isecara ipenuh ipada itugas, 

ikewajiban idan ipencapaian itujuan iPersero iserta imenghindari 

i timbulnya ibenturan ikepentingan.104 iMaka idari i itu ijika 

idisimpulkan idari ipasal itersebut idi iatas iPasal i33 iUU iBUMN idapat 

idikatakan ibahwa iUU iyang idimaksud imemberikan iatau i imengatur 

iperihal iperlarangan iterhadap iperistiwa irangkap ijabatan ipada 

ianggota iDewan iKomisaris ipada iBUMN. 

Jika imengacu ipada iUndang-Undang iNomor i19 iTahun 

i2003 itentang iBUMN iterkait ipersyaratan ipengangkatan idan 

ipemberhentian iKomisaris iBUMN isebagai iberikut:105 

(1) Pengangkatan idan ipemberhentian iKomisaris idilakukan ioleh 

iRUPS. 

 
104 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i33 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
105 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i27 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
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(2) iDalam ihal iMenteri ibertindak iselaku iRUPS, ipengangkatan 

idanpemberhentian iKomisaris iditetapkan ioleh iMenteri. 

Kemudian idalam ipengangkatan iKomisaris iharus 

imemperhatikan ihal isebagai iberikut:106 

(1)iAnggota iKomisaris idiangkat iberdasarkan ipertimbangan 

iintegritas,dedikasi, imemahami imasalah-masalah imanajemen 

iperusahaan iyang iberkaitan idengan isalah isatu ifungsi imanajemen, 

imemiliki ipengetahuan iyang imemadai idi ibidang iusaha iPersero 

itersebut, iserta idapat imenyediakan iwaktu iyang icukup iuntuk 

imelaksanakan itugasnya. 

(2) iKomposisi iKomisaris iharus iditetapkan isedemikian irupa isehingga 

imemungkinkan ipengambilan ikeputusan idapat idilakukan isecara 

iefektif, itepat idan icepat, iserta idapat ibertindak isecara 

iindependen. 

(3) iMasa ijabatan ianggota iKomisaris iditetapkan i5 i(lima) itahun idan 

idapat idiangkat ikembali iuntuk i1 i(satu) ikali imasa ijabatan. 

(4) iDalam ihal iKomisaris iterdiri iatas ilebih idari iseorang ianggota, 

isalah iseorang ianggota iKomisaris idiangkat isebagai ikomisaris 

iutama. 

(5) iPengangkatan ianggota iKomisaris itidak ibersamaan iwaktunya 

idengan ipengangkatan ianggota iDireksi, ikecuali ipengangkatan 

iuntuk ipertama ikalinya ipada iwaktu ipendirian. 

 
106 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i28 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
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Anggota iKomisaris isewaktu-waktu idapat idiberhentikan 

iberdasarkan ikeputusan iRUPS idengan imenyebutkan ialasannya. i107 

iKetentuan ilebih ilanjut imengenai ipersyaratan idan itata icara 

ipengangkatan idan ipemberhentian iKomisaris idiatur idengan 

iKeputusan iMenteri.108 iDalam ihal iini, iKomisaris ibertugas 

imengawasi iDireksi idalam imenjalankan ikepengurusan iPersero iserta 

imemberikan inasihat ikepada iDireksi.109 

Kemudian idalam imenjalankan itugasnya iKomisaris iBUMN 

imemiliki iwewenang iyakni:110 

(1) iDalam ianggaran idasar idapat iditetapkan ipemberian iwewenang 

ikepada iKomisaris iuntuk imemberikan ipersetujuan ikepada iDireksi 

idalam imelakukan iperbuatan ihukum itertentu. 

(2) iBerdasarkan ianggaran idasar iatau ikeputusan iRUPS, iKomisaris 

idapat imelakukan itindakan ipengurusan iPersero idalam ikeadaan 

itertentu iuntuk ijangka iwaktu itertentu.

 
107 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i29 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
108 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i30 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
109 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i31 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 
110 iTerdapat idalam iPenjelasan iPasal i32 iUndang-Undang iNomor i19 iTahun i2003 

itentang i i iiKKBadan iUsaha iMilik iNegara. 



 

 

110 

 

BAB iIV 

ANALISIS iKETENTUAN iRANGKAP iJABATAN iDEWAN 

iKOMISARIS iBADAN iUSAHA iMILIK iNEGARA i(BUMN) iDALAM 

iPERATURAN iMENTERI iBUMN iNOMOR iPER-10/MBU/10/2020 iDAN 

iUNDANG-UNDANG iNOMOR i19 iTAHUN i2003 iTENTANG iBADAN 

iUSAHA iMILIK iNEGARA iPERSPEKTIF iETIKA iPOLITIK iISLAM 

A. Analisis iKetentuan iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris iBadan 

iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) idalam iPeraturan iMenteri iBUMN 

iNomor iPER-10/MBU/10/2020 idan iUndang-Undang iNomor i19 

iTahun i2003 iTentang iBadan iUsaha iMilik iNegara 

Miemp ierhatikan i i ikiet ientuan i i iUndang-Undang i i I   R iepublik 

iIndioniesia iNiom ior ii19 iiTahun ii2003 iiTentang iiBadan iUsaha iMilik 

iNegara, iidisebutkan iibahwasanya iiada iidua iiorgan iiyang iimemiliki 

iiwewenang iiguna iimenahkodai iiperseroan iitersebut, iiyakni iiDewan 

iikomisaris iiserta iidireksi. iiPada iipelaksanaannya, iiDimana iidalam i   

iipengurusannya iidireksi iibertanggung iijawab iipenuh iiterhadap 

iiperseroan iidi iipengadilan iibaik iiitu iidi iiluar iiataupun iidi iidalam. 

iiSedangkan iiDewan iiKomisaris iimemiliki iitanggung iijawab iidalam 

iimelaksanakan iipengawasan iiterhadap iioperasional iiserta 

iimemberikan iidireksi iinasihat iiterkait iiperusahaan. iiKeduanya iidalam 

iimengemban iitanggungjawab iidalam iibertindak iiharus iisesuai 

iidengan iiprinsip iitujuan iiserta iikepentingan iipersero iisupaya iisegala 

iitindakan iiyang iidilaksanakan iitidak iimengakibatkan iikerugian.i 
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iiBeberapa iiketentuan iidan iipengaturan iiyang iimemiliki iiketerkaitan 

iiterkait iibagaimana iipengangkatan iidari iiKomisaris iiBUMN iimerujuk 

iikepada iitiga iibuah iiaturan, iidimana iiaturan iitersebut iidiantaranya 

iiUU iiNo ii40 iiTahun ii2007 ii(UU iiPT), iiUU iiNo ii19 iiTahun ii2003 

ii(UU iiBUMN), iidan iiPERMEN iiBUMN iisehubungan iidengan 

iipengangkatan iianggota iiDewan iiKomisaris. iiTiap-tiap iiaturan 

iitersebut iibutuh iitinjauan iilebih iilanjut iisupaya iidapat 

iimenggambarkan iisecara iijelas iidan iitidak iiambigu iimengenai 

iiketentuan iipengangkatan iikomisaris, iiserta iimemberi iikepastian iiada 

iiatau iiketidakadaan iibentrokan iiterhadap iipengaturan ii iidi iidalamnya. 

Pengangkatan iianggota iiDireksi iimaupun iiDewan iiKomisaris 

iiyang iimerangkap iijabatan iiberpotensi iimenjadi iiindikasi iitidak 

iiberjalannya iisistem iidalam iiinternal iiBUMN. iiMengapa iidapat 

iidikatakan iidemikian,kkarena iijika iidilihat iisecara iigamblang 

iinampak iibahwa iitidak iiada iistandar iikualifikasi iiterkait iikualitas, 

iirekam iijejak, iiintegritas, iimaupundkapasitas iipara iicalon. iiJika iitidak 

iikunjung iidibenahi, iipermasalahan iiini iitidak iikunjung iituntas 

iibahkan iidapat iimemperpanjang iidan iimemperburuk iikiprah iiBUMN 

iidalam iimencari iikeuntungan iisebesar-besarnya iiuntuk iinegara 

iikarena iiterhalang iimaraknya iikasus iikorupsi, iihutang iiyang 

iimelonjak, iihingga iimengalami iikerugian. i 

 iMengenai ifenomena irangkap ijabatan iDewan iKomisaris 

iBUMN, ibahwa iipada iitahun ii2020 iirangkap iijabatan iisejatinya 
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idiizinkan iioleh iiKementerian iiBUMN iidengan iidikeluarkannya 

iPeraturan iiMenteri i(Permen) iiBUMN iiNomor iiPER-  

10/MBU/10/2020111. ii iPeraturan iMenteri i(Permen) iBUMN iNomor 

iPER-10/MBU/10/2020 imerupakan iperubahan iatas iPermen iBUMN 

iNomor iPER-02/MBU/02/2015 itentang iPersyaratan idan iTata iCara 

iPengangkatan idan iPemberhentian iAnggota iDewan iKomisaris idan 

iDewan iPengawas iBUMN. iBerkaitan idengan ilarangan iterkait idengan 

irangkap ijabatan, imaka iPermen iBUMN iNomor iPER- 

i10/MBU/10/2020 imemberikan igambaran iumum iterkait idengan irangkap 

ijabatan iyang iditujukan ipada iDewan iKomisaris. i iBAB iV ihuruf iA 

iangka i1 idinyatakan ibahwasannya iDewan iKomisaris idapat 

imerangkap ijabatan isebagai iDewan iKomisaris ipada iperusahaan iselain 

iBUMN, idengan iketentuan iyang imengacu ipada iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan isektoral. iSelanjutnya ipada iangka i2 idinyatakan 

ibahwasannya ibagi iDewan iKomisaris iyang imerangkap ijabatan 

isebagai iDewan iKomisaris ipada iperusahaan iselain iBUMN 

isebagaimana iKdimaksud ipada iangka i1, iwajib imemenuhi ipresentase 

ikehadiran idalam irapat iDewan iKomisaris/Dewan iPengawas iBUMN 

iselama isatu itahun ipaling isedikit i75% i(tujuh ipuluh ilima ipersen) 

ikehadiran, isebagai ipersyaratan iuntuk imemperoleh itantiem/insentif 

ikinerja ibagi iyang ibersangkutan. 

 
111 iiLihat iilebih iilanjut iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiNomor iiPER-

10/MBU/10/2020 iitentang iiPersyaratan iiDan iiTata iiCara iiPengangkatan iiDan 

iiPemberhentian iiAnggota iiDewan iiKomisaris iiDan iiDewan iiPengawas iiBUMN iiTahun 

ii2020. 
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Kemudian, imengenai i idengan ilarangan irangkap ijabatan 

iKomisaris iBUMN iada ipada iBAB iV ihuruf iB. iYang imana, ipada 

iBAB iV ihuruf iB iini iterdiri idari i6 iklausa. iDimana idari i6 iklausula 

itadi, ipada iBAB iV ihuruf iB iangka i1 idinyatakan ibahwa iperbuatan 

irangkap ijabatan iDewan iKomisaris iBUMN iadalah idilarang ikecuali 

idengan iadanya ipenugasan idari iMenteri iterkait. iBunyi iketentuan 

iperihal ilarangan irangkap ijabatan ipada iDewan iKomisaris iterdapat 

iperbedaan idengan iketentuan isebelumnya iyakni iPermen iBUMN 

iNomor iPER-02/MBU/02/2015. iDimana idalam iPeraturan isebelumnya 

imeskipun ihampir iserupa iakan itetapi ipada i iBAB iV ihuruf iA iangka i1, 

iterdapat isuatu iperbedaan iyang imana idinyatakan iketentuan iyang 

idimaksud iitu idilarang inamun itidak iberlaku iapabila ipengangkatan 

ianggota iDewan iKomisaris idilakukan idalam irangka ipengawasan 

iBUMN/Perusahaan idalam iprogram ipenyehatan iberdasarkan ipenugasan 

ikhusus i idan iMenteri. 

 i i i iBahwasannya ipada iPermen isebelumnya imasih iterdapat 

isuatu ikata ipembatas iyang ikuat iyang imelindungi ijabatan iterhadap 

irangkap ijabatan. iKalimat i i iini iterdapat idalam i“apabila ipengangkatan 

ianggota iDewan iKomisaris idilakukan idalam irangka ipengawasan 

iBUMN/Perusahaan idalam iprogram ipenyehatan iberdasarkan 

ipenugasan ikhusus iMenteri”. iSekiranya iperaturan isebelumnya ilebih 

itegas imelarang irangkap ijabatan idaripada iperaturan iterbarunya. 

iNamun idi idalam i peraturan i terbarunya i kalimat i dalam i ketentuan 
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i itu i dirubah i atauK idihilangkan isehingga imenjadi isedikit 

imemunculkan iambiguitas. 

Hal iini ijuga itidak iiluput iidisoroti iidan iidiberikan iicatatan 

ioleh iIndonesia iiCorruption iiWatch ii(ICW) imengenai iiPermen 

iiBUMN iiNomor iiPER-10/MBU/10/2020 iitentang iiPersyaratan iidan 

iiTata iiCara iiPengangkatan iidan iiPemberhentian iiAnggota iiDewan 

iiKomisaris iidan iiDewan iiPengawas iiBUMN iiini. iiICW iimenilai 

iiperaturan iiini iimencederai iipengangkatan iiDewan iiKomisaris iikarena 

iimemiliki iibanyak iicelah iiyang iiberpotensi iimengabaikan iikonflik 

iikepentingan iidan iiketidaksempurnaan iiintegritas. iiSehingga 

iiharapannya iiperaturan iitersebut iikembali iidirubah iidengan 

iimempertimbangkan iiaspek iikonflik iikepentingan iidan 

iiketidaksempurnaan iiintegritas. 

iDalam iihal iiini iiditemukan iiadanya iibenturan iiregulasi 

iiterkait iilarangan iijabatan iirangkap, iisalah iisatunya iiadalah iidengan 

iiberlakunya iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiPER-10/MBU/10/2020 

iitentang iiPerubahan iiAtas iiPeraturan iiMenteri iiBadan iiUsaha iiMilik 

iiNegara iiNomor iiPER-02/MBU/02/2015 iiTentang iiPersyaratan iidan 

iiTata iiCara iiPengangkatan iidan iiPemberhentian iiAnggota iiDewan 

iiKomisaris iidan iiDewan iiPengawas iiBadan iiUsaha iiMilik iiNegara 

i(Permen-BUMN iiPER-10/MBU/10/2020), iidimana iidewan iikomisaris 

iidan iidewan iipengawas iiBUMN iidapat iimerangkap iijabatan iipada 

iiperusahaan iiselain iiBUMN, iidengan iimengacu iipada iiketentuan 
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iiperaturan iiperundang-undangan iisektoral. iiKPPU iitelah 

iiberkoordinasi iidan iimenyampaikan iisurat iisaran iidan iipertimbangan 

iikepada iiKementerian iiBUMN iiyang iipada iiintinya iimenyarankan 

iiagar iiKementerian iiBUMN iimencabut iiketentuan iiyang 

iimemperbolehkan iirangkap iijabatan iidewan iikomisaris iidan iidewan 

iipengawas iidengan iidewan iikomisaris iiperusahaan iiselain iiBUMN 

iitersebut iikarena iidapat iiberpotensi iimelanggar iipersaingan iiusaha 

iiyang iisehat. 

iPengaturan iidalam iipraktik iirangkap iijabatan iidewan 

iiKomisaris iikiranya iiperlu iiditinjau iidari iisegi iikedudukan iiperaturan 

iiperundang- i iiundangan. iiMengingat iikembali iiasas iihukum iiLex 

iisuperior iiderogat iilegi iiinferior iiyang iimemiliki iimakna 

iibahwasannya iiperaturan iiyang iilebih iirendah iidilarang iibertentangan 

iiterhadap iiperaturan iiyang iiberada iidi iiatasnya. iTentu idalam ihal iini 

ibahwasanya iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiPER-10/MBU/10/2020 

isudah ijelas iberbenturan idan itidak isejalan idengan i iiperaturan idi 

iatasnya iyakni i iUU iNiom ior ii19 iiTahun ii2003. iSelain iiitu, iidalam 

iipembentukan iiperaturan iiperundang-undangan iidi isamping iiuntuk 

iimenciptakan iikepastian iihukum iitentunya iijuga iiharus 

iimemperhatikan iiaspek iikebermanfaatan iidengan iihadirnya iiperaturan 

iitersebut iiuntuk iikhalayak iiumum. iiSeperti iiyang iitercantum iidalam 

iiBAB iiII iipasal ii5 iihuruf iie iidan iipasal ii6 iihuruf iij iimengenai 

iiasas iipembentukan iiperaturan iiperundang-undangan iidalam iiUndang-
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Undang iiNomor ii13 iiTahun ii2022 iiperubahan iiatas iiUndang-Undang 

iiNomor ii12 iiTahun ii2011 iiTentang iiPembentukan iiPeraturan 

iiPerundang-Undangan. iiTertulis iibahwa iidalam iipembentukannya 

iiharus iidilakukan iiberdasarkan iiasas ii“kedayagunaan iidan 

iikehasilgunaan” iiserta iimencerminkan iiasas ii“keseimbangan, 

iikeserasian, iidan iikeselarasan”112. iiHal iiini iipula iitercantum iidalam 

iiBAB iiV iiBagian iiKetiga iiPasal ii10 iiAngka ii1 iihuruf iia iidan iib 

iiUndang-Undang iiNomor ii30 iiTahun ii2014 iitentang iiAdministrasi 

iiPemerintahan iibahwasannya iidalam iiAsas-asas iiUmum 

iiPemerintahan iiyang iiBaik iiUndang-undang iiharus iimemiliki iiasas 

iikepastian iihukum iidan iikemanfaatan.113 i 

Seperti iyang ikita iketahui ibahwa itinjauan ihukum iyang 

imendekati irealistis iialah ikepastian ihukum idan ikemanfaatan ihukum. 

iKaum ipositivisme ilebih imenekankan ipada ikepastian ihukum, 

isedangkan ikaum ifungsionalis imengutamakan ikemanfaatan ihukum, 

idan isekiranya idapat idikemukakakan ibahwa i“summum iius, isumma 

iinjuria, isumma ilex, isumma icrux” iyang ibermakna ihukum iyang ikeras 

idapat imelukai, ikecuali ikeadilan iyang idapat imenolongnya, idengan 

idemikian ikendatipun ikeadilan ibukan imerupakan itujuan ihukum isatu-

 
112 iiLihat iilebih iilanjut iiUndang-Undang iiNomor ii13 iiTahun ii2022 iiPerubahan 

iiatas iiUndang-Undang iiNomor ii12 iiTahun ii2011 iiTentang iiPembentukan iiPeraturan 

iiPerundang-Undangan 
113 iiLihat iilebih iilanjut iiUndang iiUndang iiNomor ii30 iiTahun ii2014 iitentang 

iiAdministrasi iiPemerintahan 
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satunya iakan itetapi itujuan ihukum iyang ipaling isubstantive iialah 

ikeadilan.114 

Sementara imenurut iUtrecht,115 ikepastian ihukum 

imengandung i2(dua) ipengertian iyakni: iadanya iaturan iyang ibersifat 

iumum iyang imembuat iindividu imengetahui iperbuatan iapa iyang 

iboleh iatau itidak iboleh idilakukan, idan iberupa ikeamanan ihukum ibagi 

iindividu idari ikesewenangan ipemerintah ikarena idengan iadanya 

iaturan iyang ibersifat iumum iitu iindividu idapat imengetahui iapa isaja 

iyang iboleh idibebankan iatau idilakukan ioleh inegara iterhadap 

iindividu. 

Kepastian ihukum iberasal idari iajaran iYuridis-Dogmatik 

iyang i ididasarkan ipada ialiran ipemikiran ipositivistisme idi idunia 

ihukum, iyang icenderung imelihat ihukum isebagai isesuatu iyang 

iotonom idan imandiri, ikarena ibagi ipenganut ipemikiran iini, ihukum 

itak ilain ihanya ikumpulan iaturan. iBagi ipenganut ialiran iini, itujuan 

ihukum itidak ilain idari isekadar imenjamin iterwujudnya ikepastian 

ihukum. iSifat iumum idari iaturan-aturan ihukum imembuktikan 

ibahwasanya ihukum itidak ibertujuan iuntuk imewujudkan ikeadilan idan 

ikemanfaatan itapi isemata-mata ihanya iuntuk ikepastian. 

Asas ikepastian ihukum imerupakan ijaminan ibahwa isuatu 

ihukum i iharus idijalankan idengan icara iyang ibaik idan itepat. 

 
114 iDominikus iRato, iFilsafat iHukum: i iMencari idan iMemahami iHukum 

i(Yogyakarta: iLassbang iPressindo,2010), ihlm.59. 
115 iRiduan iSyahroni, iRangkuman iIntisari iIlmu iHukum i(Bandung: iCitra iAditya 

iBakti, i1999), ihlm.23. 
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iKepastian ipada iintinya isalah isatu itujuan idari ihukum.116 iAdanya 

ikepastian ihukum idalam isuatu i inegara imembuat iadanya 

ikeseimbangan iantara iaturan ihukum idalam isuatu iperaturan 

iperundang-undangan iyang iditetapkan ioleh ipemerintah. 

iPenyelenggaraan isistem iketatanegaraan iIndonesia iyang isesuai idengan 

iasas ikepastian ihukum itentunya itidak idianggap isebagai ielemen 

imutlak, itetapi isebagai isarana iyang idigunakan isesuai idengan isituasi 

idan ikondisi iyang imemperhatikan iasas imanfaat idan iefesiensi.I 

Berdasarkan iaspek-aspek ipenelitian idi iatas imaka idiperoleh 

ihasil idilihat iidari iiproses iiimplementasinya iiPeraturan iiMenteri 

iiBUMN iiNomor iiPER-10/MBU/10/2020 iijustru iimemberikan 

iiketidakpastian iihukum iiperihal iirangkap iijabatan iidewan iikomisaris 

iiBUMN iiyang iisecara iijelas iibertentangan idengan iiperaturan iidi 

iiatasnya iiyakni iiUndang-Undang iiNomor ii19 iiTahun ii2003 iiTentang 

iiBadan iiUsaha iiMilik iiNegara iitelah iimelarangnya. i iiBegitupun 

idengan ipersyaratan iDewan iKomisaris iBUMN i, ibaik idari iproses 

ipengangkatannya imaupun iipemberhentian. iiMengingat iiDewan 

iiKomisaris iidalam iihal iiini iimemiliki iiroleplayer iiyang iicukup 

iipenting iidalam iimenjalankan iiperusahaan iimelalui iitata iikelola 

iiyang iibaik iidan iisehat. i 

Oleh ikarena iitu, iKonsiderans iUndang-Undang iNomor i19 

iTahun i2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara i(UU i19/2003) 

 
116 iAwaludin iMarwan, iTeori iHukum iKontemporer iSuatu iPengantar 

iPosmoderenisme iHukum i i(Yogyakarta: iRangkang iEducation, i2010), ihlm i24. 
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isudah itepat imenjadi ipondasi iutama ipengelolaan iBadan iUsaha iMilik 

iNegara i(BUMN) idalam irangka imengoptimalkan iperan iBUMN, itata 

ikepengurusan idan ipengawasannya iharus idilakukan isecara 

iprofesional. 

B. Analisis iEtika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan 

Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan 

Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

Mienurut kajian Etika Politik, Etika Politik tidak menawarkan 

suatu sistem normatif sebagai dasar negara, namun etika bersifat reflektif 

yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-

masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang 

bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etika politik 

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia 

dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang 

berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia  sebagai manusia 

dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik. 

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik 

ideologi tetapi bukan negara dan hukum melainkan berupa paham paham 

dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika 

politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan 

ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, 
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dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasan 

harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. 

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Al 

Quran dan hadis. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi 

manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah 

norma-norma agama. Dalam Etika Politik Islam, sikap 

pertanggungjawaban ini sering disebut dengan istilah amanah. Secara 

bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja amina-

ya`manuamnan-wa amanatan. Yang mempunyai makna aman, tenang dan 

tentram.117 Dan dalam kamus al-munawwir disebutkan bahwa makna 

amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya.118 

Perilaku amanah dalam islam berbeda dengan 

pertanggungjawaban/responsibility dalam terminologi Eropa. Dalam 

terminologi Eropa konsep pertanggungjawaban diperuntukan kepada 

sesama manusia. Perilaku amanah dalam islam disebutkan di dalam Al 

Quran sebanyak 14 kali yang tersebar di dalam 10 surat. Maksud amanah 

di dalam Al-Qur’an terbagi tiga: pertama, kewajiban; kedua, titipan; dan 

ketiga, dapat dipercaya. Amanah merupakan sebuah konsep dalam Al 

Quran yang berkaitan dengan hakikat keagamaan seorang muslim, yakni 

memuat konsep ihsan di dalamnya. Dalam konsep ihsan 

 
117 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata , (Jakarta : Lentera 

Hati, 2007), hlm.83. 
118 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya : 

Pustaka Progressif,  1997), hlm.41. 
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pertanggungjawaban yang dimaksud adalah amanah antara hamba dengan 

Tuhannya. Amanah tersebut berupa ketakwaan kepada Allah yang 

direalisasikan dengan memenuhi segala perintah Allah dan menjaga diri 

agar tidak melakukan segala laranganya. Serta memanfaatkan anggota 

badan untuk menjadikan diri sebagai hamba yang taat kepada tuhannya. 

Menurut beberapa pendapat bahwa segala bentuk kemaksiatan itu 

termasuk dari pengkhianatan terhadap Allah. 

 Al-Qur’an menyeru kepada umat manusia untuk untuk 

mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada 

dalam (QS. An-Nisa: 58) 

اِن َّ اللََّّٰ يََمُْركُُمَّْ انََّْ تُ ؤَدُّوا الََّْْمٰنٰتَّ اِلَّٰٓ اهَْلِهَا َّ وَاَِّذَاَّ حَكَمْتُمَّْ بَيَّْ الن اسَّ انََّْ تَْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ َّ 

ي ْعرا بَصِيْرَّ ۗ َّ اِن َّ اللََّّٰ كَانَّ سََِ   ٖ  اِن َّ اللََّّٰ نعِِم ا يعَِظُكُمَّْ بهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 

 

Seruan Al-Qur’an kepada amanah bukan hanya menyangkut 

tentang kepercayaan  dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga 

berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang yang 

beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang merupakan sifat 

terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan perkataan nabi Muhammad 

saw. 
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مَا خَطبََ نَا نَبَُِّّ اللَِّ صَل ى اللَُّ عَلَيْهَِّ وَسَل مَ، إِلْ َّ قاَلَّ :لََّْ إِيْ مَانَّ لِمَنَّ لََّْ أمََانَ ةََّ لهَُ، وَلََّْ 

 دِيْ نَّ لِمَنَّ لََّْ عَهْدَّ لَ هَُّ

Artinya: “ Tidaklah Nabiyullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: Tidak 

sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak 

sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. 

Ahmad). 

Diengan  d iemikian  apabila  m ielihat dalil-dalil s ierta p iendapat 

diatas, m ienurut p ienulis dirancang s ierta dik ieluarkannya UU N iom ior 19 

Tahun 2003 siebagai dasar hukum larangan rangkap jabatan sudah sangat 

tepat karena dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya 

yang paling utama adalah aspek amanah atau tanggungjawab dalam 

mengembang jabatan tersebut. Jabatan yang dimaksudkan yaitu jabatan 

fungsional dalam kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang pejabat dalam suatu satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini yakni Dewan Komisaris 

BUMN. I 

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tengah 

dalam kondisi sakit. Kementerian BUMN mencatat, jumlahnya sebanyak 

14 perusahaan. Saat ini nasib ke-14 perusahaan tersebut tengah dikaji oleh 

Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Bila 14 perusahaan ini tidak dapat 

diselamatkan maka Kementerian BUMN akan kembali melakukan 

penutupan. Ketetapan ini seiring dengan rencana perampingan perusahaan 
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BUMN hingga jumlahnya menjadi 40 perusahaan dengan 12 klaster yang 

membidangi fokus bisnis berbeda-beda satu dengan lainnya. 

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi 

mengatakan, dari total 14 BUMN sakit, 6 di antaranya terancam 

dibubarkan. Mereka adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok Dan 

Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata 

Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen 

Kupang. 

Selanjutnya, 4 BUMN berpeluang terselamatkan atau dilakukan 

penyehatan dan restrukturisasi. Empat BUMN tersebut di antaranya, PT 

Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau Persero Batam, 

PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja 

Bahari (Persero), dan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk dialihkan 

atau inbreng kepada PT Danareksa (Persero). 

Sementara sisanya, 4 BUMN lainnya perlu penanganan lebih 

lanjut yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Primissima 

(Persero), Perum Percetakan Negara RI, dan PT Djakarta Lioyd (Persero). 

Daftar 14 BUMN Sakit Jadi Pasien PPA: 

1. PT Barata Indonesia (Persero) 

2. PT Boma Bisma Indra (Persero) 

3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 

4. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) 
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6. PT Djakarta Lloyd (Persero) 

7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) 

8. PT Persero Batam 

9. PT Inti (Persero) 

10. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) 

11. PT Indah Karya (Persero) 

12. PT Amarta Karya (Persero) 

13. PT Semen Kupang (Persero) 

14. PT Primissima (Persero)119 

Berikut data yang dikeluarkan Kementrian BUMN terkait Penyertaan 

Modal Negara dan Deviden dari tahun 2020-2024:  

Grafik 1.1. Data Penyertaan Modal Modal Negara terhadap BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Arrijal Rachman , i“14 BUMN Sakit, 6 Perusahaan Sekarat Terancam Disuntik Mati-Ini 

Namanya”, iterdapat idalam ihttps://www.cnbcindonesia.com/market/20240630180356-17-

550580/14-bumn-sakit-6-perusahaan-sekarat-terancam-disuntik-mati-ini-namanya, idiakses 

itanggal i12 Oktober i2024, pukul 14.00 WIB 
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Grafik 1.2. Data Penerimaan Negara dari Deviden BUMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir 

mengatakan kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir. Erick menyampaikan penerimaan negara dari 

BUMN dalam bentuk pajak, dividen dan PNBP lainnya sudah mencapai 

21,9 persen dari total pendapatan negara di luar hibah untuk 2023. Ia 

mengatakan bahwa kontribusi BUMN terhadap penerimaan fiskal ini 

meningkat terutama akibat pertumbuhan dividen yang meningkat dari Rp 

39,7 triliun di 2022 menjadi Rp 81,2 triliun pada 2023. Erick menyebut 

kinerja apik ini dilandasi oleh realisasi estimasi laba bersih unaudited 

sebesar Rp 292 triliun. Erick mengatakan estimasi laba bersih ini tumbuh 

15 persen dibandingkan angka laba bersih tahun 2022 sebelum laba non-

recurring Garuda dan angka-angka laporan keuangan gabungan sedang 
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dalam proses audit yang diharapkan akan selesai pada Mei-Juni 2024 

seiring penyelesaian audit masing-masing BUMN. Tak hanya itu, Erick 

mengatakan proporsi dividen BUMN saat ini lebih besar daripada 

penyertaan modal negara (PMN). Hal ini tentu merupakan kabar yang 

menggembirakan bagi kinerja dan kontribusi BUMN terhadap negara. 

Bahwa, ada Rp13,6 triliun untuk PMN itu bagian dari alokasi cadangan 

investasi tahun 2024 yang kalau kita lihat kumulatif sudah disepakati 

kemarin, dan dividennya Rp81,2 triliun. Jadi, antara PMN dan dividen 

memiliki selisih yang cukup jauh. 

Dalam paparannya, Erick membeberkan sebaran realisasi dan 

usulan PMN tunai 2020-2024 dengan total sebesar Rp226,1 triliun. 

Rinciannya, Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 

triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 

2024. Sementara, total realisasi dan usulan dividen 2020- 2024 sebesar 

Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Adapun rincian dividen pada 

2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun 

pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Erick 

Thohir mengatakan adanya data ini supaya menteri selanjutnya paling 

tidak sudah punya catatan buat PMN dan dividen berikutnya. Erick tak 

ingin penerusnya nanti kebingungan dalam melihat data PMN dan 

dividen. Hal ini merupakan hal yang penting untuk menetapkan target 

besaran PMN dan dividen berikutnya. Erick juga merencanakan target 

dividen dan PMN dibuat secara jangka panjang. Dengan begitu, ucap 
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Erick, BUMN dapat melakukan langkah strategis lebih matang dalam 

meningkatkan kontribusi untuk negeri.120 

Namun dari data yang ada, penyertaan modal negara (PMN) 

masih dikatakan cukup tinggi dan pemantauan dari tahun 2020-2024 

dirasa belum stabil dalam penyelengaraanya. Kemudian, deviden yang 

diperoleh terbilang masih cukup kecil karena hanya sebesar 23% 

dikurangi dari penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada 

Perusahaan BUMN. 

Dalam hal ini pula diikuti dengan ibanyaknya iperusahaan iBUMN 

iyang ikolaps idan isekarat iterancam idisuntik imati isehingga imembuat 

ipenyertaan imodal inegara idari izaman ikepemimpinan iPresiden iSusilo 

iBambang iYudoyono isampai idengan iPresiden iJoko iWidodo iselalu 

inaik isebagai imodal itambahan iperusahaan. Hal iini imembuktikan 

ibahwa itidak iada isama isekali isisi ikemanfaatan idan idampak ipositif 

iadanya irangkap ijabatan idewan ikomisaris iBUMN iyang iselama iini 

idiharapkan iuntuk iprogres iyang ilebih ibaik. 

Para pejabat tidak mampu mengemban amanah dengan baik 

seperti yang tercermin dalam prinsip Etika Politik Islam bahwasannya 

jabatan merupakan bagian dari ”titipan” pemberian orang lain yang harus 

dijaga dan dikembalikan tepat waktu apabila dipinta kembali oleh 

 
120 Kementerian Badan Usaha Milik Negara, i“Erick: BUMN Berkontribusi 21,9 Persen 

terhadap Total Penerimaan Negara ”, iterdapat idalam 

ihttps://bumn.go.id/publikasi/berita/rillis/detail/662775b8061d6, idiakses itanggal i14 Oktober 

i2024, pukul 19.00 WIB 

https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn
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pemiliknya. Sikap yang tidak menunjukan profesionalisme dalam 

mengemban tanggungjawab atas jabatan tersebut yang justru idijadikan 

bahan iuntuk ipemanfaatan irelasi idan ikepentingan i‘orang idalam’ idi 

tubuh iBUMN iyang ijustru imembuat isulit itercapainya ipenyelenggaraan 

pemerintahan iyang ibaik. Kemudian masalah seperti profesionalisme, 

loyalitas ganda, dan potensi konflik kepentingan menjadi sering terjadi. 

Begitupun dengan peran Menteri BUMN sendiri dalam hal ini Eric Thohir, 

ia perlu turut serta disoroti terkait keprofesionalitasnnya dalam 

menjalankan wewenang jabatannya sebagai Menteri BUMN. Baik dari 

segi wewenang dalam pengangkatan Dewan Komisaris maupun dalam 

pembuatan Peraturan Menteri BUMN. Seperti dalam perubahan Permen-

BUMN iPER-10/MBU/10/2020 yang mengubah ibeberapa iketentuan 

isebagaimana idiatur idalam iPermen-BUMN iPER-02/MBU/02/2015, 

isalah isatunya imengenai ilarangan ijabatan irangkap. Tentu hal ini 

menimbulkan asumsi bahwasanya setiap regulasi mengikuti selera dan 

gaya kepemimpinan para penjabat yang memangku jabatan tersebut, 

dalam hal ini Menteri BUMN.   Hal ini idiperkuat idengan fakta ibahwa 

ihutang inegara iyang isemakin meningkat.  

Sehingga fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN 

ini nantinya akan bermuara pada terjadinya hal-hal seperti penyalahgunaan 

wewenang (Abuse of Power), konflik kepentingan (Conflic of Interest) dan 

berkembangnya politik transaksional (Transactional Politics) yang dalam 

istilah politik disebut dengan Patologi politik. Yakni penyakit politik yang 
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sulit disembuhkan dengan berbagai dimensinya, yang ingin disembuhkan 

dengan reformasi121. 

iOlieh kariena itu mienurut pienulis jika mielihat proses 

implementasi iPeraturan iMenteri iBUMN iNomor iPER-

10/MBU/10/2020 terkait diperbolehannya rangkap jabatan Dewan 

Komisaris BUMN, di sisi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, secara profesionalme 

menjalankan fungsional jabatan tersebut juga tidak sejalan dengan 

indikator amanah yang ada dalam Konsep Etika Politik Islam. Justru 

dalam pelaksanaanya menimbulkan banyak problematika dan konflik 

kepentingan yang tidak berdampak baik terhadap progresifitas di dalam 

tubuh BUMN itu sendiri.

 
121 M.Sidi Ritaudin, Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa, 

Jurnal TAPIs, Vol.8No.1, Januari-Juni 2012, hlm.2. 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1541/1281 diakses tanggal 20 

September  2024, pukul 21.12 WIB 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1541/1281
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BAB V 

PiENUTUP 

A. Simpulan 

B ierdasarkan iuraian iyang iyang it ielah idij ielaskan ipada ibab-

bab siebielumnya, imaka idalam ip ien ielitian iini idapat iditarik ib iebierapa 

simpulan iyang im ienjadi ijawaban iatas irumusan imasalah iyang sudah 

dit ientukan. iSimpulan itiersiebut iyaitu is iebagai ibierikut: 

1.  Ketentuan iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris iBUMN idalam 

iUndang-iUndang iiNomor ii19 iiTahun ii2003 iiTentang iiBadan 

iUsaha iiMilik iiNegara melarang terkait adanya rangkap jabatan 

iDewan Komisaris BUMN, inamun di dalam Peraturan iiMenteri 

iBUMN iiPER-10/MBU/10/2020iTentang iiPersyaratan iidan iTata 

iCara iiPengangkatan iidan iiPemberhentian iiAnggota iiDewan 

iKomisaris iidan iiDewan iiPengawas iiBadan iiUsaha 

iMilikiiNegara justru meperbolehkan adanya rangkap jabatan     

iDewan Komisaris BUMN. Hal ini dimungkinkan karena Menteri 

iBUMN diberikan wewenang untuk mengangkat langsung Dewan 

iKomisaris BUMN.   iKonsiderans iUndang-Undang iNomor ii19 

iTahun ii2003 itentang iBadan iUsaha iMilik iNegara i(UU 

i19/2003) i iisudah itepat imenjadi ipondasi iutama ipengelolaan 

iBadan iUsaha   iiMilik iiNegara i(BUMN) idalam irangka 

imengoptimalkan iperan iiBUMN, itata iikepengurusan idan 

ipengawasannya iharus iidilakukan isecara iiprofesional. iDan 
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isudah isudah iseharusnya iiPeraturan iiMenteri i iiBUMN iiPER-

10/MBU/10/2020iTentang iiPersyaratan iidan iiTata iiCara 

iiPengangkatan iidan iiPemberhentian iiAnggota iiDewan 

iiKomisaris iidan iiDewan iiPengawas iiBadan iiUsaha iiMilik 

iiNegara i iiharus iselaras idengan iperaturan iyang iberada idi 

iatasnya. 

2.  iRangkap iJabatan iDewan iKomisaris iBUMN idalam iiPeraturan 

iiMenteri i iiBUMN iiPER-10/MBU/10/2020iTentang iiPersyaratan 

iidan iiTata iiCara iiPengangkatan iidan iiPemberhentian iiAnggota 

iiDewan iiKomisaris iidan iiDewan iiPengawas iiBadan iiUsaha 

iiMilik iiNegara i iidalam iimplementasi idan ipelaksanaanya itidak 

isesuai idengan iEtika i i iiPoitik iIslam. iProses iimplementasi 

itersebut itidak isejalan idengan i i i iisalah isatu iindikator iEtika 

iPolitik iIslam iyakni iamanah. iHal iini iidikarenakan irangkap 

ijabatan iDewan iKomisaris iBUMN ijustru iimemberikan idampak 

iburuk iterhadap iprogresifitas idi idalam itubuh iiBUMN iyakni 

iterjadinya ihal-hal iseperti ipenyalahgunaan iwewenang i(Abuse iof 

iPower), ikonflik ikepentingan i(Conflic iof iInterest) idan 

iberkembangnya ipolitik itransaksional i(Transactional iPolitics) 

iyang idalam iistilah ipolitik idisebut idengan iPatologi ipolitik. 

iSehingga iDewan iKomisaris iBUMN iyang imelakukan irangkap 

ijabatan i itidak imampu imenjalankan iprofesionalismenya idan 

ibertanggungjawab iterhadap ijabatan iyang iia iemban. iTerbukti 
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idengan iibanyaknya iiperusahaan iiBUMN iiyang iikolaps iidan 

iisekarat iiterancam iidisuntik iimati iisehingga iimembuat 

iipenyertaan iimodal iinegara iterus iinaik iisebagai iimodal 

iitambahan iiperusahaan. iSehingga imenyebabkan ihutang inegara 

isemakin ibertambah. i 

 

B. Saran 

 

Dari itemuan-temuan itentang irangkap ijabatan iDewan 

iKomisaris iBadan iUsaha iMilik iNegara, imaka iada ibeberapa isaran 

iyang iingin ipenulis isampaikan, iyaitu: i 

1. iMelihat iiadanya iibenturan iiregulasi iiyang iiterjadi iipada 

iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiNomor iiPER-10/MBU/10/2020 

iiselaku iiperaturan iipelaksanaidari iiUndang-Undang iiNomor ii19 

iiTahun ii2003 iiTentang iiBadan iiUsaha iiMilik iiNegara i, 

ipenulis iimelihat ibahwa i iiperlu iidilakukan perubahan ipada 

iiPeraturan iiMenteri iiBUMN iiNomor iiPER-10/MBU/10/2020 

iyang idalam iproses iipengimplementasiannya itidak isejalan 

idengan iperaturan iyang iiada idi iatasnya iyakni iiUndang-Undang 

iiNomor ii19 iiTahun ii2003 iiTentang iiBadan iiUsaha iiMilik 

iiNegara. 

2. Menteri iBUMN idiharapkan idapat imenata iulang imekanisme 

ipengangkatan ikomisaris idan idewan ipengawas. iSentralisasi 

ikeputusan iyang iterbatas ipada ijabatan iMenteri iatau iWakil 

iMenteri iharus idiubah. iPemberdayaan ilembaga iprofesional 
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iyang ikemudian ididukung idengan itim iteknis ikementerian 

imenjadi ipilihan iterbaik iuntuk idijadikan idasar ibagi iMenteri 

iatau iWakil iMenteri iBUMN imengangkat imaupun 

imemberhentikan ikomisaris idan idewan ipengawas idi ihadapan 

iRapat iUmum iPemegang iSaham. 

3. Menteri iBUMN iharus imengambil itindakan itegas idengan 

imemberhentikan iWakil iMenteri iyang imasih imenjabat isebagai 

ikomisaris iBUMN. iSelain iitu, itindakan itegas ijuga ibutuh 

iditerapkan ikepada ikomisaris iatau idewan ipengawas iyang 

imerangkap ijabatan idi iperusahaan iswasta, idi imana ibidang 

iusahanya imemiliki iirisan isecara ilangsung ikarena isecara inyata 

imenimbulkan isituasi ikonflik ikepentingan. iSelain iitu, iperan 

iDPR, ikhususnya iKomisi iVI, isebagai imitra ikerja iKementerian 

iBUMN ipenting iuntuk imengawasi isecara iberkala ipenerapan 

iGCG idi iBUMN, ikhususnya idalam ihal ipengangkatan ikomisaris 

idan idewan ipengawas. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



a. bahwa untuk memperoleh anggota Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas yang profesional, berintegritas, 

berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan tugas se bagai anggota Dewan Komisaris 

dan Dewan Pengawas, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 

b. bahwa untuk mendapatkan Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang lebih kompeten dan berpengalaman, 

meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas, dan menciptakan tata kelola 

yang baik dalam pengusulan Dewan Ko mi saris/ Dewan 

Pengawas sesuai dengan kebutuhan saat ini, perlu 

Menimbang 

MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SALIN AN 

PERA TURAN MENTER! BAD AN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-10/MBU / 10/2020 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN 

DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA 

MENTERJ BAD \'\1 LSAHA MU IK NEGARA 
REPl!BLIK INDO:N"ESIA 



Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), 

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan 

(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4305); 

ten tang 

Republik 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

Kementerian Negara (Lembaran Negara 

4. 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4 7 56); 

dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan 
Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 
Negara; 

- 2 - 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan U saha 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 283), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Lampiran BAB I Huruf D, BAB II Huruf C, 

BAB III Huruf B, Huruf C, Huruf D, BAB IV Huruf A, Huruf B, 

dan BAB V, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

MEMUTUSKAN: 

PERA TURAN MENTERI BAD AN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN 

USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU /02/2015 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN 

DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 ten tang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235); 

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 

02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan U saha Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 283); 

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 

01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340); 

- 3 - 

Menetapkan 



Pasal II 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu 

persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan. 

3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN 

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, 

yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk 

mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero 

dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan. 
5. Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, yang selanjutnya 

disebut Wakil Menteri, adalah pejabat di bawah Menteri yang 

mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan 

tugas Kementerian BUMN. 

6. Sekretaris Kementerian adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang 

membidangi fungsi administrasi di Kementerian BUMN. 

7. Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi 

sumber daya manusia BUMN. 

D. PENGERTIAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA 
NOMOR PER-10/MBU/10/2020 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! BADAN 
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 
TENT ANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN 
USAHA MILIK NEGARA MILIK NEGARA 

- 6 - 



8. Asisten Deputi Sektor adalah pejabat Eselon II di bawah Wakil Menteri 
yang membidangi portofolio BUMN. 

9. Asisten Deputi adalah pejabat Eselon II di bawah Deputi yang 

membidangi manajemen sumber daya manusia BUMN. 

10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 

11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum (Perum) yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan 
Umum (Perum). 

12. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN. 

13. Penilaian bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas 

untuk selanjutnya disebut Penilaian adalah proses untuk menentukan 

kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota 
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. 

- 7 - 



Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu: 

a. bukan pengurus Partai Politik dan/ atau calon anggota legislatif 

dan/ a tau anggota legislatif. Calon anggota legislatif a tau anggota 

legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan 

DPRD Tingkat II; 

b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil 
Kepala Daerah; 

c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; 

d. sehatjasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang 

dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan 

Komisaris / Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat 

keterangan sehat dari Dokter; 

e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah 

lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang 

bersangku tan; dan 

f. bagi bakal calon anggota Dewan Ko mi saris/ Dewan Pengawas yang 

berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun 

terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi 

yang berwenang. 

C. PERSYARA TAN LAIN 

BAB II 

PERSYARATAN 

- 8 - 



C. PENILAIAN 

1. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas, adalah seseorang yang telah dinyatakan 

memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan 
Lain. 

2. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain 

dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau 

informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan 

menandatangani pemyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan 

Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri memproses 

pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang 

dibentuk oleh Menteri. 

5. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: 

a. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; 

b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan 

tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan/ a tau 

c. wawancara. 

6. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan 

kriteria "Disarankan" a tau "Tidak Disarankan". 

B. PENJARINGAN 

1. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi 

mencari bakal calon dari berbagai sumber. 

2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi. 

BAB III 

TATA CARA PENGANGKATAN 

- 9 - 



1. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan 

Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria 

"Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan 

Komisaris / Dewan Pengawas. 

2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus 

Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di 

bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan 

anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sebelum 

Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan 

pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang 

bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian. 

3. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas dapat dilakukan melalui cara: 

a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki 

oleh Negara; 
b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara 

sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara. 

D. USULAN PENGANGKATAN 

7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan 

apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat 

Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden. 

8. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang 

undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana 

dimaksud pada angka 5, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan 

persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian 
regulator. 

9. Dihapus. 

10. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas 

kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik 

selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam 

bentuk narasi kualitatif. 

11. Dihapus. 

12. Dihapus. 

- 10 - 



4. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan 

Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib 

tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum 

pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan 

sebagai anggota Dewan Komisaris. 

5. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat 

pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris / Dewan 

Pengawas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi 

anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas (jika ada). Dalam hal yang 

bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka 

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

BUMN berakhir pada batas waktu tersebut. 

6. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan 

Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, 

maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan 

Surat Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas 

terpilih. Dalam proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon 

II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang 

membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi 

Sektor. 

7. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada 

Deputi untuk diadministrasikan. 

8. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian 

hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon 

dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam 

RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan 

kepada Deputi untuk diadministrasikan. 

9. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan 

pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, termasuk 

dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian. 

10. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih menandatangani 

surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas 

dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan 
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pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana Lampiran III Peraturan 

Menteri ini. 

11. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mulai menjabat secara 

efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal 

yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang 

saham secara sirkuler. 
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A. ALASAN PEMBERHENTIAN 

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan 

sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan 

menyebutkan alasannya. 

2. Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila 

anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan 

perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau negara; 

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan 

yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas BUMN; 

e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang 

berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau 

keuangan negara; 

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau 

g. mengundurkan diri. 

3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau 

RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau 

RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, diantaranya: 

a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan; 

b. memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi 

anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang merupakan 

penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain. 

BAB IV 

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN 

KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS 
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B. TATA CARA PEMBERHENTIAN 

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum melakukan 

pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 

2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan 

menyampaikan konsep keputusan Menteri/RUPS ten tang 

pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk 

mendapatkan penetapan. 

3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih 

dahulu kepada anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang 

bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri. 

4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri 

dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi 

kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud. 

5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan 

Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud. 

6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah 

dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan 

diberi kesempatan membela diri. 

7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka 

pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk 

Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang 

bersangkutan diberitahu. 

8. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan 

kepada pejabat yang memberitahukan. 

9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang 

bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan 

keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya 

pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari 

dianggap telah terpenuhi. 

10. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka 

dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau 

berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan 
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Komisaris / Dewan Pengawas dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan 

Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi 

kuasa dengan hak subtitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri 

dan mengambil keputusan dalam RUPS. 

19. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor 

untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud. 

Dewan anggota 

Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri 

atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka 

Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan 

seluruh pemegang saham secara sirkuler. 

18. Dalam hal penetapan pemberhentian 

Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan pejabat yang 
memberitahukan. 

11. Apabila anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang 

bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita 

acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara 
terse but. 

12. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan 

diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 

119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

13. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses 

pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Asisten Deputi 

Sektor dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab 

di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait 

disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan. 

14. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, 

Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian. 

15. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan 

dengan Keputusan Menteri. 

16. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan 

dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan 

keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler. 

17. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota 
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20. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris 

Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam 
RUPS dimaksud. 

21. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap 

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. 

22. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat 

diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan. 

23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku 

efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan 

Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler. 
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1. Anggota Dewan Komisaris dan/ a tau Dewan Pengawas dilarang 

memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris 

dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan 

khusus dari Menteri. 

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang 

memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, 

Badan U saha Milik Daerah, Badan U saha Milik Swasta, a tau 

menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang 

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan 

benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali 

menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari 

jabatan tersebutjika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas BUMN. 

3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memangku 

jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa 

jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri 

mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud. 

B. LARANGAN RANGKAPJABATAN 

A. RANGKAP JABATAN 

1. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan 

sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan 

ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

sektoral. 

2. Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan 

sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana 

dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam 

rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai 

persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang 
bersangkutan. 

BABV 

RANGKAP JABATAN DAN BERAKHIRNYA JABATAN 
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C. ALASAN BERAKHIRNYA JABATAN 

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. masajabatannya berakhir; 

c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, diantaranya 

pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. 

3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, 

b, dan c, maka: 

a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut 

kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau 

anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada 

RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk 

selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian. 

5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh 

anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setelah berakhir karena 

hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah tidak sah dan 

menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang bersangkutan. 

6. Ketentuan se bagaimana dimaksud pada angka 5, tidak mengurangi 

tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang 

bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan 

a tau kelalaian anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang 

bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat ini, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap 

anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 
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Salinan sesuai dengan aslinya, 
Asisten Deputi Bi.::d~~~~ 

ERICK THOHIR 

ttd. 

MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

b. Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS. 
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Daftar Riwayat Hidup 
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